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Kata Pengantar 

Buku kumpulan Naskah Kebljakan yang telah dlsusun lnl penting untuk dlterbitkan oleh 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretarlat Jenderat DPR RI, Hui lnl menjadl buktl bahwa 

analis kebilekan telah diikutsertakan dalarn proses penyusuren produk llukum maupun berbagai 

kegiatan penyusunan kebljakan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum 

Peraturan Sekretarls Jenderal OPR RL Naskah kebljakan lnl tel ah dlpergunakan menjadl bah an awal 

dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Sekretarls Jenderal DPR RI (Rapersekjen DPR RI) 

yang pada setiap tahun telah diprogramkan. Sehubungan dengan ilu n.askah kebijakan mcnjadi 

persyaratan yeng wajlb untuk melengkapi usulan Rapersekjcn, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 

Peraturan SekJen DPR RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 

Sekretarlat Jenderal dan Badan Keahllan DPR RI. 

K<1mi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesarkannya penyusunan buku "Kumpulan Naskah Kebfjakan Untuk Pembentukan 
Produk Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal Tahun 2020", khususnya tim penyusun. 
Semoga buku kumpulan naskah kebiJakan ini berrnantaat bagr para pcmbaca dan berbagat 
pihak yang memerlukan telaahan lebih lamut sesual dengan dinamika dan perubahan 
peraturan Sekjen DPR Rl. 

Jakarta, Oktober 2020 
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Prakata Tim 

Penyusunan Naskah kebijakan merupakan salah satu tugas pokok yang dilaksanakan oleh 

analis kebijakan di lingkungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka program 

Jegislasi Peraturan Sekjen DPR RI pada setiap tahunnyiil. Sehubungan dengan itu naskah kebijakan 

disusun dan menjadi persyaratan yang wajib bagi melengkapi usulan Rancangan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI, sebagaimana telah dipersyaratkan Pasal 28 Peraturan Sekjen DPR RI 

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keahlian DPR RI. 

Pada kesempatan ini, kami bermaksud menerbrtkan kumpulan naskah kebijakan yang 
telah karrn seleksr untuk menjadi bahan bacaan bag1 para pemangku kepentingan 
(stakeholders) yang membutuhkannya. Kumpu!an naskah kebijakan ini, kami format secara 
sederhana seperti rangkaian tulisan dmiah umum. Dengan maksud agar tulisan naskah 
kebijakan menjadi mudah dibaca. Pada gilirannya, naskah kebqakan mampu mendiskripsikan 
akan pentmgnya suatu Peraturan Sekjen DPR RI yang ditetapkan, serta ruang hngkup apa 
saia yang dratur. Apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi yang 
diinginkan sebagai solusi (pemecahannya). 

Tim penyusun mengucapkan terima kasih y;mg setinggi tingginya kepada semua pihak 

yang mendukung upaya penerbitan karya kumpulan naskah kebijakan ini, khususnya pada Kepala 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, lbu Juliasih, SH., MH. Terima kasih kami sampaikan juga 

kepada Kepala Bagian Hukum, lbu Arini Wijayanti, SH, MH. dan Jajarannya, dan Kepala Bagian 

Pengaduan Masyarakat, Bapak Budi Wuryanto, SH, MH. Dan Jajarannya, yang turut memberikan 

data, bahan dan informasi sehingga naskah kebijakan dapat tersusun. Kami sangat menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan dalam karya kumpulan naskah kebijakan yang singkat ini. 

Semoga kumpulan naskah kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) yangmemerlukannya. Terlma kasih. 

Jakarta, Oktober 2020 

Tim Penyusun. 
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JUDUL: 

RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TENT ANG MANAJEMEN KINERJA 

DI LING KU NGAN SEKRET ARIAT JENDERAL DPR RI 

MM >\J�r, IN 11>} t 
t 1--=x- 1 

Disusun oleh : 

Riyadi Sanloso, Ors .. M.Si. 

Analis Kebijakan Ahli Madya, Sekretarial Jenderal OPR RI 

ABSTRAK 

Pelaksanaan Undang-Undang NomOf 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipil Negara atau UU 

tentang ASN, sangat je/as mgin membangun semangat kerja tinggi yang berbasis profesional. Untuk 

mewujudkan ASN yang pro!e,ional dan berlunetja tinggi tersebut maka sa/ah satu yang diperlukan adatah 

pengelolaan ASN yang diWUJudkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen PNS. Dengan pengelolaan PNS yang profesionat ter.iebut, maka satah satu rvang llngkupnya 

adatah "penilaian kinelja', sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 PP NomOf 11 Tahun 2017. 

Selan1utnya pengaturan mengenai pernlaian kinerja PNS lebih diperjelas dengan diatur PP Nomor 11 
Tahun 2017 dalam Bab VI Penilaian Kinetja dan Disipiin, yaitu datam Pasal 228, 229 dan 230. 

D1kemukakan dalam Pasal 228, bahwa penilaian kinetja PNS berlujuan untuk men1amin obyektivitas 

pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Dan penitaian kinetja PNS dilakukan 

berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan 

memperhatikan target, capBlan, hssi/, dan manfaat yang dicapai, serta penlaku PNS. Mengenai penilaian 

kinerja irn, Pasal 230 memerintahkan unluk ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan berupa PP 

tantang panilaian kinetja PNS dan Di51p/m PNS. 

Sejatan dangan parlntah Passi 230 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersabut, Pemarintah RI, telah 

manatapkan PP NomOf 30 Tahun 2019 tantang Penilaian Klnetja Pagawai Negeri S,pil. PP Nomor 30 



Tahun 2019 ini sangat penling untuk diimplementasikan oleh seliap PNS di semua instansi pusat dan 
claerah. Hal ftu juga untuJc me/aksanakan PllS1ll 78 UU Nomor 5 Tahun 2014 tonlang ASN, bahwa 

Pemerintah perlu menetapi<an PP tentang Penilaian Kinerja PNS. Melahi PP ini penilaian l<inolja PNS 

dibangun dengan berdasarkan pendekatan Sistem Manajemen KJneda PNS. sebagaimana d1atur dalam 

Bab II Pasal 5 sampai dongan Pasa/ 7 PP llaoor 30 Tahun 1999. 

Sis/om Manajemen Kinolja PNS sobagB1mana dimaksudkan dalam PP 30 diatas tenliri alas 5 

(ima) sub sistem. yaitu : (a) Perencanaan l<inelja; (b) Pelal<sanaan. pemantauan, dan pembinaan l<inolja; 

(c) Penilaian kinolja; (d) Tindak /anjut; dan ( e) Sistem informasi kinalja PNS. Unluk membangun sistom 

manajemen kineda setiap mstansi pemerintB11 dipersilahkan meflgatumya deng811 keptiusan 
Ment8ri/pim{inan instansinya masing-masing, termssult me/akukan evaluasi kineda dan hasi/nya (PasFJf 6 
oyat (3). Peni/Blan kinoqa datam manajemen PNS, momperhalikan penilaian pada Ungical individual 

maupun #ng!cat unit kelja atau o,ganisasi. Hai ini sangat pennng dan sejaian dengan pendtkatan 

manajemen kinetja (petfo""amce management approach). 

Kesimpu/sn yang didapat naskah kabijal<an 1ni adatah : (1) Manajemen l<inelja di lng/wngan 

instansi pemerintah lerus mengalami pefXembangan sejalan dengan pendekatan terori dan pral<tek kine1a, 

baik secora individual maupun organisasi (unit kelja) Perl<embangan ini lidak terl<acua/i di lng!cungan 

lnstansi Pemerinlah, termawlc Sekretarial Jendera/ DPR RI. Perkembaogan tersebiA juga le/ah 

dimasukkan dalam regulasi ASN - PNS, yakni berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 

Nomor 11 Tohun 2011 Ten/ang Mamtemen PNS. PP Nomor 30 Ta/lun 2019 tenlong Penileian Kinerja 

PNS; (2) Pada #ngkungan Seljon DPR RI sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kamenterian 

(LPNK), k�atan manajemen kinelja telah beljalan atau diimplementasikan sejak tahun 2014, dongan 

pemberlakul<an SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). termasvl< adatl'fa Peljanpan Kinetja (PK) yang 
dtberlakukan unluk mdividua/ pegawai maupun PK Unil keqa/Unit orgamsasi yang pada akhimya untuk 
menilai capaian kinerjanya. Sis/om peniloian kinerja. menjad bagian darl Sislem Manajemen Kinolja (SMK) 

INllulc Pegawai (perorangan) dan Organisasi, ha/ ini nampaknya masih be/um tenntegrasi dan menye/U11Jh. 

Oisamping ffu terus teljadi perl<embangan (inovasi) penguJcuran dalam pendekotan manajemen kinelja. 

Termasuk perl<embangan ilmu pengelahuan lakJNJ/og.dalam hai iri leknololj informalika YBIJ9 berbasis 

mtemet (online); (3) Pentingnya penataan s1stem mana1emen kineQa di lingkungan Seljen OPR RI sebaga, 
konsekuensi kagiatan n,forma� birokra� Seljen DPR RI yang sedBf19 d,tingketkBII (digalald!an) 

impltmentasinya. di se/uruh jajaran Setjen DPR RI. Da/am keitan ini. juga songat berl<a,tan dengan 
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tetjadinya perubahan struktur baru di lingkungan Seqen DPR RI, dengan penungnya ponetapan cote bisnis 

dan tujuan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dari tingkal unit kerja 

hingga tmgkat SefJen DPR RI. Penerapan sistem manajemen ksneqa di lmgkungan Seljen DPR RI menjadi 

kebutuhan yeng wajib dilakukan o/eh Semua stakeholders (pemangku kepen/ingan) yakni Pimpinen dan 

seluruh Jajaran yang lerkeit; (4) Peratuten Sekjen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemlaian Kinetja Unff 

Keia di Ungkungan Seqen dan Bedan Keahlan DPR RI, sudah tidak televan lagi katena IOQadi perubahan 

organisasi dan tata ketja di lngkungan Seqen DPR RI, dengan tahimya Perpres Nomor 26 Tahun 2020 

tenlang Sekrelariat Jenderal DPR RI dan juga perlu disesuaikan dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 lenlang 

Pen,/aian Kinetja PNS. 

Rekomendesi yang disampaikan dari naskah kebijakan ini adalah : (1) Perlu dibentuk 

Rapersekjen OPR RI yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja di /mgkungan Sekretariat 
Jenderal DPR RI. Persekjen tersebut dirancang sebagai keblJakan baru untuk pengaiolaan atau penataan 

manajemen kinetja inslensi pemerinlah yang berkembeng. Disamping ilu, Rapersekjen DPR RI tersebut 

sebagai pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 lenlang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2016 tenleng 

Manajemen ASN serla PP Nomor 30 Tahun 2019 lentang Pen,/aian Kinetja PNS; (2). Proses 

pembentukan Rapersekjen perlu me!batkan pemangku kepetingan terutama, yl>lu Bagian 

Kepegawaian, B,gian Orta/a den Bag,an Hukum Sekrelanat Jenderal DPR RI dalam menyiapkan Drafl 

Pembentukan Reperselgen tersebut Selain itu, Rapefkjen tersebut supaya mengekomodir 

perkembangan-perkembangan yang teiadi dalam pendekalan ilmu pengetahuan dan leknologi,lennasuk 

teknologi infonnas, (internet dan online), serta cara-cara ketja baru dalam kepagawaian (PNS), (3) 

Pendekatan pengukuran dan evaluasi kinerja juga telah mengslami perkembangan dan bersifat 

menyeluruh, sehinggs pendeketan yang holisbk dan sistemik sangat relevan untuk. dipergunakan. Oleh 
karena itu nomenklatur penamaan dalam rapersefqen yang akan dibentuk tersabut, disarankan atau 

direkomendasi untuk mengakomodir pengerlian "Sistem ManaJemen Kmerja". 

BABIPENOAHULUAN 

A. Laur Belakang 

Oengan dilaksanakan atau diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara atau UU ASN, merupakan tonggak baru perubahan dalam pengelolaan aparatur 

Slpil negara yang dikenal sebagai Peg aw a Negeri S1p1I (PNS) di Indonesia. Datam Pasal 10 UU lentang 
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ASN disebutkan bahwa Pegawai ASN berfungs, sebagai : (1) p�aksana kebijakan publik, (1) pelayan 
publik, dan (3) perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Pegawai 
ASN bertugas•: 

a. Melaksanakan kebijakan publlk yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang.undangan; 

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas: 
c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Oteh sebab itu berdasarkan Pasal 10 dan 11 tersebul, kebga fungsi dan tugas pegawai ASN mengalir 
harus dilaksanakan oleh seluruh ASN. Oalam melaksanakan tugas tersebut ASN diluntut profesional 
dan berkualitas. Dengan kata lain, ASN juga dituntut mempunyai performance atau berkinerja yang 
b�k. 

Semangat yang ingm dibangun dengan lahimya UU Nomor 5 Tahun 1014 tersebul adalah 
semangat reformas, birokrasi, dengan mewujudkan aparal\Jr si�I negara (ASN) yang prolesional, 
berintegritas Unggi, berkinerja hnggi dan netralitas dari interveosi politis. Hal ini untuk menuju aparatur 
negara yang berkelas dunia, mengingat Indonesia akan menjadi negara maju menyongsong Indonesia 
maju di usia 100 tahun kemendekaan alau pada lahun 1045. Untuk menuju te,wujudnya ASN yang 
protesionel dan berkinerja bnggi yang dimaksud 1tu salah satu diperlukan adalah adanya pengelolaan 
ASN berupa manajemen PNS. 

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 5 Tahun 1014 tentang ASN, pada tahun 1017 lelah diterbitkan 
Peraturan Pemerintah {PP) Nomor 11 Tahun 1017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
{Manajemen PNS). Lahimya PP tentang Mana1emen PNS ini menjadi tooggak baru suatu man�emen 
PNS di Indonesia. Maksud manajemen PNS adalah agar pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS 

yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profes1, bebas dari intervensi polilik. bersih dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Semaogat profesionalisme PNS sangat dibutuhkan untuk mewujudkan 
tujuan organisasi atau instans, dimana PNS bertugas. 

Unl\Jk mawujudkan PNS yang profesional lersebut, maka salah sal\J ruang lingkupnya adalah 
"penllalan kinerja", sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 PP Nomor 11 Tahun 1017. Selanjutnya 
pengaturan penilaian kinerja PNS tersebut, leb,h dipeqelas dengan diatur dafam Bab VI Penilaian 
Kinerja dan Oisiplin, ywtu dalam Pasal 118, 129 dan 230. Sebagaimana dikemukakan Pasal 118, 

J Undang-Undang N,1mo1 5 Tahun 2014 tcntang Ap.ar.1lu1 Sipil Nci:;ir.1 (.\S�)- 
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bahwa penilaian ijnerja PNS bertujuan untuk menjamin obyekti�tas pembinaan PNS yang didasarxan 

sistem prestasi dan sislem kaner. Dan perulaen kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan 

kineija pada tingkat individu dc11 bngkat unit atau organisasi, dengirl memperhaUkan target. capaian, 
hasil. dan manlaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Mengenai penilaian kinerja ini, Pasal 230 
memerinlahkan untuk drtindaldanjuti dengan peraturan petaksanaan berupa PP tentang penilaian 

kinerja PNS dan Disrplin PNS1. 

Sejalan dengan perintah Pasal 230 PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, Pemertntah RI, telah 

menetapkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negert Sipil. PP Nomor 30 
Tahun 2019 ini sangat penbng untuk diimplement�ikan oleh setiap PNS di semua nstenst pusat dan 
daerah. Hal nu juga untuk melaksanakan Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa 
Pemerinlah periu menetapkan PP tentang Pendaran Kme1a PNS. Metalui PP im pemlaian kinerja PNS 

d1bangun dengan beradasarkan pendekatan Sistem Manajemen Kinerja PNS, sebagaimana diatur 
daiam Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 1999. 

Sistem Manajemen Kinerja PNS sebaga,mana dimaksudkan dalam PP 30 diatas terdiri alas 5 

(lima) sub sistem. yaitu 

a. Perencanaan kme�a; 
b. Pelaksanaan, pemantauan. dan pembinac11 k.inerja: 
c. Penilaian kinerja; 
d. lindak lanju\ dan 

e. Sistem mformasi kinerja PNS. 
Untuk membangun sistem manajemen kinerja setiap mstansl pemerintah dipers1lahkan mengaturnya 

dengan keputusan Menten/pimpinan instansinya masing-masing, termasuk melakukM evaluasi kinerja 

dan hasilnya (Pasal 6 ayat (3). Selanjutnya mengenai penil•an kinerja d�am manajemen PNS, yang 

memperhatikan adanya penlaian kinerja baik pada !ngkat individua maupun bngkat unit kerja atau 

ocgan1sasi, hal ini menJadi sangat panting dan seJalan dengan pendekatan manajemen klnerja atau 

pertonn,mct management approach. Hal itu juga sejalan bahwa Indonesia dewasa ini berada di era 

kompetisi global atau persaingan antar bangsa-bangsa dengan era pasar bebas sehingga untuk 

mewujudkan tujuan nasiona, kejayaan dan kemajuan Indonesia sangat diperiukan ASN yang 

1 Pasal 2.10 Pcraturan Pcmcriruah Nomor 11 Tahun 2017 lcni.in� Manajcmcn Pcgawai Ncgcri S1p1l. 
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profesiooal, kompebhf dll1 berkelas duma ASN yang demikian yang sangat diharapkan lndooesia ke 

depan. Kuncinya adalah pada pengoolaan atau manajemen berbasis kinerja PNSIASN. 

T erkait hal tersebut diatas, Sekretarial Jenderal OPR RI sebagai salah satu instansi pemerintah di 

lrngkungan Lembaga Pemenntah Non Kementenan (LPNK). loah pula menindaklanjuti dangan 
menetapkan Peraturan Sekretans Jenderal DPR RI (Persek1en DPR RI) Nomor 19 Tahun 2018 lentang 
Peml�an Krnerja Uml Kerja di Lingkungan Sekrelanat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Persekjen 
DPR RI ini berrnaksud untuk mengatur penilaian kinerja untt kerja di lingkungan Setjen DPR RI dengan 
meoggunakan kreteria lertentu untuk akseleras1 capaian target kinerja. Sedangkan tujuannnya adalah 

untuk membangun budaya kinerja, dengan mewujudkan kinerja aparatur, tata Kelola keuangan, 
akunlabililas, dan system pengawasan yang optimal bagi unit kerja cl lingkungan Setjen DPR RI. 

Pelaksanaan Persekjen Nomor 19 tahun 2018 tersebut, sebagaimana kite: kelahui secara nyata 
bagi unit kerja orgamsas, dituangkan berupa Perjanj1an Krnerja (PK) yang dilakukan setiap tahunnya, 
baik untuk Bagian atau 81dang, Biro atau Pusat hrngga Deputi yang ditanda tangani pada awal tahun 

dan dilaporkan kinerjanya pada awal tahun berikutnya berupa Laporan Kinerja (LK) alau Laporan 
Akuntabibtas Kine�a lnstans1 Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. Sedangkan untuk kinerja individual 

kinerja PNS, melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan dengan atasannya masing-masmg pada awal 

tahun dan Formullr Sasaran Ke�a (FSK) PNS masing-masing juga pada awal tahun, untuk kemudian 

dipertanggungjawakan pada awaJ tahun berikutnya. Untuk di lingkungan Setjen DPR Rt ini, penilaian 
kinerja peg,..,i melalu, Sasaran Kine1a Pegawai (SKP) dan Perjanjian Krnerja (PK) ini telah 

dilaksanakan sejak tahun 2014 Namun demik1an pengembangan manajemen kincrJa d1 lingkungan 
Setjen DPR RI, baik untuk kinerja ind1v1dual PNS maupun unit organisasi masih pe�u dilakukan dengan 
perbaikan ataupun upaya penyempurnan dan movasr sebeqamana diatur dengan PP Nomor 30 Tahun 
2019. 

Dengan latar belakang uraian diatas, maka perlu dibangun atau dikembangkan suatu sistem 

manajemen kinerja bagi individual PNS maupun unit organisasi di lingkungan Setjen DPR RI, agar 
penerapan manajemen kinerja terus mengikub perkembangan dan perubahan peraturan atau kebi1akat1 
pemerintah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi informas1. 



B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan lenomena yang berkembang, maka permasalahan yang dihadapi 

dalam sstem mMajemen kinerja PNS dan organisasi atau instansi pemerintah. khususnya yang terjadi di 
lingkungan Sekrotarial Jenderal DPR RI adalah : 

1. Komlsi penilalan kinerja di lingkungan Setjen DPR RI, bark untuk penil"'"1 kinerja perseorangan 
(individual) PNS maupun organisasi (urn! kerja), dewasa ini telah berjalan, seperti adanya 
perjanj1an kinerja, adanya sasaroo kmeria pegawai, dan laporan k1ne,ja di eselon satu dan dua. 
Namun dem1k1an kegiatan manajemen kinerJa belum terintegrasi secara terpadu, dalam suatu 
sislem manatemen kine�a. Bagaimanapun juga penilaian atau pengukuran kine�a individu dan 
penilaian atau pengukuran kinerja kelompok (organisasi) akan menentukan keberhasilan (capaian) 
tujuanlproses bisnisnya, demikian pula dengan tujuan organ•asi d1 lingkungan Setjen DPR RI. 

2. Be/um adanya kebijakan baru (new policy) atau peraturan yang menyesualkan perkembangan 
(dinamlka), sebagai pedoman yang mengatur mana,emen kinerja secara menyeluruh 
(komprehonsiQ, balk kinerja perseorangan (individual) maupun organisasi (instansi) yang baru di 

lingkungan Sekreterial Jenderal DPR RI. drantaranya sebagai pelaksanaan atau lindak lan1ut 
lahimya PP Nomor 30 Tahun 2019. 

C. Maksud din Tujuan serta Kegunaan 
Maklud ditulisnya naskah kebijakan (pollcy paper) ini adalah sabagai arahan yang dapat 

dipertanggun9Jawabkan secara dmiah (teoo) dan peraturan (norma) perundang-undangan yang 
bedaku untuk pembentukan kebijakan peraturan Sekretarial Jenderal DPR RI. Sadangkan tujuan 
penullsan naskah kobijakan ini adalah sebaga, 'dasar' yang kuat untuk pambentukan kebrjakan 
berupa Poraturan Sekretatis Jenderal DPR RI tentang Man�emen Kinerja di Ungkungan Sekrelariat 
Jenderal DPR RI. 

Sedangkc11 kegununnya secara teoritis untuk memperkaya prinsip serta nilai (norma) yang 
pe�u diperhatikan dalam pembentukan peraturao hukum, dengan kegunaan praktisnya sebagai bahan 
masukan dalam penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Sekjen DPR RI tentang 
Manajemen Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal CPR RI. 



D. Metode dan Pengumpulan Data 

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan akadem,k yang digunakan dalam penelitian ini adalah deokriptif 

kualitetif (Nosir.1988.1998: Sugiyono.2006). Teknik penelitian yang digunakan, ptrtame adalah 

penelitian kepuslakaan, terkait berbagai peraturan perundang..undangan yang ber1aku dan bahan- 
bahan pustaka yang relevan sebaga, dasar bertikir secara teoritik, noonatif (peraturan) dan 
konseptual. Kedua, dilengkapi deng� teknik peneMtian empirik atau survey di lingkungan Setjen 
DPR RI terkrut dengan unit pengguna maupun unit pelaksana. 

Sebagai bentuk pendekatan 'deskriplif kuatitatif', tentu juga tidak meninggatkan data 

sekunder, baik data kualitatn maupun data kuantitatif sehingga drharapkan dapat menggambarkan 
secea evidence-based ataupun data yang dapal dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

kebijakan. Hal ini sebagai konsekueosi alas penul1san naskah keb11akan dengan pendekatan 
kebijakan publik (.public po/icy) untuk memecahkan masalah atau memberikan s�usi bagi para 
penentu keb11akan. 

Penelitian kellijakan menjadi b1dang yang sangat penting dalam dekade terakhir, adalah 

penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, 
kinerja kebijakan, dan hngkungan kellijakan. (Nugroho, 2013; 43-44). Dalam hal ini penelitian ini 

membatasi berokus pada bagaimana perumusan keb1jakan, dalam bentuk pembuatan Peraturan 
Sekjen DPR RI tersobut dipenukan, dan bag�mana pengaturannya. Selanjutnya dikatakan oleh 
Meyer dan Greenwood (1984)', ... penelitian kebijakan adalah pen�itian empink yang dilakukan 

untuk memvenvikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara ala! 
tujuan dalam pembuatan kebiJakan. Dan tentu saja penelitian kebijakan ini bertujuan praktis dan 
empink untuk memecahkan masalah (.problem solving), y�tu tata cara pengangkatan jabatan 
administras,, yang selama ini belum diatur. 

Untuk memperjelas maksud dan lujuan penelitian kebijakan ini, pendapat ahli dan 
Sudarwan Oanim (2005; 23), dapat dijadikan rujukan yang menyalakan : ... penelitian yang 
dimaksudkan guna melahirkan rekornendas, untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahkan 
masalah sosial.. ; "penelitian kebijakan dapat didefinikan sebagai kegiatan penelitian yang 
dilakukan untuk mendukung kebijakan ... , kekhasan penelrtian kebijakan terletak pada fokusnya, 

1 Robert P Meyer J,m Ernest Greenwood. l94K. dalam Rrant Nugroho. Mcto<lc Pcncliuan Kcbijakan. 
Yegyakarta Pustaka Pclajar, 2011, tut 47) 
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yaitu berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah aosial yang unik, yang jika 
tidak segera dipecahkan akan memberikan efek negatif yang sangat luas. � 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Tel<nik pengumpulan data dan infonnas, yang d1gunakan adalah dengan studi pustaka 
atau literature, termasuk peraturan perundang-undangan yang lerkait dengan tema yang dikaji. 
Untuk mefengkapi studi pustaka dimaksud, ddakukan survey data dan cross-<heck data dengan 
pemangku kepenlingan (stakeholders) untuk konfinnasi data dan informasi dimaksud. 

Melalui teknik wawiileara diperlukan untuk melakukan konfinnasi dan cross'{;heck data 
dan mfonnasi yang dibutuhkan. Sedangkan T eknik survey dilakukan unluk memperoleh data 

kualitatif dan data kuanbtatif yang diperlukan untuk memperkuat kajian naskah kebijakan ini. 

BAB II TINJAUAN TEORITIK 

A. Konsepsl Manajemen Kinerja 
Manajemen kinerJa senng pula d1kenal sebaga1 performance management adalah tentang 

bagaimana mengelola kegialan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal im 

se!Jagaimana dikemukakan �eh Wibowo (2007:3), bahwa manaemen diawali dengan perumusan 
dan perietapan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan orgamsasi dicapai melalu1 serangkaian 
kegialan, dengan mengerahkan semua sumberdaya yang diperlukan. T ujuan yang diharapkan 
tersebut merupakan tibk awal dalam perencanaan kmerja organisasi5. Kinerja dalam konsep 
bahasa ,nggns ad�ah performance. diartikan juga sebagai ha.sil kerja atau presta.si. 

Dik.atakan bahwa kinerja adalah merupakan implementasl dari rencana yang telah 
disusun. lmplementasi kineqa dilakukan oleh sumber daya manusia (SOM) yang memiliki 

kemampuan, kompetensi, mollvasi, dan kepentingan. Organ1sasi yang menghargai dan 
memperlakukan SOM dengan b�k tentu akan mempengaruhi sikap dan perilaku SOM terse!Jul 

dengan menjalankan kinerJanyas. Hasil kerja atau prestasi kerja SDM pegawai ini perlu dllakukan 
penilaian dengan ev�uasi kinerja yang akan d1pergunakan sebagai umpan bafik (leed./Jack) dafam 
proses manajemen kmerja. 

4 lbid, 
'\\'iho�o. M.in.iJcmcn Kmcrja. J.ik.in.i.: PT.Raja G1.:1!inJo Pcoada. 2008, hal.L 
� Ibid. 
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Beberapa pakar manajemen seperti Castello (1994), mengemukakan bahwa pelformance 
management atau manajemen kinerja adalah dasar dan kekuatan pendorong yang berada d1 

belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja, dan alokasi sumber daya Dan menurut 

Schwarz (1999), performance management adalah gaya manajemen berdasarkan komunikasi 

terbuka antara mana1er dan pegawai menyangkut pencapaian tujuan memberikan umpan balik dari 

manajer kepada karyawan dan sebaliknya, demikian pula dengan penilaian kinerja. Selanjutnya 

menurul Salnd (1961i), definisi manajemen kinerja adalah suatu proses kerja dari sekumpulan 

orang untuk mencapai tu1uan yang telah ditetapkan, drmana proses kerja ini berlangsung secara 

berkelanjutan dan terus-menerus, 

Pakar yang lain yaitu Bacal (1999) menyampaikan bahwa manajemen kine�a sebaga1 

proses komunikasi yang ddakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara pegawai 
(karyawan) dengan alasan langsungnya. Pengertian mi oleh Baca/ (2012) d1perbaharui dengan 

merumuskan manajemen kinerja adalah proses komunikasi yang sedang berlangsung secara 

kemitraan anlara karyawan (pegawai) dengan alasan langsungnya, menyangkut harapan yang 

jelas dan sahng pengertianlenlang pekenaan yang harus dilakukan. Sedangkan Armstrong (2004) 

memandang manajemen kinerja lebih sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang leblh balk 

dari organisasr, lim, dan indiv,du dengan cara memahami dan mengelola kmerja dalam suatu 

kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati7. 

Selanjulnya Armstrong (2009), juga membefikan beberapa pengertian manajemen 

kme�a, untuk memperjelas pemahaman konsepsi manajemen kinerja. Diantaranya, manajemen 

kinerja adalah suatu prakhk ofrganisas1 untuk meningkalkan kine�a sesuai target individua tau 

kelompok dengan tujuan akhir memperbaiki kinerja organisasi, (DeNisi, 2000)8. Manajemen kinerja 

adalah sebuah pendekatan sistematis untuk memperbaiki kknerja individu dan lim dengan maksud 

mencapai tujuan organisasi, (Hendry, Bradley, dan Perl<ins, 1'197)9. Man�emen kinerja 

dimaksudkan untuk memperbaiki focus strategis dan elektifitas organisasi, dengan memaslikan 

perbaikan secara berkelanjutan dalam kinerja mdividu dan llm (Phi/port dan Sheppard, 1992) 10. 

Berdasarkan beberapa pengert,an manajemen kinelja tersebut dialas, konsepsi 

manajemen kiner1a sangat dipe�ukan dan harus dilaksanakan bagi seliap organisas1 yang mgin 

7 Bacal JJ.n Amrtwn)? dalam Her}. MJ11<11cmcn Kmcrja. Jakana : PT Grasmdo, 201'1, hal I 
"Ibid , dcngan mcnguuf A1 muong.h.r! 2 
9 Ibid. 
re Ibid 
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mencapai tuJUan dengan efeklif. Seocang p1mpinan dalam suatu organisasi, terutama para pejabat 

yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya manusia (SOM), seharusnya memilikl 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat melaksaiakan manajemen pengeloaan 
SOM secara leblh profes1onal, d1mana manajemen kmerja menJadi bagian dan kunci keberhasilan 

pencapaian tuJuan organisas1. 

8. Kesepakatan dan Perencanaan Kinerja 

Keg1atan awal manajemen kmerja adalan perencanaan kineija. Kegiatan im tentu saja 
seteleh pegaw� alati karyawan memperoleh kesepakatan kmerja, berupa konrrak kerja alilll 

perjanjian kerja d�am suatu organisasi (mstansi, perusahaan). Konrrak kerja antara atasan 

dengan bawahan, antara manajer dengan karyawan atau pegawai. Oisebut personal contract 

sebagai kesepakatan tebntang lujuan dan sasaran yang hendak d1capai. Hal ini akan men1ad1 
komitmen untuk menjalankannya. Konlrak kerja juga aakan menjadi pedoman penUng dalam 

melakukan pemlaian agas knena pegawa1 atau karyawan. Kesepakatan kinerja ini menun1ukkan 

tentang apa yang akan dilakukan dan menJadi tanggungjawab pegawai. Bagi manaier atau 
pimpinan maka kontrak keria akan memperjelas dukungan dan ukuran untuk menilai prestasi kerja 

pegawamya. 

Kegiatan perencanaan kineria merupakan bagian terpenting dari manajemen kinerja. 
Perencanaan kinerja harus melihat ke masa depan, untuk memaksimalkan kinerja, jadi bukan 

sekedar mengulas masa lalu. Perencanaan kinerja dengan demikian. merupakan proses dimana 

pegawai dan atasannya (pimpinan) bekerja Bersama dalam merencanakan apa yangharus 

dilakukan untuk setahun ke depan. T ujuan proses perencanaan kmerja paling baik diwujudkan 
dalam bentuk outcomes (hasil) aatau manfaat. Dalam perencanaan kinerja, perfu ditinjau ulang 

rencana bisnis dan menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan serta bagaimana masing- 

masmg pegawai terlibat dalam rencana tarseout", 
Masrh dafarn katan pe,encanaan kinerja, Wibowo (2017;14) mensempeken bahwa 

perencanaan kinerja menyangkut pendefinisian tujuan dan sasaran organisasi, membangun 

strategi yang menyeluruh untuk mencapa tu1uan tersebut. Perencanaan kmerja bersangkuta 

dengan apa yang akan dilakukan maupun bagaimana hal tersebut dilakukan12. Penyusunan 

11 Hcrv Op Cit, hal. 22-23- 
IJ \Vihowo, Op cit.. hal 14. 
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rencana menyangkut kegiatan mengmventarisasi sumber daya yan d1perlukan dan akllVllas apa 
saja yang d1periukanuntuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah d1tetapkan. Perencaoaan juga 
mernentukan kerangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan d111 sasaan tersebul 

S�a,jutnya, perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan perencana111 kinerja, terlebih 

dahulu harus ditelapkan apa yang men1adi tujuan dan sasaran organisasi. Pada umumnya 

organisasi kemudian menetapkan apa yang disebut sebagai rencana strategis atau renstra, yang 
umumnya berlaku dalam perlode lima tahunan. Ha ini sebagar perencanaan jangka menengah, 
telah ditetapkan visi dan misi organisasi. Agar renstra menjadi efektif, manajemen kerja harus 

mendefinisikan pada level operasional, dengan core bisnisnya. Hal ini sudah pada level produk 
dan [asa yang dihasilkan, sebagai output organisasi. 

C. Prinsip Oasar Kinerja 

Man�ernen kmerja bekerja alas prinsip dasar yang dijadikan acuan bersama agar dapat 
mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Wibowo (2017, 12) lerdapat 20 prinsip dasar man�ernen 
kinerja yang akan men1adi pondasi yang kuat bagi kinerja organisasi untuk mencapa tujuan. 
Dikernukakan prinsip dasar 1ersebut adalah u . 

1. Bersifat S�ategis; 
2. H�istik; 

3. Terintegrasi. 
4. Perumusan Tujuan; 

5. Perencanaan: 

6. Umpan Bafik; 

7. Peogukuran, 

8. Perbaikan kme�a; 

9. Berkelanjutan: 

10. Menciptakan budaya; 
11. Pengembangan; 

12. Ke1ujuran; 
13. Pelayanan; 
14. Tanggungjawab; 
15. Konsesus dan Kerjasama; 

11 Op cu., hal.12-20 
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16. Komunikas1 Dua Arah; 
17. Berbagi Harapan; 
18. Mengelola POlilaku; 
19. Bermam; dan 

20. Rasa Kasihan. 

Keduapuluh pnnsip dasar ini menJadi nilai-nila, yang pelu dimll1ki dan d1pergunakan dalam 

membangun m011ajemen kineqa. Sebagai gambaran penjelasan, mMlajemen kinerja befsifat 
sualeg,s. Artinya memb1carakan masalah kinOl]a yang lebih luas, lebih urgen, dengan lujuan 

jangka pan1ang. Dalam perumusan visi dan misi organsasi akan menjadi acuan dalam penetapan 
lujuan orgamsasi. Demikian pula manajemen kmerja itu bersifal holistik, berarti harus menyeluruh 

yang mencakup seluruh aspek dengan ruang lingk,p seiak perumusan tujuan; perencanaan, 

pefaksanaan, umpan balik; pengukuran; penilaian; review; evaluasi dan perbaikan kinOl]a. 

Man�emen kinerja sebag� suau sislem, harus tenntegrasi, menjadi prosas yang berkelanjutan, 
mulai dan masukan-proses-hasil-aan manfaaf. Prinsip pengukuran juga pe!lu diperhatikan, karena 

setiap Ofganisasi pasti berkeinginan mencapai tingkat kinerja tinggi 14. 

Disarnping itu, manajemen kinerja juga pasti berkelanjutan. Artinya sebag� suatu proses yang 

berlangsung secara terus menerus. bersifat evolusioner, dimMa kinerja secara bertahapperlu 
selalu diperbaiki sehingga menjadi semakin balk, semakin meningkaL Mmajemen kinerja akan 

menciplakan pemahamanbersama lenlang apa yang penu d1perbaki kinerjanya. dan bagaimana 

akan dicapai. Dengan dem1klan, manajemen kinerja mendorong manajemen diri kinerja individual, 
untuk selalu dikoreksi unb.Jk mencapai stc11dar kme�a yang ditetapkan 1s. 

Terket dengan prinsip dasar pengembangan, bahwa kinerja suau organisasi tff"Qantung pada 
kornpelens, SOM di delamnye, baik secara lugas indi�du maupun lim (kelornpok). SOM sebagai 
asset utama per1u dikembangkan kemampuan dan kompetensinya secara berkelanjuli:11, untuk 

meningkalkan kinerja. Dus, pengembanbgan mana;emen kinerja sangal berkailan eral dengan 

pengembangan SOM lersebul. Srtategi yang pertu dllakukan adalah p�ahhan, baik dilatih didalarn 

organisas1 maupun meng1rim ka Lembaga pelabhan di luar tempat ke�anya 

I� Op en 
1, Op C!l hal 16 
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D. Slslem Manajemen Klnerje 

T elah disampaikan d1alas bahawa manajemen kine1a bersilat hlisl1k dan meny�uruh. 

Pendekatan sislem dalam manajemen kinerja menjadi muUak dilakukan. Oleh karena itu 

mana1emen kine�a harus dipandang sebagai suatu sistem. Sistem adaalah serangkatan 
komponen yang bekeqa Bersama dengan saling ketergantungan untuk menyelesaikan sesuatu. 

Sistem memer1ukan masukan dan melalu1 serangkruan proses, mengubah alau menstransformas1 

masukan lersebut menjadi keluaran, dalam benluk produk, jasa, alau inlormasi. (Bacal; 

2012.24).16 Selanjulnya Armslrong (2009.59), memberikan pengertian system man�emen kinerja 

sebag� serangk�an akli�las dan proses yang salmg berhubungan yang dipertakukan secaa 
holistic sebagai komponen utama dan lerintegrasidari pendekatao organisasi dalam mengelola 

kinerja melalui orang dan mengembaogkan ketrampilan dan kapab1lltas human capitalnya, 

sehingga meningkatkan kapabilltas organisasionm dan pencapaian keunggulan kompetitif 
berkelanjutan 17• 

Sistem manajemen kinerja adalah sistem yang memastikan bahwa standar kinetja dan 

sasaran kinerja ditet�kan, bahwa kinerja secara regular diukur, dan bahwa tindakan dilakukan 

unluk mempert,aiki kinerja di masa yang akan dalang, (Schermerl>om, 2010;307)". Demikian pula 
para ahli lain, sebagaimana d1sampaikan Hery,(2019;9)19 yc11g juga berpMdmigan bahwa 

manajemen kinerja adalah su&tu sistem. la sebagai serangkaian komponeo yang bekerja Bersama 

dengan saling ketergantungan untuk meoyelesaikc.11 sesuatu. Sistem memerlukan masukan, dan 

melalui serangkaian proses, mengubah atau mentranformas1 masukan tersebut menjacli keluaran, 

dalam benluk produk, jasa alau inlormasi. 

E. Sasaran, Pengukuran dan Evaluasl Kinerja 
1. Sasaran Kinerja 

Sasaran kmerja merupakan suatu pemyataan sepesifik yang menjelaskan hasil yang 
harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingm dicapaitersebut diselesaikan. Sdatnya 
dapat dihitung atau lerukur, prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan 

naapen. Terkait dengan sasaran kinerja, di lingkungan PNS, t�ah dilerapkan sejak lahun 2012, 

16 Scbagaimana drkuup Wihov.o. Op Cu., hal. 21. 
l1 Tbid., hal. 2 r. 
•� Scbagaimana dikutip ulch \\'ihowo, Ibid, 
1, Hery, Op Cit., hal. 9-JO 
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dengan nama Sasaran Ke\a Pegawai (SKP), malahan penetapan SKP ini dilakukan seUap aw� 

tahun deogan telah dlakukan by sislem informasi kepegawaian. 

Menurut salah satu pakar mana1emen kinerja Wibowo (2017:56), sasaran kinerja 
mencakup unsur-unsur yaitu20: 

a. The perfonnen;, yailu orang yang menjalankan �nefja; 

b. The action atau performance, yaitu tentang Undakan atau kinerja yang dilakukan oleh 

performer; 

c. A time e/ement,menjunJukkan waktu kapan pekerjaan dllakukan; 

d. An evaluallon method, tenlang cara pen�ian bagaimana hasil pekefjaan dapat 

dicapai; dan 

e. The place, menunJukkan tempat d1mana pekenaan d1lakukan. 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja menjadi sangat penUng untuk diperjuangkan, karena akan menentukan 

pelaksanan kinerja dan me11tukan prestasi ke�a. Dalam msnentukan pengukuran kinerja, 

diperlukan kemampuan untuk mengukur sehingga dilentukan ukuran k.inerja. T entu saja 

pekefjaan yang nyala dan lerukur. H� 1ni penUng juga unluk memperbaiki kinefja yang akan 

dalang. Onenlasi pengukuran kinerja adaah ierhadap pelanggan dan lujuan tindakan 

pskerjaan. Cara yang dapat dilakukan untuk pengukuran kme�a adalah21 : 

a. Memastikan bahwa persyaratan yang d1mginkan pelanggan telah terpenuhi; 

b. Mengusahakan standal' kine�a untuk menciptakan perbaindingan: 

c. Mengusahakan jarak bagi orang unluk memonloring tmgkat kine\a; 

d. Menelapkan arti panting masalah kualilas dan menentukan apa yang pe<lu pnonlas 

perhalian; 

e. Menghindar konsekuensi dan rendahnya kualilas; 

f. Memperbmbangkao penggunaan sumber daya; 

g Mengeusahakan umpan batik unluk mendorong usaha perbaikan. 

Per1u d1sampaikan dismi. bahwa ukuran k1ne�a pada saat yang sama dapat pula merupakr11 

sasaran organisasi. Ukuran ini membenkan pengukuran yang jujur tentang progres dan 

iu \V1001-H1 Op.,.;i\ ,ha!. 
n lbid .. h.i.l.155-156. 
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prestasi individual dan lim. Ukuran kinerja akan memebrrikan dasar untuk umpan balik yang 
terbaik. 

Sebagamana taah dikemukakan seorang paka- bemama That (dikutip oteh Armstrong dan 

Baroo, 1998: 270)", bahwa untuk meningkatkan efektifitas O<Qanisasi maka ada t,ga hal 
pengembanbgan ukuran kinerja, ya1tu . 

a. Apa yang diukur semata-mata ditentukan oleh apa yang dipertimbangkan penting oleh 
pelanggan. 

b. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi priontas strategisdan rencana strategis. 
c, Mernberikan perbaikan kepada t1m dengan mengukur hasil dari prioritas stralegis, 

memberika kontribusi untuk perbakan lebih lanjul. 

3. Evaluasi Kinerja 

Ev�uasi kinerja sangat dibuluhkan dan penu dilakukan, agar terjadi periJaikan kinerja Selaah 

proses kerja selesai dilaksanakan akan memberikan has1I kerja atau prestasi kerja. Batasan 
penyelesaian pekerjaan ditentukan dengan batas waktu, misalnya pada akhir tahun. Evaluasi 
kinerja sangat penting untuk membenkan penilaan terhadap hasil kerja atau prestasi kerja 
lersebul. Penilaian pretasi kerja bisa dilakukan untuk indMdu (pegawai) atau tim, kelompok, unit 
organisasi. 

Berdasarkan evaluasi kmerja akan diperofeh umpan b�ik, terhadap sasaran alau lujuan 
kinerja, perencanaan, dan proses pelaksanaan Evaluasi ini dapat dilakukan terhadap proses 
penilaian, review, dan pengukuran klnerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dtlakukan langkah- 
langkah unlukm�akukan perbaikan kinerja di waklu yang akan datang. 

Beberapa pendekatan ev�uasi kinerja, diantaranya disampaikan oteh Wlbowo (2017: 226), 
dengan mengutip Robbins. (2003), Kreifner dan Kinicki (2001 ), sebagai berikut : 
1. Pendekalan sikap: 
2. Pendekatan Perilaku: 

3. Pendekatan Hasil; dan 

4. Pendekatan Kontigensi. 

Pendekalan s1kap irn memberikan penilaain terhadap s1fat dan karakteristik individu atau pegawai. 
Kelemahan pendekatan mi dapat bermakna ganda terhadap kinerja aktual. Sedangkan 

11 Ibid . hal 157 
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pendekatan penlaku, ingin menunJukan bagaimana individu berpenlaku, namun bukan tetang 

kepribadiannya. Halini dihubungan dengan perilaku kerja, untuk mencapai prestasi. Kemudian 

mengenai pendekatan hasil, memfokuskan pada proses, pada produk yang dihasdkan oleh usaha 

seseorang pegaw� Apa yang dilakukan dan apa yang t�ah dihasilkan. T erakhir mengenai 

pendekalan konligensi, maka diusulkan pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi 

yang berkembang. Hal ini untuk melengkapi kekurangan pendekatan-pendekatan pengukuran 

sebelumnhya Da1 dalam padndangan pakar, pendekalNI perilaku kerja, menjadi banyak diminali 

Can digunakan. 

F. Pengembagan Kinerja 

Pada ujungnya kareoa merupakan keg1atan yang terus meoenus alaupun berkelanjutan dan 

menyeluruh, maka dalam manajemen kinerja upaya pengembangan kinerja menjadi kebuluhan 

yang wajib dilaksanakan. Manajemen kinerja selalu berubah sesuai dengan perkembangan 

lingkungan. Menurut Armstrong (1009;163)23, manaemen kinerja peilu dikembangkan dan 

diUngkalkan untukmencapar keunggulan. Ada beberap langkah untuk mengembangkan 

man�emen kine\a adalah : 
1. Decide on business case, menentukan masalah bisnis.Manajemen puncak, pimpinan dapat 

segera meneogtukan core bisnis utama yang menjadi tugas dan fungsi, visi dan misi 

ocgamsasi. 

2. Determine Objectives, menentukan sasaran. Harus dirancanag unluk memenuhi kebutuhan 

bisnis, organisasi dan individu. Ditentukan sasaran-saran kinerja secara obyekbve yang betul- 

betul ml menjadi m1s1 dan tujuan. 

3. Gam /me manager commitment, mendapatkan komitmen dari para manajer lini. Mereka 

sangat dibutuhkan komitmennya untuk memajukan ocganisas1. Para DepuU, kepala biro dan 

para kepala bagian atau uni! kerJa, angat diharapkan komkitmennhya untuk memajukan kine�a 

orgamsas1. 
4. Draw up glllding pnnciples, menyusun pedoman dasar. Pedoman dasar harus d1sadari 

sebagai pedoman yang wajar dan antara pimpinan dan staf semua lerlibat sebagai pedoman 

kerja secara kemitraan. 

5. Define processes, mendefinisikan proses. T ahapan-tahapan yang harus dicapai dalam suatu 

proses kerja harus didefimkan secara jelas dan d1pahami semuanya. Semua proses kerja itu 

1' Ilud . hal. 34-)5 



harus dilalui dengan konsisten. 

6. Pilot test, menguji panduan. T es-tes secara berkala diperlukan sehingga diketahui perubahan 

apa yang penu dilakukan. 

7 Communicate, komunikasi. Komunikasi yang baik dan saling memahami sangat penting. 
8. Plan Training, merencanakan pelatihan. lni pen ting dengan memberikan pelatihan terbaik batJi 

SDM pegawai atau karyawan, agar kapas1tas dan kemampuannya meningkat semakin baik. 
9 Implement, mengimplemenlasikan. Dengan melaksanakan apa yang direncanakan. Program 

implementasi tennasuk dengan komunlkasi dan pelatihan serta ketetapan tenta,g bimbingan. 
10. Evaluate, evaluasi. Evaluasi penting dilakukan setip tahunnya, unbJk mengetahui kekurangan 

dan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk periode selan1u1nya. 

BAB Ill TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS 

A. Tlnjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis ini saigat diperlukan untuk mengkaji berbaga1 peraturan yang menjadi dasar dan 

rujukan bagi manajemen kinerja. Oikarenakan keberadaan manajemen kinerja instansi pemerintah lerkait 
langsung dengan sumber daya msnusa (SOM) aparatur sipil negara, maka kita harus mengkaji Undang- 

Undi'llg Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara tinjauan yuridis. bahwa 

man�emen kinerja di lingkungan instansi pemerintah selama ini terus berk.embang dan dilakukan 
perbaikan. Hadimya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sangat jetas semangatnya untuk mewujudkan 
aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab 1, 
sangat jetas bahwa ASN yang drdalamnya adalah Pegawai Negeri Srpil sejak UU ASN diundangkan 

memenukan peraturan petaksi'llaan barupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk metaksanakan semangat 

baru ASN di negara kita. Negara Kesatuan Repu�,k Indonesia, (NKRI). oteh karena itu tugas pamungkas 

yang keliga untuk ASN adalah sebagai pemersatu bangsa dalam negara kesatuan republik Indonesia. 

Selanjutnya sebagai tindak lanjut UU Nomor 5 T ahun 2014 tentang ASN. pada tahun 2017 tetah 
d!ertiitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Man�emen Pegaw� Negeri Sipil 

(Manajemen PNS). Lahirnya PP lenlang Manajemen PNS ini menjadi tonggak baru suatu manajemen PNS 
di Indonesia. Maksud manajemen PNS ad�ah agar pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang 

profesional, memiliki nilai dasar, ebka profes1, bebas dari inlervensi poli�k. bersih dari praktik korupsi, kolusi 

18 



dan nepotisme. Semangat protesonelisme PNS sangat d1butuhkan untuk mewu1udkan tujuan organisasi 

atau instansi dimana PNS bertugas. 

Untuk mewujudkan PNS ya.ig prolesional tersebut, maka salah satu ruang lmgkupnya adaJah 

"penilaian klnarja", sebagaimana lennaktub dalam Pas� 1 PP Noma 11 Tahun 2017. Selanjulnya 

pengatura11 penilaian kinerja PNS tersebu� lebih diperjelas dengan diatur dalam Bab VI Penilaian Kinerja 

dan Disiplin, yaitu dalam Pas� 218, 229 dan 130. Sebagaimana dikernukakan Pasal 228, bahwa penilaian 

kinerja PNS bertujuan untuk menJamm obyektmtas pembinaan PNS yang d1dasarkan sistem prestasi dan 

sistem karier Dan penilaian kmerja PNS di1akukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu 

dan tingkal unit alau organisasi, dengan memperhalikan target, capaian, hasil, dan manfaal yang dicapai, 

sorta perilaku PNS. Mengenai pemlaian kinerja iru, Pasal 230 memennlahkan untuk diUnda�anjuti dengan 

peraturan peJaksanaan berupa PP tentang penilaian kinerja PNS dan Disiplin PN$2�. 

Sejalan dengan perintah Pasal 230 PP Nomor 11 Tahun 1017 lersebul, Pemennlah RI, lelah 

menetapkan PP Nomor 30 T ahun 2019 ten tang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sip ii. PP Nomor 30 
Tahun 2019 ini sangat penting untuk diimplementas1kan oleh setiap PNS di semua instansi pusat dan 

daerah. Hal i1u juga untuk melaksanakan Pasal 78 UU Noma 5 Tahun 2014 lenlang ASN, bahwa 

Pemennlah penu menelapkan PP lenlang Penilaian Kinllja PNS. Melalui PP ini penil�an kinerja PNS 

dibangun dengan beradasarkan pendekalan Sistern Manajemen Kinerja PNS, sebagaimana d,atur dalam 

Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 1999. 

Sislern Manajernen Kmerja PNS sebagaimana dimaksudkan dalam PP 30 dialas terdiri alas 5 

(lima) sub sislem. yailu : 

a. Perencanaan kinerja; 

b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; 

c. Pentlaian kinerja, 

d. Tindak lanjul, dan 

e. Sistem infoonasi kinerja PNS. 

Untuk membangun setem manajemen kinerja setiap instansi pemerintah dipersilahkan mengatumya 

dengan keputusan Menterilpimpinan instansinya masing-masing, termasuk melakukan evaluasi kinena dan 

2� Pasal 230 Pcrutur.m Pcmcuutah Nomor 11 Tahun 2017 rcetang Manajcmcn P.:)!dWal Ncgcri Srprl 



hasilnya (Pasal 6 ayal (3). Hal ini l�ah lerbukli dilaksooakan secalar konsislen pula dengan adanya 

laporan kinerja instansi pemerintah yang kita kenal dengan LAKIP atau LAK, yang setiap tahun disusun 

dan dilaporkan oleh setiap instansi pemerintah, bai� di Pusat yaitu Kementerian atau Lembaga (KIL) 
maupun di instansi pemermtah daerah (Pemerintah Provmsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten atau 
Kola (Pemkab.f>emkot). 

S�anjulnya mengenai penilaian kinerja dalam man�emen PNS, yang memperhatikan adanya 

penilaian kinerja, baik pada lmgkat ind1v1dual maupun tingkat unit kerja atau organisasi, hal ini men1adi 
sangat penting dan sejalan dengan pendekatan manajemen kinerja atau performamce management 
approach. Hal ilu juga SeJalan bahwa Indonesia dewasa ini berada di era kompetisi global atau 
persaingan antar bangsa-bangsa deogan era pasar bebas sehingga untuk mew,Jjudkan tujuan nasional, 
kejayaan dan kemajuan Indonesia sangat dipenukan ASN yang p1olesional, kompelilif dan berkelas duma. 

ASN yang demikian yang sangal diharapkan Indonesia ke depan. Kuncinya adalah pada pengel�aan alau 

man�emen berbasis kinerja PNSIASN. 

Terkait hal tersebut datas, Sekretanat Jenderal DPR RI sebagai salah satu instansi pemerintah di 
lingkungan Lembaga PernOlinlah Non Kemenlerian (LPNK), l�ah pula menindaklanjuti dengan 

menelapkan Peraluran Sekretaris Jenderal OPR RI (Persek1en DPR Rij Nomor 19 Tahun 2018 lenlang 

Penilaian Kinerja Uml Kerja d1 L�gkungan Sekrelarial Jenderal dan Sadan Keahhan DPR RI. Persekjen 

OPR RI ini bermaksud untuk mengatur penilaian kineqa unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI dengan 

menggunakan kreteria tertentu untuk akselerasi capaian target kinerja Sedangkc11 tujuannnya adalah 
untuk membangun budaya kinerja, dengan mewu1udkan kineqa aparatur, tata Kelola keuangan, 
akuntabilitas, dan system pengawasan yang optimal bag• unit kerja d1 lmgkungan Seljen DPR RI 

Pelaksanaan Persekjen Nomor 19 tahun 2018 tersebut. sebagaimana kita ketahui secara nyata 

bagi unit ke1a organisasi diluangkan berupa Perjanjian Kinerja (PK) yang dilakukan setiap lahunnya, baik 

unluk Bagian alau Bidang, Biro alau Pusal hingga Oepub yang ditanda langam pada awal lahun dan 

dilapoll<an kinerjanya pada aw� lahun berikulnya berupa Laporan Kmerja (LK) atau Laporan Akunlabililas 

Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) setiap lahunnya. Sedangkan untuk kinerja individual kinerja PNS, 
melaJui Perjanjian Kinerja (PK) T ahunan dengan atasannya masing-masmg pada awal tahun dan Formulir 
Sasaran Kerja (FSK) PNS masing-masing juga pacla awal tahun, untuk kemudian dipertanggungJawakan 
pada awal tahun berikutnya. Untuk di lingkungan Seljen DPR RI ini, penilaian kinerja pegawai melalui 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja (PK) mi l�ah dilaksanakan sejak lahun 2014. 
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Namun dem1luan pengembangan manajemen kinerja d1 lingkungan Setjen OPR RI, b�k unluk lunerja 

individual PNS maupun unit organisasi masih perlu dilakukan dengan perbaikan ataupun upaya 
penyempuman dan inovasi sebagaimana dialur dengan PP Nomor 30 T ahun 2019. Dengoo kata lain, 
keberadaan Persekjen Nomor 19 Tahun 2018 ters•but peflu ditinjau ulang dan disempumakan dengan 

lahirnya PP Nomor 30 Tahun 2019 lentang Penilaian Kinerja PNS. Dis""1pmg itu Persek1en Nomor 19 

Tahun 2018, sudah tidak sesua lag,, dengan perubahan organisasi dan tala ke1a di lingkungan Sekrelanal 

Jenderal OPR RI. Hal itu lebih lagi dengan Lah1rnya Peraturan Pres1den RI (Perpres) Nomor 26 Tahun 

2020 ten tang Sekreta11at Jenderal DPR RI. Pres pres 26 T ahun 2020 juga pedu segera ditindak lanjuti 
dengan penataan organisasi Setjeo OPR RI kedalam, sehingga banyak pekerjaan rumah dan impllikasi 

baru yang mesti dilakukan. 

A. Tinjauan So1iologi1 
Secara sosiolog1s, manajemen kinerja bagi PNS dengan mstansi pemerintah di Pusat dan Oaerah, 

sangatlah dinanti-nantikan atau d1harapkan sehingga kinerja PNS menjadi semakin baik, akuntabel dan 

bertanggungaweb alas �nerja yang d1jalankan. PNS sebagai sumber daya manuS1a (SOM) ASN yang 
dibuluhkan untuk bekerjasana dalam suatu unit kerja atau organisasi untuk meocapai tujuan. Begitu pula 
di lngkungan Setjen OPR RI ini, sebegaj salah satu instansi atau lernbaga pemenntah non kementerian 

(LPNK) yang berada di pemenntah pusat. Manajemen kine1a sebagai konsekuensi yang terk�t peraturan- 

peraturan yang telah kila kaji atau bnjau diatas. ternyata di lapangan dapat praktek sehari-harinya dan di 

Lembaga Setjen DPR RI memeMan perbaikan-pert>aikan, penyempumaan-penyempurnaan dengan 

kebijakan baru tentang manajemen kinerja. 

Kondisi organisasi Seqen DPR RI memang dalam ranah organisas, birokrasi modem, 

sebag�mana PNS-ASN pada umumnya di berbagai Kementenan atapun Lembaga (KIL), sorta Pemerintah 
Daeeh namun pada kenyataan sosialnya sangat kental d1 lingkungan lembaga politik DPR RI. Kondisi ini 
mau tidak mau ikut berpengaruh dalam dinamika dan kerjasama dianlara pegaw� Seqen OPR RI. yang 

beraentuhan dengan p�1tiS1 dan para asisten serta tenaga ahlinya. Oalam karier PNS-ASN iotas peraturan 
yang d1pegang adalah UU No.5 Tahun 2014 lentang ASN, sehingga kondisi yang digambarkan dialas 

d1pengaruhi kegiatan polilik, klrMya dapat dicegah tidak terjerumus jauh, karena PNS d1tunnM ke depan 

supaya profesional dan netral dengan kekuatan p�1tik apapun. Profesionalisme dalam kinerja PNS (ASN) 

ini pe�u dipertahankan dan dipebhara eksistensinya. 
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Dengan kala lain, apabila ingrn melaksanakan kelenluan dan menegakkan peraluran PNS yang 

clsepakati, maka kredibiklas dan inlegnlas PNS-ASN harus berjalan sesua dengan lujuannya. sebagai 

pelayan masyilakat sebagai pelaksana k,t,;jakan dan sebagai pe,ekat dan pemersatu bangsa. Apabia 

ha/ ini dotaali, maka keijasana dan interaksi dalan organisasi Seqen DPR RI ak'"1 teqaga deogan baik, 

sebagai suatu korps PNS-ASN. Apalagi mat dan sernangal yang letah clcanangkan untuk metaksanakan 

secara sungguh-sungguh reforrnasi birokrasi, sebagaimana telah dinyatakan dalam delapan area 
perubahan RB. 

Peranan P�abal Pembina Kepegawaian dalam ranah kebijakan (pc,icy) manajemen ASN untuk 

mernbalgun dan mengernbillgkan MANAJEMEN KINER.IA sangal pentog dan SillQal menentukan. 

Pengembalgal ma,ajemen looerja se5Ull<J9uhnya sagat relevan deog'"1 upaya ke!as program reformasi 

�roilrasi, yan juga sedang d��akkan di lingkungan Seljen DPR RI Demikian pula untuk Jabatan 

Adminilrasi dalam ASN atau PNS, sebagaimana Pasal 14. yang dilenJulkan Pasal 16, setiap jabatan 

sebagmana dimaksud dalam Pasal 14 diletapkan sesuei dengan kompetensi yang dibutuhkan. D�am 

rillgka peogembangan karier ASN. terkait keberadaan jabalan ASN tentu �sesuaikan dengan ketentuan 

Pasai 69 bal\Wa pengembMgan karier PNS diakukan berdasa-kan lwatifil<asi, kompeten�. penilian 
ijnerj1. dan kebutuhan lnstansi Pemerintah�. 

Berdasarkan uraian tinjaua1 sosiolog1s inl, kita iogin mengatakM bahwa untuk membangun dan 
mengembangkan manajemen kinerja di lingkungan Set1en DPR RI, maka sebagai konsekuensi dari praktek 

cl lapangan dan kebutuhan sehari hen yang dikaitkan dengan harapan dan tujuan kegiatan untuk 

mempertai� �nerja atau efektifitas kerja maka tidal< ada pihan kebi)akan lain kecuati penerapkan atau 

meogimplementasil<an 'ma,ajemen looeqa' di ingkungan Setjen Ol'R RI, secara ber\ahap dan 

menyeturull (tenpado). Dan h� itu cldukung dengan kemanpuan sistem informasl kepegawaian. PPKP 

yang ada di Port� Setjen DPR RI. Kegiatan membangun dan pengembangan man�emen kinerja di 
lingkungan OPR RI ini, sangat sinkron dengan program refomiasi birokrasi (Program RB), yang sedang 
djalankan. Justru <h�i akan lerjadi percepatan ""�ementas, program dan kegialan RB dalam prakteknya. 

Prnpinan dan seturuh jaj1Jan Setjen DPR RI harus s,j�an dan salu pe,nahan,an untuk mensukseskan 

man�emen kinerja 

"" P---11111 �1J "yi,Jr cl] L, (.; A�N \.iJJ,: Jl 1\ �Ml n I ilrp.-tl �Iii•• l;,,rr,,'lli;'C�'f].i lr.:Jllllll, �itfflf1"J..:JIII lnP rr.llJ�r-tlll ,11,111, 
lu,�l.'ru.t 1o...,lo1t lu,lt1.11o1I 
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BAB IV MATERI DAN SISTEMATIKA MUATAN YANG DIATUR 

A. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Ruang lingkup materi muatan yang diatur terkait ruang lingkup sislern manajemen kinerja di 
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat metiputi . 

1. Perencanaan Kinerja 
2. Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kme�a 
3. Penil�an kinerja 

4. Tindak lanjut kinerja 
5. Evaluasi kinerja 
6. Pengembangan kinerja 
7 Sistem informasi kinerja 

Beberapa pokok yang mendasar untuk diakomodir dalam ruang hngkup yang disebutkan 
diatas, berupa topik-topiknya dapat diperjetas dengan uraian-oraian yang telah �ta sampaikan dalam 
Unjauan teoribk. Dan tentu juga penu mernperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 

berbagai peraturan yang reevan dan lark�! dengan manajernen kinerja. Seperti kegiatan 
perencanaan kineria, mi men1adi konsekuensi dan ruang lingkup yang pasli dilakukan setiap 
lahunnya. Dem1kian pula dengan pelaksanaan kinerja, pemantauan dan pembinaan kinerja, karena 
hal ini sebagai konsekuens1 yang wajib dilakukan oleh setiap organisas1. Seloojutnya, penilaian kinerja 
juga sangat penbng dan mendasar untuk diatur ketentuan dan pedomannnya bagi menilai suatu hasil 
pekerjaan yang lakukan oleh SOM pegawai. Juga te,kail Undak len1ut, evaluasi alas kinerja, 
pengembangan kinerja, serta system infonnas1 kinerja yang selama ini telah diterapkan dan terus 
dikembangkan. 

Ruang lingkup muatan terka1t keb1Jakan pengaturan mana,ernen kinerja, yang seharusnya 
dibangun dan dikembangan di lingkungan Setjen DPR RI sangat penting memperhatikan banyak 
aspek dan keterkaitari dengan peraturan yang benaku dan berada datasnya, seperti Peraturan 

Pemerinlah (PP). seperti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP Nomor 30 Tahun 
2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan sebagainya. Selam memperhatikan muatai dan substansi 
pengaturan d1atasnya, supaya bdak bertentangan dan sejaran untuk melaksanakan 
(meng1mplementasikan) peraturan-peraturan atau kebijakan- kebijakan dimaksud, maka 



pembangunan manaJemen kinerja, juga perlu memperhatikan masukan dari perkembangan ilmu 
peogetahuan dan tekn�ogi jptek) termasuk tekn�ogi k001unikasi dan mfoonatika. Seperti 

pengembangan informasi pegawai baik untuk sistem absensi, sislem laporan pekerjaan, sistem 
penilaian kinerja Hal yang tidak ka,ah penting dan menarik de.vasa mi telah muncul fenomena baru, 
sepertJ bekerja di rumah atau WFH (worl< from home) dan bekerja di kantor atau WFO (worl< from 

office), juga keberadaan periode waktu kerja, seperti Shift Pekerjaan I Pukul 07.30 - 15.00 WIB dan 

Shift Pekerjaan II Pukut 10.00-17.30 'MB. 

Disamping itu, dalam praktek kerja PNS juga terjacli perkembangan baru pekerjaan yang 

fleksibte (lleksible worl<ing) dan waktu kerja yang fleksib� (lleksible time of worl<), yang disesu�kan 

dengan kodisi dan situasi serta sifat pekerjaan yang dihacl� alau dijalankan �eh PNS. Sebagai 

contoh, pekerjaan adminis�asi dan p�ayanan public yang berhadapan langsung dengan masyarakat 

atau pelanggan, tentu berbeda dengan pekerjaan fungs1onal seperti seorang peneliti dan analis yang 
bergelut dengan data dan inlormasi. Hal mi semua pertu dip1kirkan bersama oleh pemangku 
kepentingan (stakeholders) dan diakomodasi dalam sistem kerja baru dan manajemen kinerja yang 

baru. Kementenan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), 

dewasa ini telah mengkaji dan mulai menerapkan ketentuan bekerja yang Heksible (flexible worl<ing), 
bagi ASN-PNS di lndooesia, khususnya beberapa instansi pemerintah d,pusat. terl<a,t teriadinya 
wabah COVID-19, yang telah menuntut Pt-lS bekerja di luar kanlor dan di rumah. lmplekasi ini terjadi 
padajam bekerja dan kehadiran dalam bekerJa, serta berbagai im�ikasi lainnya. 

B. Sistematika Muatan 
Adapun kerangka ataopun sistemabka muatan yang diatur dalam bab-bab penyusunan 

rancangan peraturan Sekjen DPR RI tentang sistem manajemen kinerja di lingkungan Sekretcliat 
Jeoderal DPR RI sekurang-«urangnya adalah sebagai berikul : 

1. Pembukaan 

Dalam pengattJran suatu kebijakan, termasuk dalam hal ini Peraturan SekJen DPR RI, selalu 

dicantumlah judul suatu perahlran, dalam hal ini seperb : Peraturan Sekretaris Jeoderal DPR RI 
Nomor .... Tahun ... Tentang S1stem Manajemen Kinerja di Lingkungan Sekrelaariat Jenceral 
DPR RI. �anjutnya, dicantumkan konsideran "Menimbang· ; "Mengingal' dan Menetapkan 

"Memutuskan". Dalam konside1an menimbang, pertu diberikan argumentasi atau alas an yang 
sangat kuat mengapa diperlukan suatu peraturan atau kebijakan dimaksud Ha mi juga terkail 
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pertimbangan peraluran dialasnya yang menjadi dasar dan sumber pelaksanaannya Sehingga 

kebijakan ini benar-benar sangal beralasan dan mempunyai payung hokum yang tidak dapal 

ler�akkan. 

2. Ketentuan Umum 

Sebagaimana lazimnya suatu peraturan perundang-undangan, ketentuan umum diperlukan untuk 
memuat pengertian-pengertian dan balasan-batasan dari istilah yang digunakan dalam peraturan. 

Kejelasan pengertian dan batasan akan mewu1udkan kepastian pengaturan ataupun suatu 

kebijakan. Oleh karena itu pemberikan pengertian dan Batasan dipe�ukan akan mempeqelas dan 

tidak memmbulkan salah tafsir atau talsir ganda alas suatuperaturan atau keb11akan yang 

d1terbilkan. 

l Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dialur dalam peraturan Sekjen DPR RI, le<kail apa saja pokok-pokok yang 

akan diatur. D1identifikasi dengan pengelompokkan, yang dapat menunjukkan pengelolaan atau 

manajemen kinerja, seperti : perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan 

kineIJa; penilaian kmerja, tindak lanjut kmerja dan sistem informasi kinerja lnstansi pemerintah 

disini pertu melakukan evaluasi dan hasd penilaian evaluasinya kinerjanya yMg dilakukan secaa 

mandiri, maupun yang d1lakukan oleh instansi pemeontah yang berwenang, yaitu Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI). 

Dalam ruang lingkup lni pertu diperhatikan pula mengenai keg1atan bndak lanjut kinerja 

lperfollOance fo!/ow-,,p) dan pengembagan man�emen kineqa, mengingal kegiatan manajemen 

kine�a itu berkesinambungan dan terus menerus berkernbang. 

,. Perencanaan Kinerja 

Pend�an kinerja baik individu� PNS maupun organisasi (unit ker1a) perlu dilakukan berdasarkan 

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan lingkal unil kerja (organisasi), dengan 

memperhatikan : target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 

5.. Prlnsip-Prlnsip Penilaian 

Penilaian kinerja berdasarkan pnnsip-prinsip y�tu : (a) Obyektil: (bl terstruklur. (c) akuntabel: (d) 

partisipatil; dan (e) �ansparan. K�ima priasip-prinsip tersebul memelukan penjelasan yang tidak 

menimbulkan salah interpretasi dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Selain kel1ma prinsip 

penilaian, apakah dirasa adanya prinsip baru yang secara teontik pertu diakomodir sebagai 

melengkapi prinsip yang telah ada Sebagai conloh antara lam, adanya pnnsip tanggungjawab, 

as 
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pnnsip komunikasi dua arah, holistis, tenntegrasi, pengembangan dan lain sebagainya yang telah 
d1Sampaikan dalam bab tinjauan akademis teoritik. 

B. Sasa11n dan Perjanjian Kerja 

Pengaturan mengenai sasaran kena dan perjanjian kerja selama ini rrelah dilaksanakan dan 
menjadi penting untuk pengukuran dan penilaian kiner:ia bagi PNS di lingkungan instans, 
pemeringtah, termasuk di lingkungan Setjen DPR RI Pengaturan sasaran dan pe�anjian ke�a ini 
sudah diberlakukan dan diimplementasikan sejak Tahun 2012, dan terus disempumakan terka1t 
perkembangan kebijakan baik ditingkat mtema maupun dikarenakan adanya keb1Jakan ekstemal 
dari pemerintah, terutama dari Kemenpan RB RI dan Sadan Kepegawaian Negara (BKN). Kondisi 
im juga terkait dengan untuk memberikan mo!lvasi, pembinaan dan pengembangan karier SOM 
PNS di lingkungan SelJen DPR RI. 

7. Penilalan Prestasi Kerja 
Penilaian Prestasi kerja ini juga telah mengalami perkembangan di lingkungan PNS, yang dahulu 

pada rezm pengaturan kepegawa1an lama disebut sebagai penilaian DP3. Oewasa ini penilaian 
lersebul diawal tahun setelah dilakukan Perjanjian Kinerja, telah dilengkapi dengan Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP), sebaga bagian yang terintegrasi dalam PPKP di Portal Kepegawaian 
Seljen DPR RI. Setiap pegawai (PNS), dipastikan telah memiliij dan lercantum dalam portal seljen 
DPR RI, yang mana pada awal tahun berikulnya dilakukan penilaan prestasi kerja dengan SKP 
tersebul 

!. Evaluasi kinerja 
Evaluasi kinerja SOM PNS 1uga menjad1 hal yang penling d1perhatikan apa seliap tahunnya. 
Kegiatan evaluas1 kinerja, didapat dan informasi penilaan prestasi kerja sebagaimana 
disamp!ikan diatas. Sistem PPKP dan SKP menjadi rujukan atau sebdaknya sebagal infonnasi 

awal yang dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja. Disamping itu mengenai evaluasi 
kinerja ini juga perlu dl!erapkan untuk unit kerja organisasi, baik di tingkat bagian, bidang, biro, 
pusal, inspektur hingga deputi, ittama dan sekretariat jenderal DPR RI. Laporan kine�a yang telah 
dsusin dan disamoaikan pada setiap tahunnya, menjadi penting untuk sebagai dokumen evaluasi 
atas prestasi yang dicapai dan capaian kinerja berdasar pO!)anjien kerja (PK) yang telah dilakukan 
pada awal tahunnya. 



9. Pengemblngan Kinerja 

T ahapan pengembangan kineia ini sebagai salah satu mualan dalam kebijakan system 

manajemen kineia. palul diperhatikan dan slralegis. Pengembangan kinerja lelah menjadi 

kebutuhan yang wajib dilakukan oleh setiap organ1sas1, termasuk instansi pemerintah, sekaligus 
menjadi persyaratan untuk menuju kemajuan dan reformasi b1rokras1 yang telah digalakkan. Hal it 
lanpa kecuali yang l01Jadi di lingkungan Seljen DPR RI. 

10. Ketentuan Perallhan atau Ketentuan Lain-Lain 

Kelentuan peralihan ini apabila diperlukan, sangat per1u diatur misalnya adanya peraturan 
sebelumnya yang mengalur hat yang sama sehingga lahir pe<aluran ini. Sebag� conloh ler'<�I 

dengan manajemen kin01Ja. lelah hadir atau beflaku Persekjen Nomor 19 Tahun 2018 lenlang 

Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan SEljen dan Badan Keahlian DPR RI. Sedangkan 

ketentuan 1ain�ain, untuk membuka pmtu lamnya yang masih memungkinkan atas seluruh 
pengaturan didepan. 

11. Ketentu1n Penutup. 
Ketentuan penutup dalam suatu peraturan sarigal d1perlukan untuk memberikan kelooluan akhir, 
tennasuk tindak lcW1jutnya Ketentuan penutup ini sekaligus menjadi pamungkas alas tindak lcM1jul 
diberlakukannya peraturan atau kebijakan yang diterbitkan ini. 

BAB V PENUTUP 

A. KESIMPUL.AN 
Berdasarkan uraian dialas yang dimulai dan latar belakang, permasalahan, tinjauan yuridis dan 
tinjauan sosiologis, pembahasan hmgga maten muatannya, maka disimpulkan sebagai berikut . 

l. Man�emen kinerja � lingkungan inslansi pemerinlah lerus mengalami pe<kembangan dan 

kemajua, sejalan dengan pendekatan terori dan praktek kmerja, baik secara individual 
maupun organisasi (unit kerja). Perkembangan ini tidak terkecuali di lingkungan lnstansi 
Pemerinlah, lermasuk Sekrelanal Jenderal DPR RI. Perkembangan lersebul 1uga lelah 
d1masukkan dalam regulasi ASN - PNS, yakni belakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 lenlan9 
ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 Tenlang Man�emen PNS, PP Nomor 30 Tahun 2019 

lenlang PenWaian Kinerja PNS. 

2. Pada hngkungan mslansi pemennlah. lermasuk Setjen DPR RI sebag� salah salu Lembaga 

Pemennlah Non Kemenlerian (LPNK), kegialan man�emen kinerja juga l�ah berjalan alatJ 
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diimplernentas,kan sejak tahun 2014, dengan pemberlakukan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), 
termasuk adanya Perjanjian Kinerja (PK) yang dibelakukan untuk individual pegawai maupun 

PK Unit kerjallJnit organisasi yang pada akhimya untuk menilai capaian kinerjaanya. Sislem 

peoilaian kineqa, yang menjadi bagian dali Sistem Manajernen Kinerja (SMK) bagi untuk 

Pegawai (perOfangan) dan Organisasi, ini nampaknya masih belum terintegrasi dan 

menyeluruh (holisbs). Disamping itu terus terjadi perkernbangan (inovasi) pengukuran dalam 
pendekatan manajemen kinerja. Termasuk perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, 
termasuk dalam hal 111i teknologi informatika yang berbasis internet (online). 

'J. Disamping itu, pentingnya penataan sistem manajemen kinerja di lingkungan Setjen DPR RI 
sebagai konsekuensi dan sangat relevan dengc11 kegiatan reformasi birokrasi Setjen OPR RI 
yang sedang d!ingkalkan (dig�akkan) implementasinya, di seluruh jajaran Seljen DPR RI. 

Dalam kaitan ini, juga sangat berkaitan dengan terjadmya perubahan struktur baru di 
lingkungan Seijen DPR RI, dengan pentingnya penelapan core bisms dan tujuan yang 
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsmya masing-masmg dan bngkat unit kerja hingga 
tingkat Seijen DPR RI. Penerapan sistem manajernen kinerja di lingkungan Seljen DPR RI 
menjadi kebutuh111 yang w�ib drlakukan oleh Semua stakeholders (pemangku kepentingan) 
yakni Pimpinan dan seluruh jajaran yang terkait 

Peraturan Sekjen Nomor 19 Tahun 2018 tenlang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lmgkungan 
Setjen dan Sadan Keahlian DPR RI. sudah tidak relevan lagi karena terjadi perubahan 
organisasi dan tata kerja di lingkungan Setjen DPR RI, dengan lahimya Perpres Nomor 26 
T ahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan jug a perlu disesuaikan dengan PP 
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. 

5. REKOMENDASI 

Rekomendasi yang disampaikan dari naskah kebijakan mengenai Sistem Manajemen Kinerja di 
Lingkungan Setjen DPR RI adalah sebagai berikut: 
1. Peu dibenluk Rancangan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR Rt (Raperae�en DPR RI) yang 

mengatur tentang sistem manajernen kinerja di lingkungan Sekrelariat Jenderal DPR RI. 
Persekjen lersebut dirancang sebagai kebijakan baru untuk pengelolaan atau penataan 
manajemen kinerja instansi pemerinlah yang berkembang. Disamping itu, Rapersekjen DPR RI 
lersebut sebagai pelaksanaan LIU Nomor 5 Tahun 2014 tenlang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 
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2016 tentang Man�emen ASN serta PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. 

2.. Proses pembentukan Rapersekjen perlu melibatkan pemangku kepetingan, terutama urn! kena 

terl<ai( yaitu : Bagian Kepegawaian, Bagian Ortala dan Bag'"' Hukum Sekretariat Janderal DPR 
RI dalem menyiepkan Draft Pembentukan RapersekJen tersebul Sel�n itu, Raperkjen tersebut 

supaya mengakomodir perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pendekatan ilmu 
pengetahuan dan tekn�ogi,termasuk teknologi informasi (internet dan ooline). serta cara-cara 

kerja baru dalam kepegawa,an (PNS). 

l Pendekatan pengukuran dan evaluasi kme1a juga lelah mengalami perkembangan dan bersnat 

menyeluruh, sehingga pendekalan yang holisLik dan sistemik sangat relevan untuk dipE19unakan. 
Oleh karena 1tu nomenklatur penamaan dalam rapersekjen yang akan dibentuk tersebut. 
disarookan atau direkomendasi untuk mengakomodir pengertian "Sistem Manajemen Kmerja". 

4._ Apa�la Rapersekjen DPR RI dimaksud telah terbentuk dan disahkan menjadi k�jakan baru, 
Persekjen DPR RI maka perlu d1perhat1kan proses 1mplementasinya secara sungguh sungguh 
dari konsisten. Proses sos1alisasi dan pelaksariaan Perselqen terseout sebaiknya dilakukan 
secara terbuka unb.Jk semua jajaran di lingkungan Seqen DPR RI, dengan komunikasi yang 
terencara dan parlisipas1 yang baik dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 
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JUDUL: 

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

Disusun oleh : 

Efendi, S.Sos .. M.AP. 
Anafis Kebija,an Ahli Pertama, Sekretanat Jenderai DPR RI 

ABSTRAK: 

Amanat konstitusi menekankan suafu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 

penyefenggaraan palayanan publik yang prima bagi kebutuhan dasaI w8fga negaia. Ps/ayanan pubnk 

akan sangat ferl<ail dengan pari/aku ps/ayan publik yakni Aparalur Pemsnnlah. Unluk ""· lahirlah UU No. 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko/usi dan 
Neponsme (KKN), den UU No. 31 Tahun 1999 lsnlang Pemberanlasan nndak Pidana Korupsi 

Pslayanan yang lidek alau kureng b&k akan bsrdampak pada keudakpuasan publik yang sehmgga 

akhimya msndapalkan kritik dari masyarakal. Knlik masyarakal kspada Psmsrinlah sebagai 

psnyefenggara palayanan pubhk dalam bentuk keluhan atau aduan harus dimaknai sebagai benluk 
par1isipasi. Yang panting, seliap aspirasi tersebut diberi akses yang cukup, dan untuk itulah seliap 

instansj Pemerinlah memerlukan /embaga atau badan khusus yang mampu manjadi tempat untuk 
menerima bsrbagai pengaduan dan masyarakat mi. Sekretariat Jenderal DPR RI (Seqen DPR RI) 

sebagai lembaga pelayanan publik ta/ah memiliki unit keda pengaduan masyarakat, balk pengaduan 

langsung yang dilangani o/eh Biro P10tokol maupun pengaduan lidak langsung d1tangani olah Biro Hukum 

dan Pengaduan Masyarakat. Namun unit keqa mi lebih banyak yang berk.@tan dangan kegiatan Pimpinan 
dan Alat Kelangkapan Dewan (AKO), dan hanya sadikil pangaduan yang dit14ukan kopada Ssqan DPR RI. 

Karena Jumlahnya yang sedikil dan mekanisme pananganannya lebih cenderung lepada parsoalan ldne,ja 

pegawai Seqan DPR RI, maka surat-surat pengaduan tersebut diteruskan ka lnspeldoret Utama (lttama) 

Seljen DPR RI Karena berdasarkan Persekjen No 6 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Persekjen 
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No. 7 Tahun 2018. bahwa fungsi lttama salah sa/unya adalah pelaksenaan pengawasan intern terhadap 

kinerja dan keuangan. seperti mefalui audff. reviu, eva/uasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya. Untuk mendukung kelancaran pengaduen lersebut. Seljen DPR RI telah memiNki pedomen 

pelaporan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Sekjen (Persekjen) DPR RI No. 9 Tahun 2015 tentang 
Padoman Sistem Palaporan Pelanggar3n (Whistle Blowing System-WBS) Tindak Pidana Korupsi di 
Ungkungan Seljen DPR RI. Meskipun demikian sate/ah ler/Jentuk sejak tahun 2015, pengaduan yang 
mesuk ke sjsfem ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk itu. perlunya segera dibuat puset pengaduan 
masyarakal larhadap kine1• pe/ayanan Seljen DPR RI, sehingga mekanisme pengelo/ean pengaduan 
masyarakat terhadap Seljen DPR RI dapal terteksane dengan baik Sebab dengan adanya keje/asan 
mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Seljen DPR RI akan memb<rikan kepastian 
penyelesaian persoalan yang disampaikan pengadu berkaitan dengan kinerja Se�en OPR RI. 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pembukaan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tal1Un 1945 mengamanatkan 

bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memaiukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan ba1gsa. Amanal tersebut mengandung makna negara berkewajiban 
memenuhi kebutuhan seliap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 
terciptanya peny�enggaraan pelayanan publik yang pnma yang jauh dan dan kepentingan pribadi dan 
golongan, serta bebas dari unsur korupst, kolusi dan nepotisme dengan tujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara alas barang publik, jasa pubtik, dan pelayanan 
administratif. 

Untuk memenuhi amanat pembunaan UUO 1945 tersebut, maka pada tahun 1999 lahir Undang- 
Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Barsih dan Bebas dan Korupsi, 
Kolusi dan Nepotism• (KKN). Oitahun yang sama. juga lahir UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua LIU ini menjadi dasc1 untuk melaksaiakzrl tata kelola 
pemerinlctlan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksana tugas dan fungsi aparatur pemerinlah yang 
bebas dan benturan kepentingan yang berdampak pada terganggunya �ayanan kepada masyarakat. 

Kemudian. tahun 2008 tahir UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnlormasi Publik (KIP). 
LIU ini memberi ruang kepada masyarakal untuk mengakses semua hal yang berkaitan dengan kegiatan 
penyelenggara,ri negara, meski terdapat beberapa informasi ketat dan te!bmas yang termasuk dalam 
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katagon infonnasi yang dikecu�1kan dan bersifat rehasa Satu tahun kemudian, IMir UU No. 15 Tahun 

1009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan dan lahirnya UU in, adalah untuk terwujudnya batasan dan 

hubungan yang jelas tentang hak, tariggung jawab, kewaJiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait 

dengan penyetenggaraan petayanan puWi� terwujudnya sislem penyetengg.,.,an petayanan puWik yang 

layak sesuai dengan asas-asas umum pemenntahan dan korporasi yang baik; terpenuhinya 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan terwujudnya 

penindungan dan kepasUan hukum bagi masyarakat d�am penyelenggaraan p�ayanan pubhk. 

Penyetenggara petayanan publik tentu tidak luput dar kritikan masyarakat yang mernpakan refleksi 

dan ketidakpuasan masyarakat yang menuntut terwu1udnya sislem penyetenggaraan pelayanan puW1k 

yang layak. Hal ini terjadi karena adanya 1arak antara harapan dengan kenyataan. Tidak hanya karena 

kenyataan ini "buruk' bisa jad1 juga karena kurang mfoonasi yang menyebabkan keUdaksamaan sudut 

pandang. Ketidakpuasan ini adalah a.,al Umbulnya "keluhan" yang �am organisasi petayanan puWik 

dikenal dengan lerminologi Pengaduan Masyarakat. Sementara itu, Pemerintahan yang baik dapat 

d;wuJudkan berkal adanya kerjasama yang solid antara penyelenggara pemenntahan dengan masyarakal. 

D�am penyelenggaraannya pula peneonteh dituntut untuk meningkatkan kualitas petayanan publik 

met�ui penyetenggaraan pemenntahan yang akuntabet. 

Kualitas pelayanan seklOf publlk sangat lerkait dengan keberadaan organisasi atau instansi publlk 

tersebut. Tidak ada pengecualtan bag1 inslans1 pusat maupun daerah Pemerintah pusal dan daarah harus 

mampu memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakatnya. Pelayanan yarig berkualitas ini akan 

menjad1 tolok ukur bagi kineqa instansi pemerintah. 26 Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan 

publik menyediakan berbagai bentuk pelayanan tersebut, baik �u barang, jasa dan administratif. Dan ini 

tidak luput dari ketidakpuasan dan masyarakat yang d1layani oleh pemerintah. 27 

Untuk mengakomodir ke!ldakpuasan masyarakat atas pelayanan publik, kemudian lah1rlah 

Ombudsman. OmbudsmNi Republik Indonesia merupakan lembWJa pengawas ekstemal yang 

keberadaannya diharapkoo mampu mengonlrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan pubhk dan penegakan hukum. 
Keberadaan kom1s1 Ombusdman Nasional memang diharapkan dapat menjadi sarana unluk 

menyampaikan aduan masyarakat sering semakm meningkatnya kesadcYan masyarakat terhadap 

!o l·,1n1J11 HJ11,, /'!'l'un Hm,J..1·u11 Wrm"f<'HWn Kel,1111/..1111 dnn /;k\1111·1111 l'rtaynnan /'11M1k, LAN, 

.lakart a: ])OJ 

:7 Gcdcoua T Hcndnkuv A110/1.111 A1odd All<•1111111/ Invnumen /'enJ:ukunm Kmeno I lnlf Pdaymum 1)1 
/,m,:k1111,:m1 /'t'nwm,1uh l'niv11m ./uw·11 HurUI, .I umal llmu Atlmm1�trJ.M Volume XII Nornor J Dcscmbcr 2015 



pemerintah sebagai penyedia layana, publik. lndikasi ini tel1ihat dali hasil penelitian Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengenai pelayana, publik di 

Yogyakarta. Sumatera Baral. dan Sulawesi Selatan (2001) mernpelihatkan bahwa lebih dan 50% 

pengguna pelayanan publik mengeluhkan pelayanan yang dilenmanya Keluhan yang diajukan kepada 
aparat pelayanan srfatnya hanya dilampung, dijanikan untuk diselesaikan, dan yang paling senng adalah 

petugas melempar tanggung jawab kepada petugas lain. Selain ilu, lidak 1arang masyarakat pengadu 
dimarahi atau diremehkan oleh petugas pelayanan. 2! 

S�umlah langkah telah dilakukan pemenntah untuk mernperbaiki sislem pengaduan masyarakat. 
Kehadiran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - layanan Asp1rasi dan Pengaduan 
Cnline Rakyat (SP4N-LAPOR), menjadi sarana untuk penITTgkalan kualitas pelayanan publik mel�w 

penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan dalam hal ini instansi pemenntah baik di pusat 
maupun daerah. 

Namun demikian, berdasarkan kenyataan sehen hari, kuahtas layanan kepada publik yang 
dibenkan oleh departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen (LPND) masih ffuktuatif, artinya 
masih pasang sunit." H� ini didukung dengan has ii penelitian yang dilakukan oleh Pusat T elaah dan 
lnformasi Region� (PA TTIRO) yang men�mpulkan bahwa rendahnya respon instansi penyelengg,.-a 
pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan dari masyarakat mengakibatkan munculnya sikap skeptis 

dari masyarakal )'J Masyarakat jera untuk mengadukan keluhannya sehingga angka pengaduan di 
beberapa instansi pelayanan publik relattf rendah. 

Kondisi tersebut tentunya ada benarnya jika k1ta mehhat hasil penelitian yang d1lakukan oleh Agus 
�bowo dkk, menyebutkan bahwa pada umumnya media penyarnpaiao pengaduan pubilk yang tersedia 

saat ini masih belum mampu mendukung terjadinya pengaiuan keluhan publik yang efektif, mudah dan 

murah dari konsumen pelayanan publik. Beberapa persoalan ditemukan dalam pelayanan publik, 
diantaranya : 

1. Konsumen hanya dapal bel1emu dengan personil di bagian pengaduan Tidak ada media 
yang secara mudah memungkinkan bertemunya konsumen dengan pihak pengambil 
keputusan dalam mslilusi pelayanan publ1k. 

)K SdJ Dian Utomo, B1m11 & H1mkru,1, .lurnat I/nm Adn11m�lru11 dun ()rKUlll\"{111. Volume 15, 
Nomor 3, September - Dc�cmhcr 2008. 

i, Bacdhowr 2007, Rev11a/11m1 Sumhc1 /Jrl)U Ap11ru/11r /Ju/um Rungku M<•m11gkl.1/k1111 K11al11m 
l'efuyonun Puhhk. Jumal llmu Adrmmstrusr Jan Oij!,mi�asi. Hisms dan Brrokraai. V,il 15. 'i,1 2 (Mc1) 

.,o Said Dian Utomo. lh,d 
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2. Kewenoogan bagian pengaduan hanya menenma pengaduan dari konsumen semata. Bagian 
ini menjadi sub ordinat dari manajemen di institusi pelayanan publik.. Artinya bagian 
pengaduan bukan bagian yang memilik kewengan yang membuat kepubJsan. 

3. Jenis pengaduan yang diperkenankan umumnya hanya keluhan teknis. Konsumen tidak 
dapat mengadukan masalah yang lebih substansial, seperti pengaduan dugaan korupsi 
dalam pengadaan fasililas pelayanan publik alau keluhan te,hadap standar pelayanan yang 
d1tetapkan. 

4. Lemctmya mekamsme internal institus1 publlk untuk mencegah adanya pungutan biaya tak 
resmi tersebut akan sangal membebam konsumen dengan taraf ekon001i lemah untuk 
memanfaatkan bagian pengaduan tersebut. 

5. lnstitusi �ayanan puWik biasanya bdak bersikap proal<Lif dalam mend0<ong atau 
memberdayakan konsumen untuk memben respon. lnstitusi pelayanc11 publik umumnya 
belum menganggap penbng respon puWik alas pelayanannya. 

6. Jika konsumen bdak puas terhadap penyed1a layanan alas penanganan keluhan yang 
dilakukannya , konsumen tersebul tidak dapal melakukan apa-apa ketidakpuasan tersebul 
sebenamya dapat dibndaklanjuti konsumen dengan peng�uan gugatan melalui pengadilan , 
misalnya dengan dass action. Tetapi cara tersebut tidak mudcil dan murah bagi konsumen. 

7. Transparansi dalirll mekamsme pengelolaan keluhan yang tersedia masih sangat terbatas. 
T1dak cukup tersedia informasi mengenai prosedur pengaduan, pihak yang bertanggung 1awab 
atas permasalahan yang dihadapi konsumen, dan proses pengelolaan keluhan. Ketiadaan 
transparansi tersebut meliputi tidak adanya budaya transparans1 dan aparat pelayahan publik 
dan tidak tersedia sisitem yang banspara. 

8. lnstitusi �ayanan puW1k �um banyak yang mengakui hak par1isipasi dari masyaral<at 
(konsumen). Masyarakat belum dapat tenibat dalam proses pengawas"1 dan pengusul"1 
pelayanan puWik. Karena itu, institus, penyedia �ayanan publik senng ndak rnemperhatkan 
perlunya mekamsme pengelolaan keluhan. J1 

Dengan kondis1 yang demikian, masyarakat memiliki cara sendm untuk menyampaikan keluhan 

kepada instansi pemenntah dengan menggunakan berbagm media, diantaranya media surat kabar (k0<"1) 

sebaga media yang dinil@ masih paling efektif untuk bisa menyampmkan berbag@ keluhan, yatu sebesar 

(53.8%). Pos•i ini diikuti �eh radio (33.91 %) dan pesan singkat (SMS) sebesar 30.65%. Bahkan langsung 

menyampaikan keluhan di media sosel yang pada akh1rnya d1viralkan oleh masyarakat lain melaJui dunia 

maya.32 

Sementara 1tu, untuk menjembatani kepentingan masyarakat kepada DPR RI, maka seiak lama 

sudah dibentuk um! kena di Seljen DPR RI yang bertugas menganalis sebap aspirasi dan pengaduan 

masyarakal baik dalam bentuk sural maupun on llne untuk selanjutnya diteruskan kepada Pnnpnen DPR 

11 Ai,::u� \\'jb,,,"o. 1h11I. 
11 Drrcktorat Aparatur Ncgara, Kcmcntcn.an Pcrencanaan Pcmbangunan Nasionalfll.ippcnc1s, 

T ahun 2010. 
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RI atau kepada Alai Kelangkapan Dewan (AKD). Unit kerja te<Sebul bemama Bagian Pengaduan 
Masyarakat, yang berada di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. 

Setjen DPR RI sebagai lembaga yang bertugas membenkan layanan kepada masyarakal dalam 

hal ini Anggota DPR RI, Tenaga Ahli (TA) Staf Adminsitrasi Anggota (SAA), dan masyarakat umum 

lainnya, tentunya dituntut untuk memiliki system pengaduan masyarakat yang tidak saja menerima dan 
menyelesaikan pengaduan yang berkaitan dengan pemberian layanan �eh Setjen DPR RI, sebagaimana 
yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 15 Tahun 1009 Tentang Pelayanan 
Publik dan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengel�aan Pengaduan 
Pelayanan Publik, juga menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan 
indikasi benturan kepenlingan pejabat publik. 

Untuk masalah yang berk�tan dengan benturan kepentingan p�abat ptJ�ik, maka Setjen DPR RI 
telah mengeluarkan Peraturan Sekjen (Perekjen) No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan 
Benturan Kepenungan di Setjen DPR RI. Sela,o uu Selain itu, Seljen DPR RI juga sudah menerbltkan 
tentang mekanisme system penyampaian pelaporan masyarakan, baik pelaporan melalui surat maupun 
system pelaporan masyarakat secara on lne Hal ini tertuang dalam Persekjen No. 9 Tahun 2015 
tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pefanggaran Whistte Btowing System (WBS) Tindak Pidana Korupsi 
di Lingkungan Setjen DPR RI. 

Selain itu, DPR RI juga telah membentuk Pejabat Pengel�a lnformas, Dokumentasi (PPID) 
sebagai bentuk pelaksanaan dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan lnformasi Publik 

(KIP). Jenis1enis informasi yang diminta publik kepada PPID antara lain nsalah pembahasan RUU, 

naskah akademik dan draft awal RUU, nselah dan/atau laporan singkat rapat-rapal Alai Kelengkapan 
Dewan (AKD), Laporan hasil kunjungan kerja (Kunker). bukujurnal hasil penelitian. laporan pertanggung 
jawaban studi banding AKD DPR RI, laporan hasil kunjungan kerja AKD dan agenda pers1dangan DPR RI. 

Maski dem,kian, Whistle Blowing System - WBS Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Setjen 
DPR RI , yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun, 1umlah pengaduan yang tenma sangatlah minim. Hal ini dapat 
dilihat pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 : Jumlah Pengaduan melalui whisUeblowing 
system. dpr.go.id dan langsung 

No T.Ahun Jumfah Keterangan 
Pena1duan , �15 0 

t-, ,01; 1 
-l'll17 1 ' 

• 26fs 5 {3 aohkas1 dan 2 lanasunal 
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Tabet ini menunjukkan belapa sang al rendahnya jumlah laporan pengaduan yang dilenma aleh 

lnspektoral Utama (tttamal Sejen DPR Rt. Rendahnya jumtah laporan pengaduan bukanlah hal aneh jika 
metihal pada pendapat yang dis;fllp�kan aeh oleh Agus Wibowo, dan kawan-kawan, yang menyatakan 

bahwa: 

Rendahnya angka pengaduan sebenarnya lidak meoggambarkan kepuasan masyarakat atas 
pelayanan publik, sebaliknya justru karena masyarakat merasa tidak yakin dengan has ii yang akan 
diperoleh dengan melakukan pengaduan. 

Lebih lanjul dij,;askan bahwa : 

Sel�n nu, warga masynkal dan kalangan kurang berpendidikan juga udak lahu cara 
mengadukan keluhannya. Padah� �ayanan publik yang berkualitas mensyaratl<an 
keseimbangan pos1s1 tawar Mtara instansi penyelenggara pelayooan publik dengan masyarakat 
penenma pelayanan, yang dapat dicapai salah satunya dengan menerapkan konsep customer 
complaint system (sslem penanganan pengaduan). 33 

B. Pertanyaan 
Meru1uk can latar betakang permasatahan yang diur�kan diatas, maka tulisan mi akan 

membankan penjelasan tentang pentingnya perbaikan p,;ayanan pu�ik melalui pengetolaan pengaduan 

masyarakal Karena bagaimanapun pengaduan masyarakat akan sangat tergantung pada mekanisme dan 

prosedur serta aturan yang jelas lainnya, yang tentunya harus pula didasan pada d1lepaskannya 

kepentingan pribad1 untuk menghindari pada teqadinya benturan kepenUngan yang dapat menjurus pada 

tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepobsme. 
Setwn itu, akan dijelaskan pula lenlang bag�mana Seijen DPR RI d�am upaya pengernbangkan 

pengetalaan pengaduan Seljen DPR RI dengan melihal kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. 

Penjelasan selanJulnya iuga diharapkan akan membenkan manfaat dalam membuka wawasan serta 

berusaha unluk merubah paradigma layanan publik melalu, pengernbangan sistem pengelolaan 

pengaduan masyaiakat Seljen DPR RI yang berdasarkan pada aturan-aluran yang bertaku. 

C. Maksud dan Tujuan 

"Ai:u, W1ho\\o, Hham Ccndrkia. Maya R(•il,inly dau Roht<lin Su<lmnu, lmpleme11w11 Mrkm111me 
Knmplam Ie1/1C11l11p /'dayml/m /'uh/1( He1hm11 l'ar/1.11pm1 Mw.wrnkal, {PA TIIRO dan ACCES, Jakarta 2007) 



Maksud di11isnya kertas kebijakan (policy paper) ini adalah sebagai arahan atau pelunjul< yang 

dapat dipertanggung1awabkan secara ilmiM dan sesuai dengan peraturan/norma perundang-undangan 

yang berlaku untuk pembentukan kel>jakan Persekjen QPR Rt khususnya yang b<rtaitan dengan mas�ah 

pengelolaan pengaduan masyarakat berdasarkan pada UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaya,an 

Putil1k dan Pe,pres Nan<>' 76 T aiun 2013 ten tang Pengetclaan Pengaduan Pelayanan Publik. Sedangkan 

tujuan penulisan kertas kebijakan ini sebagai dasar yang kuat daJam pembentukan kebijakan Persekjen 
OPR RI tentang Pengelotaan Pengaooan Masy,rakat di Setjen OPR RI. 

Adapun kegunaan kertas kebijakan irn secara teontis untuk memperkaya prinsip dan nilai/nom,a 
Y"'!I pertu diperhatikan dalam pemberitukan peraturan huk11n, dengan kegunaan p<aktisnya sebagai baian 

masukan dalam peoyusunan dan pembentukan Persekjen OPR RI tentaog Pengelolaan Pengaduan 
Masy,rakat <I Setjen DPR RI. Setain itu. ,egunaM kertas kebijakan ini sebagai landasan berfikir '"°"" 
ilmiah dan rasional, dengan berbasis data dan informasi dibutuhkan adanya pengaturan atau regulasi 
mengenai suatu kebijakan yang h,rus dilakukan. 

D. Metod, dan Pe119umpulan Olla 

1. Metode 
Metode pendekatan akadernik yang digunakan daiam penelitian ini a<lalah rnetode desripto 

kuaitatif. Teknik Y"'9 d�nakan, pertama adaia'l penetitioo kepustakaan, terkait belbag� peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan pustaka yang relevan sebag� dasar berlkir secara 

teoriti, normatif (peratur"1) dan konseptual. Kedua. cfiengkapi dengM teknik peneitian empirik dM 

wawancara di tingkungM Setjen DPR RI terkait dengan unit pelaksana dan unit pengguna penelitian ini. 

Seba<,� berituk pendekatan desknptil ku�ilatif ten tu jug a tidak meningg�k"1 dala sekunder. bail< 

data kualitatif maupun data kuantitatif sehmgga diharapkan dapat menggamb,rkan secara ellidence based 

ataupun data yang dapat dpertllggungjawabkM secaa imial dan kebijakM Hal ini sebagai 

konsekuensi atas penulisan naskah kebijakan dengan pendekatan kebijakan publik untuk memecahkan 

masalah atau membenkan solusi bagi penentu kebijakan. 

Penetitian kebijakan menjadi bidang yang sangat penting dafam dekade terkahir. adafah 

peneliban Y"'!I belt<.eoM deng;,n perumusan dM rumuslll kebijakan, inplementasi kebijakM, kinerja 
kebiJakan dan lngkungan keb1jakan.3o4 Dalam hal ini penelitran ini membatasi dan berfokus pada 
bagaimane perulll\/san keb\al<an. dalam bentuk pembuatlll Peral\<"1 Sekjen OPR RI tersebut 



dipe<lukan, dan bag�mana pengaturannya Selanjutnya dikatakan oleh Meyer clan Greenwood, bahwa 

peneliban keb1Jakan adalah penel1tian ernpmk yang dilakukan untuk memverifikasikan proposisi-proposisi 

mengenai beberapa aspek hubungan antara alat tujuan dalam pembuatan kebijakan.35 Tentu saja 

penelslen kebijakan 1ni bertujuan praktis dan empirik untuk memecahkan masalah, yaitu tentang 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Seijen DPR RI yang setama ini belum diatur. 

Untuk mernperjetas maksud dan lujuan peneliUan kebijakan ini, pendapat ahli dari Sudannan 

Danim, yang dikutip oleh Riant Nugroho menJelaskan bahwa • ... peneJ1ban yang dimaksudkan guna 

melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka memecahkan masalah sosial ... penelitian 

kebijakan dapat d1defimsikan sebagai kegiatan peneli�ao yang dilakukan untuk mendukung 

kebija�.an ... Kekhasan penelitian kebiajakan te�elak pada fokusnya, yaitu berorientas1 pada tindakan 

untuk memecahkan masalah sosial yang unik. yang j1ka lidak segera dipecahkan akan memberikan elek 

negatif yang sang al luas." 

2. Teknik Pengumpulan Data 

T ekrnk pengumpulan data dan mformasi yang digunakan adalah dengan studi pustaka atau 

lileratur, termasuk peraluran perundang-undangan yang terkail dengan lerna yang dikaJi. Unluk melengkapi 

studi pustaka dimaksud, ddakukan wawancara dan survey. Wawancara d1pe�ukan unluk melakukan rapat. 

rapat dengan slake holders serta konfirmas1 dan cross chek data dan informasi yang d1buluhkan. Survey 

lerkail dengan data kual1tabf dan kuantilalif yang d1penukan unluk memperlual kajian keb1jakan. 

BAB II LANDASAN KAJIAN 

A. Landasan Filosofis 
Pancasila menekankan penlingnya keadllan sebagai tujuan utama barigsa indooesia. Sedangkan 

dalam Pernbukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengarnanatkan 

bahwa tujuan didinkan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewai1ban 

" Robert Meyer dan Ernest Gn:en\\(10J R1111n111,:1m l'ene/1111111 Keb1;alw11 Smwl (Pustckkom Drkbud 
Jan CV Rajawali. Jakarta. 19114). 

l<> Rw11l.Nu�rnh,1, 1'11hl1'' f'u/1n. leon K,!l,1;akr111 AnahH� Keb1j<1ktm. (Elc� Media Kompulindu, 

Jakarta: �UOKJ. 
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memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu slstem pemerinlahan yang mendukung 
lerciplanya penyelenggaiaan pelayanan pubik yang prima dalan rangka memenuhi kebuluhan dasa dan 

hak sipil setiap warga negora alas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 

Penyelenggaraan pelayanan publik mernang masih d�adapkan pada kood,si yang belum sesual 

deogan kebutuhan dan peruballan dt berbagai bidang keh«l\lpan benmasyarakal, berbangsa dan 

bernegara Hal lersebul bisa disebabkan ofeh ketidaksiapan unluk menangga� letjadinya �ansformasi nilai 

yang berdimensi luas serta danpak beroaga masalah pembangunan yang kompleks. Semenlara ilu, 

talanan baru masyarakal Indonesia lihadapkan pada h,rapar, dan lanlangan globli yang dipicu ofeh 

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasl, dan perdagangan. 
Koodisi dan perubahan cepa1 yang dolkuti pergeseran mlai lersebul perlu <isikapi secaa bijak 

melaJu, langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek 
pembangooan ooluk mernbangun kepereayaan illasyarakal guna mewujudkan lli<Jan pembangunan 

nasiooli. Unluk ilu, liperlukan koosepsi sstem pelayanan publtk yang berisi mlai, persepsi dan acuan 

perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana d1amanatkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Nega,a Reputllik Indonesia T ahun 1945 dapat dilerapl<an seh�gga masyarakal 

memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Selam pelayanan juga 
d�ukan adooya pa'tisipsi publik dalam peningkalan paayanan. Aklualisasi Pancasia dalan 

penyelenggaraan pelayanan publik do Indonesia bertitik tofak pada arti penbng P"'"' serta masyarekat 

Hal inipun diluangkan dalam Pasli 19 huruf c Undang-undangRepublik Indonesia N001or 25 Tahun 2009 
lenlang Pelayanoo Pu�ik yang menyaakan bahwa masyarakal juga berkew�1ban unluk berpartisipas, 

aklif dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

B. Landmn Sotiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertlmbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa 
peraluran yang dtbenluk unluk memenuhi kebuluhan Ofganisasi dalam beroagai aspek. Landasan 

sosiolog,s sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

c,gooisasi. Terdapal beberapa pertimbangan sosiologis yang perkJ diurakan lerkail dengan Perseltjen 

tenlang Pengelofan Pengaduan Masyarakal � Setjen DPR RI. 

Pertsma. Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pelayanan dan dalarn rangka 
menjalankan UU No. 2& Tahun 1999 tenlang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dali 

Korupsi, Kofusi dan Nepolisme (KKN), UU No. 31 Tahun 1999 lentang Pemberanlasan Tindak Pidana 
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Korupsi, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pu�ik, Pe,pres No. 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pu�ik. Permenpan No. 14 Ta'lun 2014 tentang Pedoman Penyetenggaraan 
Peng�olaan Pengaooan Petayanan Pui>ill< Secara Nasional: Pennenpan No. 5 Ta/loo 1009 tentang 
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Bag, lnstansi Pemelinta'l: dan Permenpan/RB No. 3 
Ta'lun 2015 tentang Road Mop Poogembangan S�tem Pengetc,aan PengaciJan Petayanan Publik 

Nasional, berupaya memperbaiki petayMan kepada anggota Dewan, Pegewai Sekretanat Jenderal, 

Tenaga ANI (TA) dan Stal MnITTistrasi An@ota (SAA), maupun masyarakal pada ummnya 
Kedue, k�nginan lersebul belJm dapat diakomod, secara maksim,; karena bel1JT1 adanya 

aturan yang mengatur secara holisbs terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat Seljen OPR RI balk 

yang menyangkut sumber daya manusia, ma.ipun wana dan prasarana pendulwngnya; meskipun saat ini 
Sejan OPR RI sudah memiliki Pese�en No. 8 Tahun 2015 tantang PedomM Penanganan Benluran 

Kepentingan ci Setjen OPR RI dan Perse�en No. 9 Tahun 2015 tentang Pedomarl Sistem Pelaporan 

Petangga,ar, (Whistle Blov,ing System) Khusus lantar,g Persel<jen No. 9 Tahun 2015, keberadaanya 

belum dapat dimaksimalkan degan baik, terbukli sejak kelahirannya hMya sedikil sekali pengaduan yang 
masuk. 

Ketiga, perkembangM tek.nologi dan berbagai kemajuan media komunikasi saat ini telah 
mencerminkM era digital dalarn kehidupen di masyarakal teflebh dalarn mendukung partisipasi puljik 

dalarn manyarnpaikan keluhan alas pelayan plAllk dibelikM olel1 aparatur Setjen OPR RI. Unluk ilu, 

Sekretanat Jenderm OPR RI sebagai petayanan publik harus dapat menyesuaikan kemajuan teknologi 
informasi. 

C. Land1san Yuridi1 
Seliap cxganisasi bagaimar,apun bentuk dar, aplJl)Un ienisnya, mernbutuhkan seboa'l panduan 

untuk moojalankan tugas dan fungsi seliap elemen atau unit orgariisasi. Standar Prosedur Operasional 
(SPO) adaah selah satu S1Slem yang <isusun untuk memudahkan, merap�kM dan menertiblcan 

pekerjaan. Sistem �i bensi urutan proses melakukan pekeljaan dan awa sarnpai akhir." Sistem ini JUQa 

merupakan 'pedoman' untuk melaksariakan segala keg1atan yang berhubungan dengan operasiOM 

cxganisasi, yang otah Karnus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan ba'lwa pedoman merupakM "kumpulan 
kelentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. 38 

·" FuaJ Laksmi dan lludi•n1t1n1, Mm11yr"w" f'<•rt111,1,mm M,"1rm [Pcruaka. hkar1a: 200�). 
1• Kernus li1.�ar lb.h.i'\,1 lnUl1nc�1.1 (K\U\I) 



Pada bagiar, lain, sebagai lar,dasan peraturar,/kebijakan tentang pelayanan pengaduan 

masyarakat ot€h Seq en DPR RI ad�at, UU No. 28 T allun 1999 tenlang Penyelenggaraan Negara yang 

BErsih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dari Nepollsme (KKN), UU No. 31 Tallun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 14 lallun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi 

Pubik; uu RI NOOllll 25 Taoon 2009 tentang Pelayanar, Pubik; uu RI Nomor 5 Tahun 2014 1entar,g 

Aparatur S�I Negara (ASNJ. Perpres RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengel�aan Pengacluan 

Petayanan Pubik; Perpres RI Nomor 27 Tallun 2015 tentang Seljen dari BK OPR RI; Peraluran Menteri 

Pendayagunaan Aparnlur Negara (Permenpan) Norn<>' 5 Tahun 1009 tentang Pedornan Umum 

Penganganan Pengaduan Masyarakat bagi lnstansi Pemerintah; Permenpan Norn<>' 24 tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Pubtik Secaa Nasional; Perselrjen No. 8 

Tahun 2015 tentang Pedornan Penanganan Bentman Kepentingan di Setjen DPR RI, dan Persekjen DPR 

RI NOOllll 6 Tat,un 2015 tentang OrgMisaSi dan Tata Kerja Seljen DPR RI sebaga,mana telah diubah 

dengar, Per>eltjen DPR RI NOOllll 7TallLNl 2018. 

BAB n LANDASAN TEORI 

A. Pelayanan Publik/Masyarakat 

Pelayanan berar1i melayani suatu jasa yang dibutullkan olell masyaral<al dat11n segala bidang. 
Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Albrecht yang 

dikutip ot€h Lovelock, menyatakan ballwa : 

Fe!O)'Mao '"""'l"'iaJI 11121U per,d,l;l!U!O yang "-• �!¥10 jasJ, •ei>,g� 
kaualan p-al: Lrt;rna l!Dlam l)!!flg"P'"""'" be<n,e.s Sed""9k>n !.l.lll!h Tr.w, 
memboiw pom.i,..,.,, fani serikll boiboda .,.,,,. mem1mllallli,n lllSllr n,a,y;,-aka Thoha 
""'1Q"'1 J!I .. !t,"'11.ul:M b..,.,, pelajOl\an mll\y;irakatlpubll. 8\lelril ••� 1"'11 dt!!kulan 
o1i!1 SOS20Tlllg dari ,. .. ltalMlpcl: 0!1lng 8IBIJ I- 1..teruu untuk l\1f!!1ben bmltuan dirl 
�udrfm epada rn"')'ffl8t di1lam ro<n"'°' !IIJilarL" 

Pelayar,an pubtik cenderung menjacl koosep yar,g sering dlgunakar, aeh banyak pil>al<, baik dar, 

kalangan praktisi maupun ilmuan, dengan makna yang berbeda-beda. Dalam seiarah administrasi publik. 
petayar,ar, adrninlstrasi pubik semula dipaha11i secaa sederhana sebag� petayar,an yar,g 
diselenggarakar, oleh pememtah. Semua barang dan jasa yang disetenggarakan oleh pemeri,tah 

" Christop.:r H. L,w.:k,.:k. MIPlf.1,:inR Stn·,,·e· A,l<lriellf1R 01•,:n111mt1 u,,J Umrrm, ll.-M11fC'tf (Prentice 
I Jail, Englewood L1iffs. New Ji:rsc�.19Y2). 

,!(! Mitlah Thoha. /'aJpekl,j pt•r,/aku Hm,�,a�,. [Rajawali Press. Jakarta: l�I) .. 



kernudian d,sebut sebagai petayanan publik. Lilefatur terdahulu umumnya menjelaskan bahwa "whatever 

government does is public seNice". Pendapat seperti itu dahulu dapal dimaklumi karena pemerintah pada 

masa itu hanya peduli untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi barang pubbk atau pelayanan 

yang menurut kesepakalan potitik dan pertimbangan modal dinilai poring bagi kehidupan warganya. 

Namun saat iru te�adi perubahan peran pemenntah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan 

1ayanan yang menjadi hajat htdup orang banyak. DaJam era sekarillg ini, maka definisi pelayanan publik 

seper!J yang disebutkan d1 alas kemudian dikati kernbali. 

Munculnya gerakan New Publik Management (NPM) d1 nagara-oegara maju telah menimbulkan 

tekanan lerhadap praktJk penyelenggaraan layanan pubhk di negara-negara tersebut Keinginan untuk 

melakukan transrormasi praktik man�emen pelayanan publik dengan mengadopsi nilai-nilai yang selama 

ini berkembang di sektor bisnis, seperti intarpreneursh1p, kepeduhan pada pengguna, serta orientasi pada 

revenue - generating dcWI penghasilM, lelah mendorong lerjad1nya perubahan yang sangat berarti dalam 

praktik penyelenggaraan lay an an publik." 

Pelayanan Publik saat ini memang merupakan pelayanan yang dibenkan oleh aparatur 

pemenntahan kepada masyarakat, dan pelayanan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang 

d1ooikan. Oleh karena ini Pasat 1 angka 1, Undang-Undang No. 25 T ahun 2009 tenlang Pelayanan 

Publik, menegaskan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian keg1atan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesua dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan pendudUk alas barang jasa, dan/atau pelayanan adminis�atif yang disediakan oleh 

pe,yelenggara pelayanan pu�1k. 

Sedangkan pada Pasal 1 angka 5, menyebulkan bahwa, pelaksana petayanan publik adalah 

pffiabat. pegawai, petugas, dan seliap orang yang bekerja di d�am Organisasi Penyetenggara yang 

bertugas melaksanakan tindakan atau sO!angkaian Undakan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud 

dengan penyetenggaran pelayanan publik ,tu sendin adalah seliap mslilusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lam yang dibentuk semata-mata untuk keg1alan pelayanan publik. 

Semenwa itu. masih dalc1n kaitan dengan pelayanan publlk, pemennlah yang baik akan terus 

memperkuat legibmasinya dengan cara memberi inspirasi kepada rakyat tentang bagaimana mengejar 

kemajuan, menyelesaikan konflik kepentingan yang besar, memben pelayanan yang adil seta memberi 

�1 l),wid Oi.h11111 and lead G.ichk1. ,\11'tt.1111u.whul.w1 H1rokm.H .• We111rumfornim1k1m Semungul 
U'1ruu.wh11 kr dufom .11•ktor f'uh/1k, (Pu�,1.t,1 Bin.imJn Prcmndo. Jakarta. 1991) 



arahan mengenai cara tertlaik untuk mempercepat terwujudnya harapan masyarakat akan kesejahteraan 

sosial ekonooil Serooa pemberian pemerintah IEJsebut juga merupakan bagian dari pelayanan publik 

yang �befikan pememtah kepada masyarakat. 

Pemefintah tentunya harus memberikan pelayanan yang berkualrtas kepada rakya�ya. Dalam 

katan tEJSebut. Rakhmat menegaskan ballwa petayanan pubik yang berkualitas harus menggunakan 

prinsip-prinsip pelayanan, iritara lain : 
Ml!!letepKan stmOIII pa!ayanao ya!tu suaW ,lal1dc pl'QIOII\Jr pelayanen � kil!llrlnya dorli)on 
pombalan palay""" Y""l � lmbula t>mad2!> kn!ilr, ,- fflill""'1 k�uhll!I, 4a<l 
"""'nal<on ..... h .,_ yang �porlukar <IDla,n p<iayar,'"1, .....,!lfr1,ku"'" .....,,, 
l11,lll)'illiU13!11 �,t,aga, pelan119on """"" u- d1btwrlan plJlY1, meneermadah ek,..,. " 
oel.uuh rwy,ntm pe1angg,11. 1.� 5'fl1ber..wnber l"'ll <1�unBl.al1 umuk tmtlayanl 
1118Syarakal pelanB!JBll '"""" """"" dan olekttt 1!illjJJ """'cm pemb>ruAn ,orta trllJ!l;uJIJl1D 
�ingkalan llldlffl! p!tla\',..., � 
Letih laijut oleh Rahmat dijelaskan, bahwa pelayanan putrlik yang ideal paling bdak memitiki 

prinsip dasar, yaitu : 

Peleyanan yonv <llto!ikan hMJ! �atka1 kl!butuhan -� don 11,1 ... p&)'allan 
j'W\Q <fita,u\M otell PIM\ ljtu, )""'! mami .i BSµel. '"I""'"' lays""" kep•d! ma,,1err""1, 
puloyanan ,omaiii, ltm! ...,,�, "'"""ika!. '"'""'l!Ya "'"'"'1! ... mosyarakat ldak b�oll 
�"®� poiay,,ra, tr.1111 die,ilJa;I b!lo'II< � Woblrulialnya • �· l<ga;alan u, 
�!IHrl sstem pollym.r Y"'II "''"'"!'""' Kebed,� )'illlij dnl1 harui ...... Of]bmll 
dtlnfamn,ikor, kepotla masy,.,,.. �ll• m"""""at MIJll!I"" yang lolllt lue, ,m mm·1""*at 
llu oon!II!\ P<I>)· .... )"'!I """''\, kinlt,ri!llk t�lll. � langlU"!l dEl!l9"1 loll,uhd.o, 
rTIISy� egar dilEA!jl- d lengeMengah ..,..., ,�i..,, f)!lll)an,,n Ion bulr;n /llsleru 
dl-1Jlllng depan, dan pelJIY"'"" kwi,rg "'""'P•rWkBl ""'"mi llial .apuas,11 mas1"""'1 
>Bl!lllllrn)'B """1Bill � nl� """"'°" l<rlanlu. 0 

Dengan mefihat pada pendapat pakar tersebUI, nampaknya dapat dipahami bahwa peayanan 

merupakan suatu konsep yang senantiasa dikailkan derrgan JlfOSOS pemenuhan keltutuhan masy,ral<al 

yang d,cirikan oleh adanya akuntabilitas can pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah Namun 
dEJnikian, pefJIYanan yang diberikan haruslah bekualilas. Untuk mendapatkan petay"""' yang berkualitas. 

dalam �stan� pernerintah mengenal istilah maklumal peayanan. 

Oleh Hardiyansyah, dijelaskan bahwa maklumat pelay.-ian memiliki kesamaan dengan istilah 
sl!IVi<8 clta,ter, yang merupal<an suatu dol<umen yang memuat dan men,elaskan �IOfmasi mengenai 
penyelenggaraan pelayanan publik dan st&ndar pelayanan publik yMg dilaksanakan oleh penyelenggara 

u Pn>f. 1)1. Rakhm.11, \fS .. A,ln1111111nA1 tklll .-UH11ttf1'1lmt, 1'1,N1k Pcm.:1hit ;\:-,;l)J Ofs..1. 
Yu)!y:.ikana: 201 K 

�' R.ikhmal. !hid 
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pelayanan pubhk. Matumal pelayanan juga sebagai salah satu cara pendekatan dalam peny�enggaraan 

pelayanan yang herorientasi pada kepentmgan masyarakat yang tuiuannya untuk memuaskan pelanggan 

atau penerima jasa pelayanan. 44 

B. Akuntabilitas Pengaduan Publik/Masyarakat 

Jan Koolman dalam bukunya yang berjudul Modem Governance, mengatakan bahwa : 

Kata governance lebih merupakan serangkaian proses inlefaksi sosial M1tara pemerintiil dengan 
masyarakat dalam berbagai b1dang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi 
pemerin� atas kepentingan tersebul 4s 

Sedangkan Rochman yang dikutip oleh Sedarmayanh, secara lebih khusus dalam konteks 

pembangunan mendefinisikan bahwa : 

Kata governance sebagai mekarnsme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial 
untuk tujuan pembangunan. Sedangkan good governance menurut Rochman yang dikutip oleh 
Sedamayanti, adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yoog 
substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil (dengan syarat utama 
efisien} serta relatif merata 46 

Lebih lanjut Sedannayanti, menegaskan bahwa : 
Prinsip ulcWT1a good governance adalah akuntabilitas, dia,tarai1ya pertanggung jawaban 

politik, yakni : adanya mekanisme penggantian peJabat atau pengusaha secara berkala, tidak ada 
usaha membangun monoloyalitas secara sistemabs; Pertanggung jawaban publik, yakni adanya 
pambatasan dan pertanggungjawaban tugas yang 1etas. H� in, merujuk pada pengembangan 
rasa tanggung jawab pu�ik bagi pengambil keputusan d1 pemerintahan, sektor privat dan 
organisasi kernasyil"akatan sebagaimana halnya kepada pemilik; Transparansi, yakni ad�ya 
kebiJakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses infonnasi sehingga masyarakal dapal 
menjangkau setiap sagi kebijakan pemerintah, bertakunya princip chek and balance antara 
lembaga eksekulif dan legislatif; dan Parbs1pasi, yakni melibatkan masyarakat terutama 
aspirasinya dalam pengambdan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerinlah. �7 

Akuntabilitas sebag� plinsip utama good governance, kemudian oleh The Oxloro Advance 

Learners Dictionary dijelaskan, bahwa : 

"' Hcrdiyan-yah. Kuul11u.1 l'etavanon /'11M1k K.1J111<'f1 /J1me11.11. /nJ,lcutor Jan imptmentasmya. (Gava 
Mc<l1.i. YogyJkana. 2UI I) 

.. , J.111 Knmm,m. Modern (im·er11unn' N,•M (i1,,e1wrlll ::Woe�1 lnlru�·,mn. {Indra Sage Pubhcauon 
1993) 

-1<, Scdarmuyanu, lli:fornu1 Adn111111lrt111 l'uhll( ref,m1w11 H1w�m,1 dun frpen11mpmm1 Ma.,a lJepan 
(Me11 u1J11�·wr l'e/11�'am1111'1 m,a Jan Kepcm,·11n111hw1 Ya11,! Hwk), (PT Rcfima Adnamu, Bandung. 2!Hl9) . 

.11 Scdarmayanti. 1ft11/, ., 



Akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation tor one's action. Dal8111 
akuntabilitas lerkandung kewajiban untuk menyajikan dan mataporkan segala tindak tanduk dan 
keg,atan terutama dibidang admimstrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggilatasannya. e 

Sementara nu, sebagai penyetenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan b�k 
kepada publik maupun kepada atasan/p1mpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesua dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan tersebul Ratminto dan Alik Septi Winarsih, 
menyatakan bahwa pertanggung jawaban publik dapat dilihat berdas ... kan pada : 

- Tingkat ketetitian (akurasi), profesiooalilas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, 
kejatasan aturan (lennasuk kesejetasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan 
kedisiplinan. 

- Haros sesuai dengan standar atau aktaljan11 petayanan publik yang dnetapkan. 
- Haros dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada pu�ik maupun kepada 

atasan atau pimpinan uni pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadt penyimpangan dalam 
pencapaian stander, maka haru dilakukan upaya perbaikan. 

- Pen�mpangan yang terkait dengan ekuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan 
kompensas1 kepada penerima pelayanan. 

- Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai 
dengan mekanisme yang be�aku. 

- Disediakan metkanisme pertanggung jawaban bila terjadi kerugian d�am pelayanan publik, atau 
jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah 
d�entukan. 49 

Sementara itu pada bagian lain, konsep mekanisme keluhan masyarakat dibangun berdasarkan 
pada retasi akuntabililas dari entitas (para pataku) dalam petayanan publik. Berikut ini ad�ah diagram 
dalam petayanan publik: 

M11mbll!ln 
mi1nd1t i::ioUtak. 

• Metnb!!!'i rn�.i.t 
C'l!nyl'!ll!niG'.er1 

J::1Cl1y11nan out.,lil 

IIH"ILn.11\ l""IYIIIIJl'1 - .... --- .. ·-- .. -- . ., 

" Mu�m•n.l 1Ud'1il S1.1..111t, ,'l<wi,:,ml11, A,·>�r•rl.1"'1 l'NJ4'11i lk•,1 A1iir111"11�ru·1 ,\"'srll"t.t A..r�•iul,m 
j'rdtli4 Ailffl'l'•mul.rrMI l111N1t, ra.in-.JJr(lft l'trN1I, lJINt/ !Tlll'l'IIIPAf'. lJJtl).'}'il /rtrJ'lrlPl�lfHjJJ J.1•r\.trtLu.it. ((..',Jfp1111N 
¥a»,:1ku11,1- �le.� 

•� Ralminto JJ.n Auk Scpti wmaruh. 'vfuntJ/('//l('n /'t'/1J1 (1/1(/11. [Pustaka PclaJar. Y ni:yJ.kJ.rlJ.: 2005) 

48 



Berdasarl<an diagram tersebut, terdapat tiga entitas utama datam penyaeoggaraan paayanan 

publik, ya,tu warga masyarakat, peogambil kebijakan dan penyedia paayanan publik. R�asi antara ketiga 

entitas tersebul terhubung dalam dua sik.lus, ya1tu siklus bag1an luar (garis solid) dan siklus bagian dalam 

{garis putus-putus). Siklus bagian luar merupakan siklus pelaksanaan mandat. Sedangkan siklus bagian 

daem merupakan sidus pertanggung jawaban mandal 

Siklus bagian luar, antara lam : 

Warga/masyarakat memberi mandat politik kepada pengambil kebijakan, yatu pemenntah. Pemberian 

mandat politik tersebut ket1ka rakyal memben suara dalam Pemilu atau saet masyarakat membayar 

paiak, 

Pengambd kebijakan kemudian memberi tugas kepada penyedia pelayanan publik untuk m�akukan 

pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk strateg, kebijakan. 

Penyedia pelayanan melakukan pekerjaan riel pelayanan publ1k berdasar tugas yang diberikan oleh 

pembuat kebijakan. 

S1klus bagian dalam, antara lain : 

Masyarakat membuat harapan petayanan berdasarkan kebutuhannya akan p�ayanan. 

Penyed1a pelayanan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban pada pengambil kebijakan 

Proses ini merupakan proses administratif. 

Pengambil kebijakan maakukan penanggung jawaban politik kepada masyarakat, misalnya dalam 

bentuk laporan pertanggung jawaban pejabat peme,intah. 

Penanggung jawaban kepada pubhk adalah salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik 

sebagai pelaksana administrasi publik, dan perilaku manusia dan e!ika menjadi salah satu pendekatan dan 

tema sentral dalam studi administrasi publik. Dalam kaitan tersebut, Simon yang dikutip oleh Rakhmat 

memperkenalkan suatu teori mengenai perilaku rasional dalam pengamb1lan keputusan organisasi. 

Menurut Simon, perilaku menyangkut tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kemudian, Rakhmat 

dengan mengutip pemyataan Thoha, menegaskan bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi 

dan interaksi antar individu, membawa kedalam tatanan orgamsasi, kemampuan kepercayaan pribadi, 

pengharapan dan pengalaman. 50 lnteraksi yang terjad1 antar manusia seharusnya diikat dengan nilai-nilai 

bersama sebagai suatu komunitas, yang kemudian oleh Makmur, d1sebul sebagai etika, yang merupakan 

suatu aturan hidup pada komunitas masyarakal atau manusia tertentu sehingga dalam melc1ksanakaan 

"Rakhmar. Ad111111ntrcLH dan Ak11muh,l11m /'11h/1k. Andr. Jakarta 2017) 

•• 



tindakan dan aktivitasnya menciptal<M keteraturan dan kehannonisan illlara sesama d�am komunitas 
manus1a atau masywakat tertentu. s1 

Berkatan dengan masalal etika, maka pada tahun 1998, American S-Ocialy for Public 

Administration telah meng�uarkan buku tent'"'9 pedoman penerapan etika dalam administrasi publik 
yang be<judul "Applying S/andanls end Ethics in the 21st Ceniur(, yang memuat 6 (enam) plinsip etika 
yang harus ada dalam administrasi publik sesuai dengan kepemerintahill yang baik. 6 (enam) prinsip 
tersebut, antara lain : 

Perteme. plinS1p melayani kepentingan publ� (se,ve the pubic interost} yaitu pnnsip yang 
menghendaki agar pwa karyawan selalu mendahulukan keperibngan masyarakat melebihi 
kepentingan pribacli dalam melaksanakaan tugas dill kewai1ban mefeka. Kedua, prins1p 
meoghormati konstitusi dan hukum. Prinsip ini tenta,g keharusan admmistralor publik utuk 
menghormati, mendukung dM memahami konsUtusi. Ketiga, prinsip menunjukan integritas 
pribadi yang mewajibkan administrator publik unluk selalu menerapkan stander yang paling tinggi 
d�am semua kegiatan agar dapat memberi inspirasi bagi kepercayaan masyaral<al Slandar 
perilaku im mencakup k�ujuran, tanggung jawab, konflik kepentingan, dan menghormab 
masyarakal Keempat, prinsip mempromosikan orgMisasi ymg beretika, dimMa administrator 
pub!k haus berupaya memperkuat kapabilitas organisasi unluk menerapkan etika, efisiensi dan 
efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakaL Ke§ma, prinsip keunggular. profesional, 
d1mana seorang administrator secara individual harus berusaha meningkalkill kapabibtas dan 
mendorong kemampuc11 individual para profesional. 52 

C. Kualitas Pelayanan Publik/Masyarakat 
Dalam masliah kualttas pelayanan dikenal teor 'exd' dan 'voice'. Teen ini dikembangkan oleh 

Albert Hmhman, yang menyatakan bahwa : 

Kinerja pelayanan publik dapal ditingkalkan apabila ada mekanisme exn dan voice 
Mekanisme exit berarti bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas, maka konsumen harus 
memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara yang lain yang disukainya. 
Sedangkan mekanisme voice berarti adillya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan 
kepada lembaga panyelenggara pelayanan publik. Juga dijelaskan bahwa mekanisme exit 
b1asanya lerhamuat �eh beberapa fakto, seperti kekuatan pemal<sa dari negara tidak adanya 
lembaga penyelenggara pelayanan publik alternattt, dan bdak adanya biaya untuk menaptakan 
lernbaga penyelenggara pelayanan pu�ik at:emalif. Sedangkan meken,sme voice biasanya tidak 
elektif karena pengetahuan dan kepercayaan lerhadap mekanisme yang ada, dan aksesibilitas 
serta biaya untuk mempergunakan mekanisme tersebul. 53 

'1 Mukmur , l:j1•k11fm11 heh1111Ju111 Jr..el1•mh11,:uw1 l'<'11,:uwm1111. (PT RdikJ Aditama, [Iandunp- 2015) 

•i Muhamm.id Ridh.1 Sumb 1'<•11f!11n1t1r h<'h11vlum !'11hhk. Juri 4Jm111n/nt11 :\','J[UrtJ, Kdn111Ju1111'11h/J/; 
Ad1111111111u\/ !'11h/1k l'duJmnm /'11h/1k. (im,d Um•1•r11am,•, llill,:J:11 /mpfrmenw.11 Keh1p1k1111. (:...'o1lpuli.�. 
Ynp:yo1k.111a 2016) 

" Rurrrnnto dan .-\tik Scpl1 wmaruh .. Ullnu1,•mc11 l'1•lr11111u111. l'l'll�l'mhon�w1 Modrl J,.omep/1111/. 
/'<·11l'r«J1cm ( 111:.1'11.1 ( lwr11·1 dmr S1anJt1r l'elu.11.mun .\f1111m11I. {Pu�lako1 PdJJdl. Y op:yak.irla: 2014) 
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T eori exit dan voice ini sejalan dengan teon pobbk klasik yang menyatakan bahwa, kekuasaan 

cenderung untuk korup atau disalahgumikan, sedangkan kekuasaan yang absolut sudah pasli akan 

dis�ahgunakan (Lord Acton druam Budiardjo, 1983). Dangan demikian unluk meningkalkan kuru1las 

pelayanan pu�k diperlukan adanya kesetaraan posisi tawar antara konsumen dengan lembaga 

penyelenggara pelayanan. Lebih lanjut Budiardjo men1elaskan, bahwa : 

Secara teoritis kesetaraan posisi tawar ini akan dapat dicapai dengan cara me:imgkatkan 
posi� l;,war kooSIJfTll!tl. ,tau dl!NJ'II 1;a1a laitl mentets)alan �""""'· dan meng01111d """'1S!l9-"'""' enbolp poo)"'"l!IW1111 p!!far"""" pobli._ P� Ill mem11f1!101i<lm 
lllJi!lfnya sul!tu beTtui< peil)'INl1 Y"'II klool ,to,, pelirJ'"""' yang Ila\. N'8&1 den,..,. 
pelar- yang hiil o1aJ ldaal llneb\Jt tonillllya momtaJl!Jhk1>1 perso� IW!llll 
"*"'laim.,,, dlompal,.an d,I, Lov.ioct. yar,g menyi!lal<'11 hah1,a peleyanan yang oai 
memw!Ulll:oll m,IJU!;lut aelaya,,n Yllf'!I ""'11'11 ba�. Hal .,. -. balr,,o fill¥l po!,>, p-enlln9 
adalah membuat setiap orang dalam organisasi berkualitas.5� 

Se<langkan menurut Crosby, Lehtiman dan Wyckoff yang d1kutip oleh Lovelock, 1988) 

menyatakan bahwa : 
Kualitas pelayanan merupakan penyesuian terhadap perinoan-penncian (conformance of 

specification), d1mana kualitas itu dipclldang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai, 
dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulan tersebul dalam rangka 
memenuhi kebutuhan pengguna jasa 55 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan Ibrahim yang dikulip oleh Herdiansyah, 

dengan manyatakan bahwa : 

Ku�ilas pelay,nan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang bemubungan dengan produk, 
jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat 
terjadinya pemberian pelayanan publik terse but. 56 

Sedcllgkan pemerinlah dalam meningkatakan kualitas pelayanan telah mengeluarkan Permenpan 

No. 36 Tahun 2012 lentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 

Berdasarkan Permenpan No. 36 ini, panyelenggaraan p�ayanan publik harus berprinsip pada : 1) 

kesederhanaan; Standar Pelayanan yang mudah dimengert,, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah 

diukur, dengan prosedur yang jelas dan blaya le�angkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara. 2. 

Kons,stensi; Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam 

,.. l)p ('//, h(lf.40 
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mentaaU waklu, prosedur. persyaratan. dan penetapan biaya petayanan yang teljangkau. 3. Partisipat,I; 

Penyusunan Stand" pelayanan dengan molibatk<11 masy,.akal dan �hak terkait <11tuk membahas 

bersama dan mendapalkan kesetarasan alas das"' komitmen atau hasil kesepakatan. 4. Akunlatel; Hal· 
hal yang d1atur dalam standar pelayanan harus dapat ddaksanakan dan d,pertanggun�awabkan secara 

koosisten kepada �hal< YMII berkepentingan. 5. Berl<esinambungan. Standar pelayanan harus dapal 
berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan pemngkatan kualilas pelayanan. 6. Transparansi; 
harus dapat dengan "'"dah clakses dan diketah� oleh seturuh masyarakal. 7. Keadian; Standar 

pelayanan haus menjamin bahwa pelayanan yang <lberikan dapal menjangkau semua masyarakat yang 

berbeda status ekonom,, Jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapablktas f•ik dan mental. 
Namun demib<11, untuk mencapai sualll kualitas pelay<11an YMII blik sebag�mana yang 

diamanatkan datam Permenpan No. 36 Tahun 2012. maka salah salu prasyarat utama adalah adanya 
partisipasi publik. Partisipasi publik akan sangat maksirnat jika ada keing�an yang sama untuk saling 

lerbuka temadap berbag� macam as�rasi sehingga akhimya dapat memJukung demokraa. 

0. Partisipui Publik/Masyaral<at 

M.C. Burkens yang dluangkan dalam bukunya "Beginselenvon de democralkche rechls/aar 

menyatakan bahwa : 
Ketefbukaoo sebagai salcti satu sy.Yat minimum demokrasi, yang salal'l satunya adalah 

bahwa seUap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak alas kebebasan berpendapat dan 
berkurnpul, dan terbuka dalam pengambitan keputusan dan �lat kegiat<11 Y"'9 terbuka" 

Berdasar pada pem�iran Burkens torsebul, maka kelerbukaan adatah sebuah condifio sine 

quanon bagi penyelenggaraan pem�tahan yang demokratis. Tidal< adanya pernerintahan yang terbul<a, 

maka tidak ada pemerintallM yang demokratis. Sejatan d9ngan pemikllan tersebut, Ibrahim F.I. Shihala 
(saat meniabat sebagar General Counsel dan Bank Ounia) mengemukakan 4 (empat) unsur pemerintahan 
Y"'9 dal,rn proses pembuatan keputusan Udak sewenang-wenang, yaitu a GowmBnGe by rule 
(pemenntahan berd= hukum); b. Accoun/abilly (pertanggungjawaban); Transp8Ianey (transparan); dan 

d. Paniaption (partisipas,). � 
T,ansparan�. ak1111tabilitas dan patisi� masyarakaal merupak111 sya-at terfladap t1Jcip(anya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good govemanca). Tanggung jawab 

•• Philipu..,. M HaJj,m. /'af,nJuri,:1111 H11lrnm HUI!, fful;:\m 1/1 l11thme.m1, rT Hi1u. llm11. Sur:.h.t�.t IYJo:71. 

'' A1111 Seidman. l'r:11gu.1wum U11nc:,111gu11 l/111.f1111g-f:,,t1unJ! /Ju/um l'rrubalum Mc11yum!u1 _111111{ 
/)(•nmkrutlf, L..:r}l:mo1h.in Jchancs Usfunan Jkk, (Prny..:k ELIPS. J!dk!drtd: 2001) 
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masyarakat untuk mengontrol temadap lembaga pemerintah merupakan wujud dan bentuk partisipasi 

masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian karena transparansi dan akuntabilitas itu send1ri 

tidak hanya diperlukan bagi pemerintahan saJa akan tetap1 juga bagi masyarakat. Selain itu, transparansi 

dan akuntabiltas untuk masyarakat seharusnya Juga d1barengi dengan adanya sarana akses yang sama 

bagi seluruh masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pemerinlah. Jika akses dan saluran im 

diberikan oleh pemelintah maka sarana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berperan serta dan 

m�akukan kontrol. Aksas dan saluran itu pertu diadakan oleh pemenntah agar semua k�ompok 

masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut 

08'am kaitan tersebul, Muhammaa Ridha Suaib, menjelaskan bahwa : 

Karena dalam masyarakat sangat plural, maka sistem pemerintahan yang demokratis dan 
amanah itu berangkat dari asumsl-asemsi antara lain, bahwa dalam masyarakat rtu terdapat 
banyak sekah kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda satu sama lain dan saling bersamg, 
dan pemerintah 1tu hsrus manawarkan suatu akses dan sarana partisipas1 yang sama kepada 
kelompok-kelompok kepenlngan lersebul." 

Seialan dengan hal tersebul, Bappenas membenkan beberapa syarat untuk adanya partis1pasi, 

d1antaranya : 

Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan; ada keterkatan dari tuJuan hidup; 
kemahiran menyesuaikan diri; ada prakarsa; ada iklim partisipasi, yang meliputi: (1) kedaulatan 
peserta d,hormati; (ii) wewenang yang dilimpahkan dihormati, (iii) tenggang rasa, (iv) 
mempunyai perasaan bahwa keikutsertaannya berarti bagi dirinya dan masyarakat. 60 

Dalam upaya meningkatkan partisipas1 masyarakat dalam hal pelaya11an publik, maka pemerintah 

membuat suatu kebiJakan yang mempermudah masyarakat dalam menyampaikan partis1pasi dengan 

media pengaduan masyarakat. Dalam hal pengaduan masyarakal terhadap pelayanan publik, d1atur dalam 

Pasal 36 dan 37 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres No. 24 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyetenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, dan 

Permenpan/RB No. 3 Tahun 2015 lentang Road Map Pengernbangan Sislem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional. Dengan regulasi ini d1�arapkan akc:11 diperoleh partisipasi masyarakat yang 

berupa masukan bagi upaya perbaikan pelayanan pubik ke depan. 

''! Dr. H. Muhammad Rrdha Suarb, /'ent:1111111, Keh111ik1111 J>11h/1k Dari AJmm11/m11 Negara. Kehyakan 
1'11hl1i· Adm111J11tro11 Puhhk, Petavanan P11hl1k, Good Uol'�mun,e, Hm��u fn,p/emen/as, Keh1Juk11n, (Culpulus. 
Y,1[!yakmt,, 201o) 

w Dncktorat Aparatur Negara. Kementemm /'e1encan11an /'emhangumm Ncmomrl H(/ppenm, Tahun 
2010 



E. Pengaduan Publik/Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan secara umum disebul complain atau pengaduan. Definisi 
tenlang pengadu.r1 banyak ditemui dalam pefaturan-peraturan yang dibuat pemerintah, salah satunya 
terdapat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 1013 tentang Pengelolaan Pengaduan. Pada 

Pasal 1 angka 6 Perpres tersebut men1elaskan bahwa, Pengaduan ad�ah penyampaian keluhan yang 
disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik alas pelayanan pelaksana yang 
tidak sesuai dengan standal' pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh 
penyelenggara. 

Definisi tersebut terdapat 3 (tiga) point yang bisa d1ambd kesimpulannya, yaitu mas�ah 

penyampaian keluhan tentang pelayanan yang t1dak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik; 

Penyamp�an keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh penyetenggara layanan; dan Penyampaian 
keluhan tentang pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan. 

Oengan berdasar pada definisi yang digunakan dalam Perpres tersebut tenlunya dapal d1pahami 
bahwa pengaduan pelayanan pu�ik yang disampaikan masyarakat kepada penyetenggara pelayanan 
pu�ik merupakan s�ah satu bentuk pengawasan yang ddakukan masyarakat kepada penyelenggara 

pelayanan publik, k.:l"ena dalam pelayanan pubJik merupakan salah satu dari Uga unsur pengawas 
eksterna yang diatur d�am Undang-Undang No. 15 Tahun 1009 tentang pelayanan publik. Pengaduan 
masyarakal 1uga berguna bagi pimpinan dalam organisasi penyelenggara pelayanan pubhk untuk 

melakukan evaluasi terhadap bawahannya dalam pelaksanakan standar pelayanan publik. 
Selain 1tu, dalam upaya mewu1udkan pelayanan pnma dan berkualitas, paradigma 

pelayanan pubik berkembang dengan fokus pengelolaan yang beroneetas pada kepuasan pelanggan 
(customer • driven government). Untuk mencepa tu1uan tersebut diperlukan feedback dari masyarakat 

sebagai pengguna layanan agar pemenntah sebagai penyelenggara layanan mengetahui apa keluhan 
masyarakat terhadap pelayanan publlk yang telah dilaksanakan oleh pemenntah. Salah satu bentuk 

feedback yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan adalah melaJui pengaduan. 
Oleh karena nu, Pemerintah harus melakukan tata kelola pengaduan pelayanan publ1k dengan 

baik. Untuk itu, diperlukan kCJTiitmen dan pemahaman bagi seluruh stake holder pelayanan publ1k. dan 

mulai p1mpinan penyelenggara layanan, pelaksana layanan sanpa dengan kepada masyarakat sebagai 
penggunan pelayanan publ1k. Untuk ilulah, maka dalam Peraturai Presiden No. 76 T ahun 2013 ten tang 
Pengelolaan Pengaduan. ada beberapa tahapan penUng yang perlu d1kelahui oleh penyelenggara 
pelayanan publik agar tata kelola pengaduan dapat be�alan secara efekUI dan efesien, diant;yanya yaitu: 
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(1) te,sedianya sarana penyarnpaian pengaduan, dapat melaui telepon, sms, WA, datang langsung, dsb; 

(1) adanya pejabat yang mengel�a pengaduan; (3) terdapat s,stem mekanisme prosedur pengaduan; (4) 

terdapat Jangka waklu penyelesaian pengaduan; (5) menyusun laporan secara berkala hasil pengelolaan 

pengaduan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluas1 dan pertimbangan kebijakan peningkatan 

pelayanan pubhk. 

Mengacu pada Perpres No. 76 Tahun 1013 tersebut, kemudian Bappenas mengeluarkan 

rekomendasi perbaikan elemen manajemen pengadua, masyarakat Pertimbangan yang digunakan untuk 

mempefbaiki menajemen pengaduan masycl"akat untuk pelayanan publik adalah karena masih lemahnya 

kondisi aktual elemen man�emen pengaduan yang dimiliki �eh instansi penyelenggara pelayanan pubhk 

di Indonesia Padahal elemen-elemen tersebut terbukti secara signifikan berpengaruh lerhadap 
keberhasilan implementas1 manajemen pengaduan masyarakat Oleh Bappenas, hal-hal yang dianggap 

lemah adalah a. masih banyak instansi yang belum memiliki SOP penanganan komplain; b. tim atau 

bagian penanganan komplain belum tercantum dalam struktur orgamsasi; c. koordinasi dan Sinerg1 belum 

kuat; d. SDM menangani kegiatan penanganan pengaduan 1uga menangani kegiatan lain; e. belum ada 

fasilitasi merit system; I. sebagian besar sarana dan lmrastruktur yang dimilik1 masih terbatas pada kotak 

saran dan hotNne; g. pencatatan data pengaduan yang masuk sudah dilakukan tapi pelaporan penanganan 

keluhan masih belum dicatat; h. pendanaan operasional masih terbatas; dan i kesadaran masyarakal akan 

hak mengadu mas1h kurang. 

Sederigkan strategi untuk memperba1ki elemen manajemen komplain adalah melalui faktor-laktor 

sebagai berikut 1. perbaikan pada perencanaan penanganan keluhan; 2. pengembangan SOP 

penanganan keluhan; 3. pengembangan sistem mooitoring dan evaluasi penyelenggaraan manajemen 

komplain: 4. perbaikan terhadap aspek personal petugas melalui pendidikan; 5. sosatsasi manajemen 

komplain kepada stakehclder, yaitu penggunan intern� dan ekstemal. 61 

BAB IV MATER! MUATAN YANG DlATUR 

A. Ruang Lingkup Muatan 

Ruang lingkup pengaturan tentang pengelclaan pengaduan masyarakat Sekretanat Jendera DPR 

RI mehputi Pengawasan masyarakat; Pengaduan masyarakat; Pengaduan berkadar pengawasan, 

Pengaduan tdak berkadar pengawasan; Pengelolaan pengaduan masyarakat; tindak lanjut pengaduan 

masyarakal, konfimasi; klanfikasi; tracking pengaduan; et1ka pengelola pengaduan masyarakat. Materi 

•1 Bc1rrcna�. /,a('firan J..a}lan .\1aml)em1:11 l'rngwl11a11 M1Maml.a1 dan l'rlayanim Puhl,k. T ahun 2010. 
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muatan yang d1atur meliputi pengaturan yang d1harapkan sebagai pedoman slandar bag, penanganan 
pengaduan masyarakat kepada Sekretanat Jenderal DPR RI 

B. Sistematika Muatan 

Adapun kerangka muatan yang diatur dalam s1stemaLika bab-bab penyusunan rancangan 
peraturan Sekjen DPR RI lentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakal Sekretariat Jenderal (Set1en) DPR 
RI, sekurangnya adalah sebagai benkul : 

1. Ketentuan Umum 

Sebagaimana lazimnya suatu peraturan perundang-undangan, maka ketentuan umum d1perlukan 
untuk memuat pengerlian-pengertian dan balasan-batasan dan istilah yang d1gunakan dalam peraturan. 
K��asan pengertian dan batasan akan mewujudkan kepastian pengaturan. Misalnya epakah arli arti dan 

pengawasan masyarakat: pengaduan masyarakat; pengaduan berl<adar pengawasan; pengaduan bdak 
berkadar pengawasan; pengelolaan pengaduan masyarakat; tindak lanjut pengaduan masyarakat; 
konfirmasi; �arifikasi; tracking pengaduan; etika pengelola pengaduan masyarakat, serta pengerlian 
lainnya yang perlu dijelaskan. 

2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 

Peraturan Sek1en DPR RI tentarig Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Seqen DPR RI sebagai 
panduan dalam peng�olaan pengaduan masyarakat. Selain itu, JUQa sebagai panduan atau sebagai 
pedoman dalam m�akukan koordmasi antar unit keqa di lingkungoo Setjen DPR RI dalam peng�olaan 
pengaduan masyarakal 

Sedangkan tujuan yang mgin dicapai adalM untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan 
masyarakat yang efektil dan efis1en, serta menghindari terjadinya duplikasi dalam penanganan pengaduan 
masyarakat; mewu1udkan koordmas1 pengelolaan pengaduan masyarakat anlara antar unit kerja lain di 
hngkungan Seqen DPR RI; memberdayakan pengaduan masyarakat sebag� kontrcl sosi� terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan untuk untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good 
governance); 

3. Kriteria·kriteria Pengaduan 
Knteria-kriteria pengaduan d1masukkan dalam muatan materi dalam Persekjen. Hal mt 

dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas dalam upaya pengelolaan pengaduan masyarakat 
Se�en DPR RI. Mengenai kriteria pengaduan yang dirumuskan dalam Persekjen, maka beberapa hal 
dapat dirumuskan dlantaranya bahwa pengaduan yang disampa1kan bersifat obyektif dan bdak subyeklif 
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(tidak bers,fat fitnah pada seseorang); bers1fat konstruktif untuk kepentingan pengembangan orgarnsasi 

yang lebih baik dimasa yang akan datang; substansi yang dilaporkan lebih banyak menginformasikan 

adanya indikasi terjadmya patanggaran, penyimpangan dan penyelewengan di Setjen DPR RI, dan 

pengaduan dapat berupa sumbang saran terhadap peny�enggaraaan tugas dan lungs, Setjen DPR RI. 

4. Azas-asaz Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
.Azas-azas dmasuken dalam muatan materi dalam Persekjen DPR RI tentang pengeloaan 

pengaduan mas�arakat Set1en DPR RI. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang 1elas dalam 

upaya memenuhi tata pengelolaan pengaduan masyarakat yang ba1k. Dalam azas-azas Persekjen 

tentang pengatoaan pengaduan masyarakat Set1en DPR RI, d1Jelaskan mengenai landasan hukum dalam 

penanganan pengaduan masyarakat; tranparansi, dengan memberikan kesempaan kepada mayarakat 

dalam melaksanakan hak-hak.nya memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak d1skriminatif; 
efe�1fitas dan efisieosi, akuntabilitas kepada masyarakat, obyektif berupa fakta dan bukti, proporsion� dan 

kerahasiaan. 
C. Sub<tansi Pengaduan Setjen DPR RI 

1. Pengawasan Masyarakat 
Substansi pengaduan, diantaranya berisi ten!ang ketentuan umum, yang antara lain membahas 

tentang batasan pengertian atau definisi; kemudian berupa singkatan atau akronim yang dituangkan 
dalam batasan pengertian atau definisi; atau hal-hal lain yang bersifat umum yang ber1aku bagi pasal atau 
beberapa pasal benkutnya, antara lain kelentuan yaig mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. 

Karena substansi yang diatur menyengkut mas�ah pengaduan masyarakat kepada Setjen DPR 

RI, tentunya akan sangat berkaitan tidak hanya pada masalah pelayanan yang diberikan oleh Setjen OPR 
RI, baik kepada masyarakat yang dalam hal mi Anggota DPR RI, Tenaga Anti (TA). Staf Adminisuasi 

Anggota (SAA), dan masyarakat umum lainnya, tetapi juga pengaduan yang meoyangkut penyimpangan 

lainnya, m1salnya masalah penyalahgunaan wewenc119, adanya benturan kepentingan, dan masalah 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau peg .. ai Se\en DPR RI. Berkaitan dengan masalah im, pada 

lahun 2015 lalu, Sehen DPR RI tetah rnenerbuken Persekjen No. 8 Tahun 2015 tenlang Pedoman 

Penanganan Benturan Kepentmgan di Setjen DPR RI. Serta Persekjeo No. 9 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Sstem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System - WBS) Tindak Pidana Korupst d, 

Lmgkungan Seijen DPR RI. 

Pengaduan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI, Tenaga Ahli (TA), Slaf Adminislrasi 

Anggota (SAA) dan masyarakat umum lainnya, merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh 
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masyarakat pengguna pelayanan publik. Oleh karena itu, sebaga, bentuk pengawasan, maka daam 

peraturan lentang pengelolaan pengaduan masyarakal, frase pengawasan masyarakat dapat dirumuskan 

secara terpisah antara pengawasan dan masyarakat. Rumusan tentang masyarakat memang sangat 
beragam lergantung pada aspek apa saja yang menjadi inU definisinya. Namun demikian, secara umum 

pengertian masyarakat adaah s�umtah manusia yang hidup daarn suatu lingkungan dalam kunm waktu 

yang cukup lama sehingga melahirkan suatu budaya dengan satu kesatuan kriteria dalam memiltki 
system kehidupan bersama. s2 

J1ka kita mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik. 

masywakat didefims1kan sebagai seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang 
pernrangan, ketompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai pener,ma manlaat pelayanan 
publik, b�k langsung maupun udak langsung. 

Sementara itu, pengawasan daarn suatu lembaga bukantah mencari suatu bentuk kesalahan, 

teta� adalah untuk bag�mana mempe,baik, suatu pe,buetan keliru berdasarkan standar yang ditetapkan 
dalam ketentuan yang berlaku.63 Sedangkan pengawasan, dalam konleks ini dimaknai sebagai bentuk 

part,s,pas, masyarakat terhadap petayanan dan kegiatan penyelenggaraan pe,nerintahan, yang ddakukan 

oleh intans, pemerintah d�am h� ini Seljen DPR RI. Partisipasi daam Per.Meneg. PAN No. 

PERIOSIM.PAN/4/2009 atau biasa disingkat Permenpan No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum 

PenanganM Pengaduan Masyarakat Bagi lnstansi Pemerintah menyebutkan, bahwa partisipasi 
masyarakat adaah peran ak!f masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari korups1, kolusi cm nepobsme. Oleh kcl"ena ilu, rumusan yang paling 
memungkinkan dlgunakan unluk mendefinsikari pengawasan masya-akat dengan mengacu pada 
Perman pan No. 05 T ahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakatnya Bagi 
lnstansi Pemerintah, dengan de�nisi rumusannya adalah bahwa, pengawasan masyarakat merupakan 
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggcl"aan pemerinlahan. Jika dika1tkan 

dalam konteks instansi pelaksananya, maka penyelenggaraan pemenntahan dalam hal ini ad�ah Setjen 
DPRRI. 

2004). 

58 



,::, ,. -. . .., � .,..... . 
•.11..L • \ . , 1 1 ' -- • Io. .. ..,_ 1,�t .. -.,;..;i.�( 

2. Pengaduan Masyarakat 

Dalam ketentuan umum. juga pertu membefikan de!inisi tentang pengadu dao pengaduao 
masycirakat. Pengadu menurut Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publk, Pel!Mllpan RB No. 24 Tahun 2014 Padoman Penyelenggara dan Pengelolaan Pengaruan 
Pelayanan Publ� Secara Nasiooal dan Permen�B No. J Tahun 2015 lentang Road Map 
Pengembangan Sislem Pengelola,r, Pengaduan Pelayanan Publik Nasiooat, adalah seluruh pihak baik 

warga Negara maupun penduduk baik orang perorangan, kelO!lljl(lk maupun badan hukum yang 
menyamnparkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan masyarakat. 

Sementara itu, Dalarn Peraturan Presiden No. 76 Tah111 2013 tenlang Pengetotaan Pengil<iJan 
Pelayanan Publik dan Pemenpan.RB No 24 Tahun 2014 IMtang Pedornan Penyetenggaraan Pengelolaar, 
Penga<I.Jan Pelayanan Publk Secaa Nasiorlal dan P�B No. J Tahun 2015 tentang Road Map 
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Petayanan Publik Nasional, mendefinisikan pengaduan 
sebaga peny,rnpaian ketuhan yang dis,rnp�kan pengadu kapada pengelola pengadu,r, petayanan 
publk alas pelayarian pelaksana yang tidal< sesua dengan slarldar petayanan, atau pengaba111 kewajiba'\ 
dan/atau pelMggaran larangan penyetenggara Sedangkan pengadu adalah seturuh pihak baik warga 
negara maupw1 penduduk bail: orang perseorangan, kelornpol< rrl3U!l<Jn badan hukum yang 
menyan1paikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. 

Sedarlgkan staldar pelay111111 adalah totak uktx Y"'9 dipergunai<an sebag.i pedoman penyetenggara 

pelayanan dan acuan pemlaian kualilas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalool rar,gka pelayanan yang berkualitas. cepat, mudah. tefjangkau. dar1 lerukur. Sedangkan 
sarana pengaduan adalah tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang <lse<lakan secara 

khusus unluk menerima pengaduan dari pengadu atau pene<ima pelayanan. 
Sementara itu. datan konteks pengaduan sebaga bentuk pengawasan, maka hal terpenting 

dalam meng�ola pengaduan masyarakat adalah kecepatannya dalarn merespcns dan menindaklanjuti 

suatu pengaduan. dar1 ini merupakan caminan dari baik buruknya unit petayanan pengaduan di suatu 
instansi. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang obenkan, maka perlu 

adanya akses kepada Anggota OPR RI, Tenaga Allfi (TA). S1al Admnistrasi Anggota (SAA) serta 

masyarakat umum lainya untuk memberikan informasi, saranJpendapatltanggapan/komplain/ pengaduan, 
b�k dalarn bentuk kotak pengaduan. kotak pcs atau satuan tugas penelima pengaduan yang b«fungsi 
menerlma dan menyelesalkan pengaduan. Oleh karena itu, setiap orang yang menyampalkan pengaduan, 
baik secara tertulis maupun secara Jangsung kapada pejabatlpetugas penerima pengaduan dibefi 



surat/landa bukb pengaduan. Pada sural/fom,ulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan 
pajabaUpetugas yang beiwenang untuk menyelesatkan masalahlpengaduan tersebul dan jangka waktu 
penyelesaiannya. 

Mengenai jangka waklu penyelesaan m�ahlpengaduan, maka Pennenpan No. 19 Tahun 1014 
tenlang Penyelenggaraan Pengel�aan Pengaduan Pelayanan Pubhk Secara Nasional menegaskan, 
bahwa penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu paling lama 60 (enam puluh) haii 

kalender. Sementara ilu. dalam Permenpan/RB No. 76 Tahun 1013, menyebutkan bahwa pengaduan 
dapal dilakukan paling lambat 30 hari sajak pengadu menerima layanan, dan penyelenggara waj1b 
rnenyelesakan setiap pengaduan paling lambat 60 han sejak berkas pengaduan dinyalakan lengkap. 
Sedangkan Permenpan/RB No. 14 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyampaian penyelesaian 
pengaduan kepada pengadu pahng lama 60 hari kalender s�ak penyelesaian pengaduan. 

Pada bag1an lain, dalam hal mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dikelompokan dalam 
2 (dua) kalagori, yaitu pengaduen yang berkadar pengawasan dan pengaduan yang tidak berkadar 

pengawasan. Dalam Permenpan No. 5 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa pengaduan yang berkadar 

pengawasan adalah : a '!labila substansilmaten pengaduoo logis dan mernadat dengoo identilas pelajlor 
Jelas serta di dukung bukti awal, hMJs dUakukan pemeriksaan untuk mernbuktikan kebenaran 

inlom,asinya, b. 'll'�la subtansi/materi pengaduan logis dan memadli serta didukung dengan bukh awal, � 
namun identitas pelapor tidak jelas, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mernbuktikan kebenaran 
inlom,asinya, c. '!l'�la substasumateri pengaduan tidak mernada den identifikasi pelapor Jelas, pellu "'-..... 

dllakukan �aiifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan pernenksaan; dan d. apabila substoos, 
permasalahan sama, sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informas, bagi proses 
pembukt1an. 

Sedangkan pengaduan yang lidak berkadar pengawasan adalah : a. ajlabila subSlans,/materi 
pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lam sebagainya yang bermanfaat bag1 
perbaikan penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan 
pengambilan keputusan; dan b. apabila substans1/materi pengaduan bdak logis yang berupa keinginan 
p�apor secara norrnabve tidak sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undang!II yang benaku dan 
pemerinlah bdak. mungkin memenuhmya, maka tidak diproses lebih lanjut 

Sementara dalam Pem,enpan/RB No. 64 Tahun 1011 memberikan pengertian yang lebih 
sederhana tenl�g pengaduan berkadar pengawasan, adalah pengaduan yBllg bensi infonnasi adanya 
indikasi terjadinya pen�mpangoo atau peny�ahgunaan wewen"'!J yang dilakukan oleh ajlaratur, 
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sehingga mengak1batkan kerugian masyarakat/negora. Kemudian pengaduan yang tidak berkadar 

pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang berisi informasi berupa sumbang saran, kritik konstruktlf, 

pem,intaan sumbangan dan lain sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelengg.l'aan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 
Dari dua aturan tersebut di atas (Permenpan No. 5 Tahun 2009 dan Permenpan No. 64 Tahun 

2011) tenlang pengaduan yang tidak berkadar pengav,asan maupun pengaduan yang berkadar 

pengawasan, menekankan beberapa hat dianlaranya bahwa pengaduan harus obyektif dan Udak 

mengedepankan unsur fitnah kepada seseorang atau kelompok yang dibuktikan dengan adanya nama dan 

atamat yang jetas, dan lebih bersilat kontruktil, serta adanya sumbang saran yang tujuannya unluk 

membangun organisasi atau memperbaiki pelayanan di masa depan. Sedangkan informas1 adanya mdikasi 

pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan peJabat atau 

pegawai mstansi pelayanan publik adalah sebu� bentuk pengaduan dalam kadar pengawasan 

3. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan 
Hal yang berkailan dengan mekanisme pengelclaan pengaduan, diatur dalam Pas� 2 ayat (1) 

dan (2) Perpres No. 76 Tahun 2013, yang berbun�: ayat (1) Pengadu mernpunyai hak menyampaikan 

pengaduan atas pelayanan pelaksanaan yang t1dak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian 

kewaJ1ban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara: ayat (2) Dalam pengaJolaan pengaduan, 

penyelenggara wajib· a. Mengumumkan nama dan aJamat kantor penanggung jawab pengelola 

pengaduan: b. MensosialisasikE11 mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan: c. Menerima, 

menanggapi, memproses dan menyelesaikan sehap pengaduan; d. Menyalurkan pengaduan yang bukan 

kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang: dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

alas pengelolaan pengaduan. 
Lebih lanjut dijetaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Perpres No. 76 Tahun 2013, yang berbunyi . 

Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pad a ayat { 1) meliputi: a. 

penerimaan, terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengacluan dan pencatatan serta pemberian 

tanggapan kepada pengadu. b. peoelaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari idenUhkasi masalah, 

pemeriksaan substansi pengaduc11, klarifikasi, evaluas1 bukU, dan seleksL c. penyaluran pengaduan yaitu 
meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan 
tidak menjadi kewenangannya. d. penyelesaian pengaduan, terdiri dan penyampaian saran peoyelesaian 
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kepada p�abat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pembenan inforrnasi kepada pengadu, 
pelaporan tindak lanjut, dan pengars,pan. 

Dengan mengacu pada Perpres No. 76 Tahun 2013, kemudian Kemenpan,RB mengeluarkan 
Perrnenpan,RB No. 24 Tahun 2014 yang pada Bab Ill tentang Mekanisme Pengel<>aan Pengaduan 
Pelayanan Publik Secara Nasional, dengan togas dan jelas menyatakan bahwa . 

a. Penyelenggara w�ib menerima pengaduan sesuai dengan kebijakan "no wrong door polcy", 
yaitu menerima pengaduan dari manapun dan jeois apapun serta menjamin bahwa 

pengaduan akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani; 
b. Penenmaan Pengaduan melipub: 

1) Pengaduan secara langsung kepada Penyelenggara, yaitu pengaduan yang disampaikan 
secara lisan; 

2) Pengaduan secara tidak langsung kepada Penyelenggara, yaitu mel�u, : 
a) kotak pengaduan: 
b) surat, 

c) teknologi informasl, seperti: telepon, faksimili, website, surat elektronik (e-mail), media 

pen�aran, layanan pesan singkat (SMS/Sho� Massage Service), atau j�anng sosial 
dan sejemsnya 

Sementara itu, dalam penenmaan pengaduan dikenal juga dengan penerimaan pengaduan 
secara langsung dan penerimaan pengaduan bdak secara langsung. Dalam PermenpanlRB No. 24 Tahun 

2014 disebutkan bahwa penerimaan pengaduan secea loogsung meliputi : a Pengelola menerima 

pengadu di tempat peoyelenggara; b. ldentltas Pengadu d1jamin kerahasiaannya; c. Pengelola wajib 
mendengarkan aduan pengadu, mencatat substansi pengaduan, dan memberikan responltanggapan 
secara langsung; d. Pengelola memeriksa substens pengaduan dan aspek kewenangat. Apabila 
substans, pengaduan d1luar kewenangan penyelenggara, maka berkas pengaduan tersebut waj1b 
diteruskan kepada penyelenggara lain yang berwenang, serta harus diinformasikan kepada pengadu; 
e. Pengelola wajib mencatat setiap pengaduan yang memual sekurang-«urangnya identilas pengadu 
yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nornor pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan, dan 

tempat. waktu penyampaian, serta tanda tangan. I, Apabila karena kond1Si IMentu pengadu bdak 

mampu menulis dan/atau membac:a, maka pengelola wajib membantu pengadu untuk meng1s1 
formul1r pengaduan tersebut. 
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Dalam penanganan pengaduan langsung di Setjen DPR RI d,tangani oleh Biro Protok� yang 

lertuang dalam Perse�en No. 6 Tahun 2015 yang tetah drubah dengan Pe<Se�en No. 7 Tahun 2018 

ten tang Peruoahan Kedua Atas Perse�en DPR RI No. 6 T ahun 205 ten tang Organisasi dan Tata Kefja 
Seijen dan Sadan KeahUan DPR RI. Pada Pasal 11 huruf i, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugas sebaga,mana dimaksud dalam Pasat 10, Biro Protol<of menyelenggarakan fungsi penyak,ran 

detegasi masyarakat dan penyelenggarakan urusan logistik keprotokolan. Kemud,an pada Pasal 20 ayat 

(2) menjelaskan bahwa Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masy..-akat memp,myal tugas pelaksanaao 

penyaluran defegasi masyarakat dalam rangka penyarnpalan a,pirasi masyarakat kepada DPR Rt, 

pelaksanaan urusan logistic keprotok�an. pelaksanaan tata usaha Bagian Upacara dan Penyaluan 

Delegasi Masyarakat. 

Sedangkan, prosedur penenmaan pengaduan lidak langsung kepada penyelenggara sesuai 

Pennenp� No. 24 Tahoo 2014, pelaksalaa,ya sebagai beril<ut a Pengelola memenksa substansi 

pengaduan dan aspek kewenangan. Apa�la substansi pengaduan di tu..- kewenangan penyetenggara, 

maka pengaduan tersebut wajib llteruskan kepada penyelenggara l�n yang berwenang, dan hal ini 

harus dnnfo,masikan oleh pengetota kepada pengadu; b. Jika pengaduan terseoot tidak menyebut 

1dentilas atau anonim dan tidak. ada nomOf kontak yoog bisa cfihubungi, maka pengaduan tersebut 
�at diabaokan; c. Pengetota pengaduen <nembertan respon atau tanggapan awat kepada pengadu 

paing lambat J (t�a) hari kerja s�ak pengaduan ditenma; d. Pengetota penga<IJan membenkan 

nomor pengaduan kepada pengadu untuk menjad1 acuan dalam penyelesaian pengaduan, dan e 
Penyetenggara wajib menye<iaklrl sar,r,a bagi pengadu untuk dapal memantau status penyetesaian 

pengaduan. 

Seijen DPR RI dalarn penanganan pengaduan tidak langsung lltangani oleh Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat. Hat tersebut tercantum d�arn Pasat 21. Persekjen No. 6 Tahun 2015 yang tetah 

dirubah dengan Persek1en No. 7 Tahun 2018 tentanu Perubahan Kedua Atas Perse�en DPR RI No. 6 

Tahun 205 lerrtang Organisasi dan Tata Kelja Setjen <Ian Bad..-, Kealwan DPR RI, yang berboo�: Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan dibldang hukum dan 
pengaduan masyarakat Sedangk'"1 Pasat 28 menyeoolkan bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat 

mempooya tugas metaksanak..-, kegial'"1 anaisi dan pengministrasian ,,.at peng�an masy..-akat 

dan pennasalahan y..-,g disarnp�kan kepada DPR RI. 

Beldasman pen)elas'"1 di alas, bahwa berkaitan dengan lllgas dan fungsi DPR RI, mel<anlsme 
pengaduan masyarakat saat ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, diantaranya melalui suratAertulis, 
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m�alui website atau pengaduan deng"1 datang langsung. Peogaduan melalui surat tertulis, masya,akat 

menyampaikan surat pengaduan tertutis dit�ukan ke alamat PimpioanlKomisiffiadan DPR RI, J. Jeno. 

Gatol Subrolo, Senayan Jak"1a. Peogadual m�alui website menggooak"1 alamat websi/e 

wwwdor.qo.id (hltQs:llpengaduan.dpr.qo.id) Aparnla menggunakan websile, pengadu mengisi form 

pengadU"1 deng"1 melampirl."1 ldentitas. 
Selam itu, beberal)a hal h...,, dipematikan agar pengaduan dapat diproses �bih lan1ut, 

dianta,anya : surat/website mernuat identitas dan alarnat pengirim yang jelas <Ian teogkap; suraUwebsite 

memuat maksud dan tujuM yang jelas; subtansi permasalahan ycW19 disampaikan memerlukan 
peny�osaian atau respoo; dan data pendukung disampaikan secaa leogkap dan akural Mekanisme 

pengaduan dengan datang langsung, maka masyarakat datang langsung ke Bagian Protokol. Sedangkan 

pengaduan melal11 SMS asporasi Ii nonor: "628119443344. 

Keberadaan Bagian Pengaduan Masyarakat sebaga1 unit pengelola pengaduan masyarakat I 
rnemang lebih banyak menerima pengaci,an Y"'9 <itu,.,kan kepada Pirnpm"1 OPR RI dan Alai 

Kelaogkapan Dewan (AKO). Hampir mirip dengan unit Pengaduan Masyarakat yang dalam praktiknya 

pengaduan yang masuk leblh b"1yak Y"'9 berkaitan dengan kegiatan Pimpinan OPR Rt d111 AKO, maka 

saat in, DPR RI juga memilik, a�ikasi pengaduan yang diberi nama Aplikasi DPR dalam Genggaman 

Rakyat atau 'DPR Now' yang merupakan platfonn me<ia sosial seperti lnslagmm, facebook. maupun 

twitter. Oalam media ini, setiap pengadu juga harus mengisi berbagai kelengkapan data diri. Hal ini agar 
memudahkan OPR RI dalan menindaklanjuti aduan yang �sampaikan. Seh1ngga, terjalin komunokasi d\Ja 

,rah anta,a DPR RI dengan masyarakat dan sebooknya Melalui aplkasi 'DPR Now" berbaga program 

dan fungsi yang telah cljalankan oleh OPR RI b.,, disosiaksasikan dan diinforma•kan kepada publik. Pun 

sebalknya, publik bisa melhat s� aktifitas dan denyut nadi kegiatan para waki/ rakyatnya <i OPR RI. 

Bahkan berbagar srdang maupun kegiatan kedewanan bisa �lihal secara roal time di DPR Now. 

Sed<11gkan pengaduan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI berdasal<an hasi wawancara dengan 

salah satu Kepa/a Sub Bag,an Pengaduan Masyarakal jumlahnya sangat sedikil. Sel�n itu, pengaduan 
yang masuk ke Bagi"1 Pengaduan Masyaral<at yang ditujukan kepada Sekrelariat Jender� DPR R/, oleh 

Bagian Pengaduan Masyarakat langsung diserahkan ke lnspeklorat Utama (lttama) untuk diproses. 

Semeoia'a itu, di lttama yang juga penget�a Wilis/le fJ/cwing Syst,m • was dalam beberapa tahun 

bdak banyak menerima pengaduan dan PNS atau masyarakal l�nnya. H� lnr dikelahu1 berdasarkan 

�an lttama Sdjeri OPR RI 10000 2016, hanya terdapat 5 �ma) pengaruan. yang terbagi meojali 3 

(liga) pangaduan dengan menggunakan aplrkasr, dan 2 pengadu yang datang langsung. Di tahun 2017 dan 
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2016 hanya lerdapat 1 (salu) sural pengaduan yang d1lenma �eh lllama Sejen DPR RI, bahkan d1 awaf 

tahun pembentukannya, lttama sama sekali tidak menCapatkan pengaduan dari masyarakat. 
Sementara ilu, sistem pelaporan pelanggaran Whistle Blowing System · WBS terhadap Tindak 

Pidana Korupsi di Lingkungan Setjen DPR RI terbl berdasarkan Peraturan Sekjen DPR Rt No. 9 Tahun 

2015, serta Persek1en No. 8 Tahun 2015 tenlang Padoman Penanganan Benluran Kepentingan d1 Seqen 
DPR RI. Hal ini juga sejalan dengan Peratl.Jran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas1 
Birokrasi (Permenpan/RB) Nomor 20 Tahun 2012 lentang Pembangunan Zona ln1egri1as menuju wilayah 

bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian!l..embaga dan Pemenntah Daerah. 

Dengan Whistle Blowing System - WBS ini digunakan untuk melaporkan jika ada tindakan 

pelanggaran hukum yang menyangkut kode etik atau pelanggaran peraturan Pegawai Negen Sipil (PNS). 

Dalam mekanisme penyampaian pengaduan, telapor p�anggaran dalam h� ini adalah PNS yang bekerja 
di lmgkungan Setjen DPR RI. Sedangkan p�apor (Wh,slleblower) bisa dilakukan siapa saja, baik itu 

Anggola DPR, Pegawai Setjen DPR, Tenaga Ahli, Stal Ahli Anggota, Pegawai Tidak Telap, bahkan 

Pegawai Kementenanllembaga di luar lingkup Setjen DPR RI. Bentuk pelanggaran yang dapat d1laporkan 

adalah bentuk tindakan melawan hukum, korupsi, kolusi dan nepobsme (KKN), perbuatan Udak etis atau 

perbuatan lain yang dapat merugikan Setjen DPR RI ataupun pemangku kepenlingan (Slake holder) di 

Seljen DPR RI. Sedangkan wliis/leblower dalam hal ini bersifat rahasia, lidak akan diketahui, dilacak, 

batik.an disel1diki idenlilasnya. 
Pelaporan melalu1 Whistle Blowing System . WBS bisa melalui dua cara yakni, rnelahn website 

dan laporan langsung m��ui lllama Se\en DPR RI disertai dengan bukti-bukti. Laporan yang diterima 
tersebut akan diverifikasi oleh tim penelaah yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut 

pengaduan. Pengaduan yang dtterima Um Whistle Blowing System - WBS nanbnya akan disampaikan 

kepada lttama Set1en DPR RI kemudian d11eruskan ke Sekretaris Jenderal (Sek1en) DPR RI, selan1utnya 

Sekjen DPR RI yang memutuskan mengambil tindakan. Apabila masih terbilang nngan, maka yang 

bersangkutan akan dipanggil dan diminta klarifikasi. Sementara bagi peanggar kategon sedang dan berat 

nantinya akan ada Um disitlin yang memutuskan hukuman apa yang dibenkan. Selain itu, bagi 
whistleblower yang ingin melaporkan suatu tindakan dapat mengakses melalui website ittama.dpr.go.id. 

Pada beqen lain, masalah penting dalam penerimaan pengaduan adalah soal penelaahan 

lerhadap pengaduan. Untuk penataan masalah ini, kita bsa mengambil conloh tentang bagaimana 

meng�aa pengaduan masyarakat yang telah dilakukan aeh KemenpanlRB yang tertuang d�am 

Permenpan/RB No. 64 T ahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di 
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Lingkungan Kemenpan/RB. Da"11 Permenpan/RB tersebut dijetaskan ballwa penetahaan terhadap 
pengaduari masyarakal yang diterima dilakukan untuk mengidentifikSSJ pern1asalahan. merumuskan 
andak lanjut penanganannya, dan menentukan katompok masatah berdasarkan jenis penyimpangannya 
dengan kode masaah · 01. Penyalahgunaan wewenang; 02. Untuk petayanan masyarakat; dan 03. Untuk 

korupsi/pungli; 04. Kepegawaian/ketenagakerjaan; 05 penahanan/perumahan; 06. Hukumlperadilan dan 

HAM; 07. Kewaspadaan nasional; 08. Tatalaksana/ regulasi; 09 lingkungan h1dup; dan 10. Umum. 
Sedangkan langkah�angkah penelahaan terhadap pengaduan masyarakat adalah dengan 

mempelajan inti masalah: meneliti dokumen dan/atau informas1 yang sudah pemah ada sebelumnya 
dalam kaitannya dengan materi pengaduan masyarakat yang baru diterima; dan mempelajari peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan substansi masalcll. Bagi lnspeklorat Jenderal, hasd 
penelahaan tersebut menjadi bahan perimboogan untuk disalurkan atau didokumentasikan. Selain itu, 
hasil penalahaan tersebut juga dapat menJadi bahan pertimbangan untuk d1bndaklan1uti atau 
didokumentasikan; sedangkan bagi unit kerja lam, hasil penelahaan tersebut menjad1 bahan pertimbangan 
untu ditindaklan1uti sesuai dengan kewenangannya. 

Berdasarkan penjelasan Permenpan No. 64 T ahun 2011 mi, Setjen DPR RI dapal mengadopsi 
beberapa knteria atau kelcwnpok permasalmlan untuk dijad1kan muatan materi dalam Persekjen DPR RI 
yang sesuai dengan kegiatan atau tugas dan lungsi Setjen OPR RI dengan pengetompokkan 1enis 
peny1mpangan penyalahgunaan wewenang; pelayanan masyarakat; korups1/pungli, Kepegawaian/ 
ketenagake�aan; dan tatalaksana 1 regulasi. Sedangakan persoalan mengenai tindak lanjut pengaduan 
adatah masalah yang senng menjadi bahan diskusi banyak pihak. Seqen DPR RI wajib menymesaikan 
setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan 
sesuai dengan kewenangannya 

Masatah penyetesaian sebap laporan/pengaduan secara tegas 1uga tetah diatur datam Perpres No. 
76 Tahun 2013, Pas� 9 Ayat (1) dan (2) yang menjetaskan bahw� Pengetota (pejabat pengmola 
pengaduan masyarakat pada setlap instansl pemenntah) wajib menyusun dan melaporkan pengelolaan 
pengaduan yang meliputi materi dan katagori pengaduan, waklu penerimaan, status penyelesaian, hasil 
penanganan, serta tanggapan pengadu, kepada penyatenggara (dalam hal ini instansi pemenntah) secara 
berl<ata. 

Berkattan dengan hal tersebut, Perse�en No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Petaporan 
P�angg,ran (Whistle Blowing Syslem - WBS) Tindak Pijana Korupsi di Lingkungan Seqen DPR RI, Pas� 
9 ayat (1) menyatakan bahwa, Sekre!Mat Jenderal DPR RI menugaskan Aparat Pengawasan Intern 
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Pemerinlah (APIP) untuk melakukan audit investigahve terlladap pengaduan. Kemudian pada ayat (2) 
menyebu�an bahwa lapo<an hasi audit investiqaUve disampajkan kepada SekretaJis ...,,defal; dan ayat 
(3) menyebU1kan bahwa SekretO'is Jenderal menyampaikan rekomendasilsO'an kepada �hak terkait 

sebag� tindak lanjut penyeles�an. 

Pihak terikait yang <tlmal<sud pada Pe<sekjen ini maksudnya adalah semua uni kerja yang ada <l 
Setjen DPR RI yang memberikan pelayanan yang kemudian diadukan oteh Anggota DPR, Tenaga Ahli 
(TA), Stat Adm•is�asi Anggota (SM) dO'l masyO'atcal lainnya Unit kerja-<Jnit kerja yang <iadukan 

tersebut hO'US mampu menyelesaikO'l pennasatahan yang diadukan dan memberilahukan hasil perbarkan 
dan pelayanan yang diadukan teraebut dalam jangka waktu yang tetah ditentukan. 

Secara umum ijta dapat menyebu� unil-<Jn� pe1ayan.., yang ada <I Setjen DPR RI 

berdasarkan pada maklumat dan standar pelayanan di Setjen DPR RI yang tertuang dalam Keputusan 

Sekjen DPR RI No. 1803/SEKJEN/2019 lenl'"'9 Penetapan Maktumat can StandO' Pelayanan di 

Ungkungan Setjen dan Sadan Keahlian DPR RI. Maklumal pelayooan ini <fma!<sudk"1 untuk mengikat 

penyelenggara pelayanan dalam ha/ ini Setjen DPR RI dan menjadi patokan atau pedoman bagi aparat � 
Setjen DPR RI dalan menyelerlggarai<O'l tugas dan fungsi menye<iakan dan menye(enggaakan 
pelayanan kepada masyarakal Maklumat juga men,pakan bentuk legatitas yang memberikan hak kepada 

masyO'akal untuk mendapalkan akses mendapatkan pelayanan yang sesua dengan h0'3!)an dan 

kebutuhannya. perindungan dan pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaan. mengajukai 
keluhan dan pengaduan serta melakukan pengawasan. 64 

Diantara maklumat dan standar pelayanan di Seljen DPR Rt tersebut adalah standO' pelayanan 

kesehatan, standar pelayanan informasi publik; standar pelayanan pengaduan masyarakat; standar 
pelayanan penyaluran delegasi masyO'akat; standar pelayanan perpustakaan; standar pelayanan 

keprotokotan, dan standar pelayanan persidangan. 
Semua standcl' pelayanan tersebut tenlunya menjadi acuan dalam rangka pemberian layanan 

kepada Anggota DPR RI. Tenaga Ahli, Slat Aml•islrasl Anggota, dan masyarakat umum laivlya. 

Sehing9a apabila dirasakan ada,ya kekurangan atau permasalahan dalam hal layanan yoog diberikan 
�eh Setjen DPR RI maka segera dapat �lakukan komplain yang berujung pada lindakan pengaduan oleh 

An990ta QPR RI, Tenaga Ahl (TA1 Sta1 Admmistrasi Anggota (SM), dan masyarakat umum lannya. 

'" Hardtyansyah. Kuahtas Pdayanan Puhlik . Konwp. /),nwm1, Jndikalor d<m lniplmrn11.1111it11, IL'\' 
M�di.i. Y11�y.1k,Hl.1.: 2011) 
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3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan M11yarakat 

Satah satu proses penting datam pengaduan masyarakat adatoo tindak lanjut alas pengaduan 
masyarakal lersebut. lsblah lain yang dipergunakan dalam bndak lanjut pengaduan masyarakat adalah 

investigas1. lstilah investigasi lebih lazim dikenal dalam terminologi jumalistik, namun dalam 

perkernbangannya istilah investigasi lebih dipertuas pengertiannya. Datam hat ini, investigasi diartikan 

sebagai upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencaian. pemeriksaM dan pengumpulan data, 

infoonasi, dan temuM lainnya untuk mengelahu1 atau membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah 

fakta yang kemudian menyaj1kan simpulan atau rangkaian temuan dan susunan kejadian. Dalam konleks 

p�anggaran disiphn pegawai, pelanggaan korupsi, kotusi dan nepotisme (KKN) yang berpengaruh dalam 

pelayanan kepada publik m1salnya, maka investigasi merupakan upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam 
rangka mengungkap fakta yang berka1tan era! dengan ind1kasi adanya pelanggaran. 

lnveshgas1 dapat juga diartikan sebagai upaya pengecekan terhadap petunjuk atau informas1 awal 

yang telah diperoleh. Untuk itu ru,uan invesbgasi adalah menemukan unsur-unsur atau faktor·fdktor atau 

bukti-bukti adanya �anggaran yang berkaitan dengan �ayanan pu�1k. Secara umum, tahapan daiam 
pr�nvesUgasi sebagai berikut : 

a. PeneJaahan 

Sebagai tahapan awat sebetum dilakukannya investigasi, pertu dilakukan penetaahan ates 

petunjuk alau inlormasi awal yang liper�eh. Pen�ahaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan 
pra invesbgas1 untuk menyaring, mengelompokkan, menganalisis, doo melakukan evaluasi data awal 

tentang dugaan terjadinya pelanggaran yang berpengaruh terhadap p�ayanan kepada pu�ik. Hai m, 
pentmg guna menentukan layak lidaknya ddaku�an investigasi serta merumuskan hipotesis (dugaan} 
tentang konstruksi petanggaran/peny1mpangan. 

Secara umum penelaahan dilakukan dengan metode yang disebut dengan pseu analisa yang 
merupakan sebuah teori, wacana, gagasan untuk membedah suatu persoalan, atau dengan kata lam, 
bahwa pisau analisis adalah kerangka gagasill yang dipakai untuk menganalisa dan mensintesa tema 

atau perisbwa pelanggaran y1Y1g berpengaruh kepada pelayanan publik dalam upaya menemukan solusi. 

Oleh karena itu, untuk m�akukan t�ahan terhadap persoatan �anggaran atau penyimpangan adalah 
dengM menggunakan pisau anal1sa 5W + 1H, yaitu: 

a. What : dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata tanya "apa", yoog merupakao pertanyaan untuk 

menanyc1kan bentuk pelaiggaran/peny1mpangan yang terjad1. Unsur "what" ini akan menjawab 
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pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi, dan unsur what ini akan mendorong aparat pemeriksa 
untuk mesgumpulkari fakla sebanyak-banyaknya yang befk�lal d""'l"' kejadiari yang lerjadi. 

b. Who : sebaga kata T ariya yang artinya 'siapa', yang merupakan pertanyaan unluk menanyakan pefal<u 

pelanggaranlpenyimpangan dan �hak-p�ak yang terhbal serta pihak p�ak yang mengetahui atau 

dapat dimilta keterangarmya; 

c. Where : seba,;lai kata lanya yang artinya "dimana", yang merupakan pertanyaan untuk menanyakan 
lempat lerjadinya pelanggaran/ penyinpangar, dalam pembenan pelay:11an kepada f)Ubli� 

d. W'hen sebagai kata Tanya yang artinya 'kapan', dan merupakan pertanyaan untuk menanyakan waktu 
terjadinya patanggaranlpen�mpangan dalam pemberian pelayanan kepada pubhk; 

e. Why . �artikan sebaga kala lalya 'mesgapa', yang merupakan pertanyaan untuk menanyakan moW 

latar �akang dilakukannya pelanggaran/penyimpangan dalam pemberian pelayanan kepada publik ; 

f. How : diartikan sebagai kata tanya 'bagaimana', yang merupakan pertariyaan unluk memr1yal<an cara 

atau proses terjadinyaatau modus pelanggaran/ penyJTlpangan dalam pemberian pelayanan kepada 
pubfi� 

g How Much : diartikan sebaga kata tanya 'berapa', yang merupakan pertanyaan untuk menanyakan 

jum!M biaya atau uang yang limbul dalam pelanggaran/ penyinpanga1 dalam pembe.ian pelayanan 

kepada publik. 

Dari 7 (lujuh) bentuk l<ata lanya <I alas, hanya terdapal 3 (tiga) benluk kata tanya yang harus 

<lldentifikasi pada saat msfakukari penefaahari. yatu what (apa). where (omana). dari when (kapari). 

Apabila salah satu dari 3 (tiga) benluk kala lanya di alas tidak lerjawab, tindak lanjul pengaduan 

masya,akal beitailal dengan masalah pelayanari kepada pubik akari suit "'Wk dilak'-*ari invesligas1. 

P1sau analisa sebagaimana tersebut di atas merupakan sarana untuk membentuk hipolesa atau 
<llgaan dari �vesligalor yang beriungsi sebagai bel<at atau bahan untuk dial<ukan pengece<an kebenar.r,. 

Dugaan lersebut sangat dipertukan agar ruang fmgkup investigasi terarah atau fokus. Kefokusan terhadap 

ruang lingkup pelanggaranlpenyimpangan dalam hat pembenan pelayanan kepada put,ik sangat penting 

agar penariganan masalah alas pelanggaranlpen�mpangan tidal bias atau kabu! atau beral�. yang dapal 

mengakibatkan penanganan atau penyelesaian alas masalah inti kurang maksimal. 



b. ldenlifikni 

Tahap kedua setelah d1lakukan analisa atas informasi atau bukli awal tentang dugaan terjadinya 
pelanggara11 atau penyimpangan dalam pelayanan kepada publik adalah dengan m�akukan identi!kasi 
terhadep · 

a Beniuk pelanggaran 
ldentifikasr bentuk pelanggaran diperlukan untuk membatasi ruang !ngkup masalah dan bahan yang 
diper1ukan sorta strategi yang digunakan dalam melakukan investrgasi. Ballan yang dlpe,lukan 
bergantung dari temuan investigator pada saat melakukan invest1gas1 1tau dalam hal permrntaan data 

b Sumber informasi 
Pengidentifikasian sumber informasi sang at pen ting. T ujuan pe,igidenbfikasian sumber informasi adalah 
agar rnvestigasi yang dilakukan tepat sasaran. y�tu dalam rangka memperoteh rnfoonasi tamba'lan 

atau kesaksian terk�I dugaan terj�nya pelanggaran/penyimjlangan dalam pelayanan publik. Saaii f 
ilu, hal tesebut juga mempengaruhi efektifilas dan efisiensr dalam melakukan invesligasi. 

c. Bukti yang dapat ciperoleh 

Pengl.....Skas1an UtmOdap ltolO l"'!I d�en>k,1 drpe,lukan dallnl rn,.,t,;111< Tldak ._ bukl yang 

""ll"I dip<ffioh memrild 1-ei'""'r., dr,np, peiangiJrarlJIM!ll)'llllpsnp! dalam �.., �rk !'""! 

!ol!l'l !!an l!dli. ·- buill ,r"'1lilk! bl!glr.!f hsllirtar) Jilli "'"" tiJiam """'�1._ 
P<NJmenb�..,._, "'h m••••Mon na!iQI dan �oh l!<Jlti l!mbu'. y>1ru •"""" c;ra 
memperoteh seliap bukti yang dipesl.ikan. 

d. Bukti yang ada 

Bukti yang ada perlu didenliflkasi untuk melalwkan telaah atau ooalisa awal alas dugaan lerjadinya 

pelanggarmlfpen�mpar,gir, dalil!I peiayilllll pooit( dir, untuk meneml.Ul keterkailan anlar bukli dan 
bulm yang diperlukan selarjutnya 

e. T empat kejadian 
ldenliflkasi lempat kejadian bertujuoo ·untuk mempersiaplcan pe<nelaan temarlap tingkat kesulilan 

lingkungan sosial serta biaya dimana akan diakukan investigasi. 
f. Langkah yang dapat dllempuh 

lndentifikasi 1"'1arlap tangkah yang dapat �tempul! adalah sebaga bahoo awal dalarn rangka kegiatan 
investigasi I� dengan strategl pelakSanaa11 invest1gasi dan terkait dengan perencanaan agar 
invesligasi efektil, elisien, berdaya guna, dan berhasil guna. Selain iu, hal lersebut juga dapal 
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meminimalkan risiko atau mencegah risiko yang mungkin Umbul sebagai akibat paaksanaan 
investJgasi. 

g. Rislko yang mungkin timbul 

ldentifikasi atas risiko yang mungkin timbul sangat pentmg. Salah satu ukuran keberhasllan investigator 
adalM dapat melakukan peogl<oodis,an agar nsiko dapat dlminimiiisir atau bahkan tidak t")adi 

sehingga investigasi Ycl'l9 dilakukan tidak menimbulkan kekacauan baru yang berakibat pada timbulnya 
masal� baru yang sebenamya tidal< pe,1u tetjadl dan dapat mengganggu proses pelaksanaan 

invest,gasi, dan �kan has! dan investigasi tersebut tidak optimal. Apabia risiko su� teridertifikasi, 

maka inveshgator dapat melakukan tindakan-tindakan pengkondisian sebelumnya untuk mencegah 
nsiko dan melal<ukan perencanaan tangkahaangkah investigasi lebil l3r9ut 

c. Hipotesis 
Hiporeso berasal dari Bahasa Yunaoi. yaitu Hypotfthenai, yang berarti 

mendug&'rneoyangka/mengira. Seca'a umum hipotesis dapat di.wt1karl sebagai penjelasan yang bersifal 

menduga-<luga terhadap fenomena/keadaan atau dugaan yang layak terhadap korelas1 ontar se;umlah 
lenomena. Tujuan hipolesis adalah unluk memberikan batasan dan memper.�t ru.,g lingkup 

inY<!sl�asi. Selain itu hipotesis iu9a bertujuan untuk men�agakan investigator terhadap semua fakta dan 

hubul'l,lan antar lakta yang tendentifikasi. Se!.;n ilu hipotesis juga berful'l,lsi sebag� alat dalam 

membangun lakta-fakta yang tercerai<berar tanpa terl<oordinasi ke dalam saru kesatuan dan menyeluruh. 
Hipotesis dapat d1pergunakc1n sebaga1 panduan dalam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta, 

Oalan pelaksanaari investigasi, investigator harus memiib pnnsip. Prinsip ter.ebut dipenukarl 

agar invesligasi yang cfdakukan sesuai dengan tujuan nvestigasi mi sendiri. Prinsip investigasi ter.ebut 

adalah pel'l,lujian mendalam untuk mencari kebenaran: memanfaatkan bukti untuk mendukung lakta: 

sernakin cepat merespoo semaijn besar kerTIIJl'l,lkinan terul'l,lkap: keyakinan yang kuat bahwa 

pelanggaran telah terjadi: mengumpufkan fakta-fakta sedemikian rupa hingga bukb-bukli memberikan 

simpufan sendii: bukti fisik merupai<an bukti yang nyata. sampai k-n rnengungkapkan h� yang 

sama: tenaga ahli bukan pel'l,lganti dari kegiatan iovestigasi: dan Wllormasi wawanoara sangal <lpengaruhi 

k�emahan manusia. Oleh ki:l'ena itu, berdasarkan prinsip invesligasi maka para investigator harus 
mengkonfirmasi pert,r,yaan yang cukup sehi!gga mendapal jawaban yang sebenarnya 

Setelah melakukan telaah dan indentifikasi atas inforrnas1 dugaan terjadinya 
pefa.,ggaran/penyinpangan dalam pelayanan kepada publik, tahap selanjutnya adafah melakukarl 

71 



perencan""1 invest�asi. Perencanaan investigasi �perlukan agar investigasi yang �lakUkan efektif, 

efisien, berhasl guna dan berdaya guna 

5. Etlka Pangelolaan Pengaduan 

Etika birol<Iasi tidal. s�a merupakan kebalikan dari pral<lik1)1'aktik penyaloogunaan, 

penyimpangan, korupsi, moralitas rendah dan seba1Jainya Etika birokrasi merupakan kesepakalan- 
kesepal<atan anlllra kepeotingan negar� rnasyarai<al dan moral individu secara jujur, obyel<til, setaras dan 

te1padu tanpa ada pemaksaan alas terwujudnya suatu kesepakatan tersebut. Kesepakatan-kesepakatan 
arau kor.,itmen tersebut merupakal sistern nilai yang haus ditaalJ otell semua pihak. 

Etika menekankan pada perlunya sistern nilai dipakat sebagai acuan bagi setiap anggota 

komunitas profesi tertentu. Di dalam birokrasi pemerintah diluntut para apa-aturnya menghayali dan 
mencerrninkan sepatangkat nilai-fiilai dalam sikap dan perilakunya sehari-hari dan menghmdarkan diri daJi 
perbuatan tercela, karena haf ,; akan meningkatkan ci�a aparatur pemerintah di mala masyarakal Sislern 

nilai yang dipergunakM akan menjadi ukuran baik buruk, patut Udak patut, benar atau salah. 

Sebagamana dinyatakan oleh Riyaas Rasyid, yang <lkutip oteh SlJ'fadi, bahwa etika pada dasernya 

berkenaan dengan upaya menjadikan morafitas sebagai landasan bertindak dafam sebuah kehidupan 

kolel<tif yang prolesiooaf " 

Dalam kontel<s pelayanan pengaduan masyarakat Setjen DPR RI, aspek etika pengelolaan 

pengaduan masyarakat sa,gat berkaitan dengilll masafafl pertanggung jawaban aparatur negara dalam 

hal ini para pegawai dan pejabat Setjen DPR RI kepada pu�ik atau rnasyarakat yang <ilayani (Anggota 

DPR RI, Tenaga Ahli, Stal Ad...,istrasi Anggota dan masyarakat umum lainnya). Cleh karena ilu, 

pengetotaan pengaduan Setjen DPR Rt harus memi� syarat-sy,..at atau ketentuan-ketentuan standar 

etika pelayanan pengaduan kepada public/masyarakat. 

Be<kait111 dengan pengalural masalafl etika :talarn Pmelqen yang akan �susun, maka ktta juga 
dapat mengadopsi rumusan tentang etika pengelolaan pengaduan masyarakat yang ada pada instansi lain, 
namun d�arn perumusan Per>eltjen nanti, juga harus tetap mengacu pada perundang-undangan yang 

benaku dan karakter kelembagaan yang �miliki. 

Berkaitan dengan haf tersebut, Kernenterian Pendayagunaan Aparatur Negara!Refrxrnasi 
Birokras, pernah mengeluarkan peraturan Kemenpan/RB tenlang pelaksanan pengelolaan pengaduan 
masyarakat nornor No. 64 T aflun 20t 1 tentar,g Petunjuk Pelaksanaan Pengetotaan Penga<>ian 



Masyarakat di Lingkungan Kemenpan/RB. Dalam peraturan Kemenpan/RB tersebut menyebutkan bahwa, 

setiap pengelola pengaduan masyarakat harus memberi pelayanan dengan sikap honnat, santun dan 

tanpa pamrih dalam pemberian layanan; pelayanan yang diberikan harus mengedepankan kecepatan, 
terbuka, adil serta tidak disknminabf; dan petayanan pengaduan harus mampu membenkan penjelasan 

secara jelas dan proporsiooal tentang perkembangan proses pengaduan yang ditangani. 
Sementara itu, dalarn Perpres No. 76 tahun 2013, juga memberikan penjelasan tentang kewajiban 

pengelola pelayanan publik, antara lam empan tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif, dan tanpa unsur 

paksaan. Selanjutnya, pelayanan harus cepat. tepat. terbuka, add, tidak disknminatif dan lidak memungut 

biaya, Sedangkan kepada seseorang yang melaporkan pelanggaran oleh pengetola pelayanan publik, 

juga diberikan pe�mdungan, antara lain dengan meniamin kerahas1aan identitas pelapor sesuai kelentuan 

perundang-undangan. 
Pelanggaran terhadep kode elik petayanan tentunya harus dapat ditindak dengan tegas, karena 

sesunguhnya Aparatur Negara memiliki aturan/regulasi yang mengatur tentang kode etik dan kcxle perilaku 

profesi. Kade alik perilaku dan kode etik profesi dapat dilihal pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang 
No. 5 T ahun 2014 ten tang Aparatur Si�I Negara (UU ASN). Pada Pas al 5 menyebutkan bahwa kode etik 

dan kode penlaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehoomatan ASN. UU ASN juga menjelaskan 

bahwa pengaturan tentang penlaku adalah untuk memastikan pegawai ASN m�akukan tugasnya dengan 

jujur, bertanggung jawab dan berintegrasi hnggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat: melayani 

dengan sikap hormat sopan, dan tanpa tekanan; melaksanakan h.Jgasnya dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; melaksc11akan tugas sesuai penntah atasan atau pejabat yc119 berwenang sejauh 
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang.undangan dan eUka pemerintahan; menjaga 
kerahasian yang menyangkut kebijakan negara. menjaga agar tidak teiadi konfl1k kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya; membenkan infonnasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain 

yang memerlukan informasi terkait kepenUngan kedinasan: tidak menyalahgunakan inlormasi intern 

negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendpatkan atau mencari keuntungan atau 
manfaat bagi dm sendiri atau orang lain; memegang teguh nilar dasar ASN dan selalu menJaga reputasi 
dan integritas ASN: dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. 

Saain itu, datam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, masalah kode etik dan kode penlaku akan 

diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian sampai saal ini, hal tersebut 
belum d1tetapkan, dan dengan demikian penerapan kode etik dan kode penlaku masih mengacu pada 
Peaturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 tenlang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta 
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PP No. 53 Tahun 1010 tentang Disiphn PNS. Pada Pasal 13 PP No. 41 Tahun 1004 mengamanalkan 
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing untuk membual kode elik. Selain itu, setiap 
mstensi juga diminta untuk membuat kode etik profesi dell kode etik instansi, dan selanjutnya, kode etik 

profesi d1bentuk berdasarkan karakteristik instansi masing-masing. 

Be<dasarkan ketentu'"1 ini, Seijen DPR RI pada tahun 1011 telah mengeluarkan Peraturan Sekjen ,. 

(Persekjen) tentang kode etik, yai<ni Persekjen No. 03/PER-PERSEKJEN/1011 dan lelah diperbanaru, 
dengan Persekjen DPR RI No. 4 Tahun 2019 lenl'"1g Koda Etik Aparatur Sipil Negara d1 Lingkungan 
Seljen dan BK DPR RI. Adapun maksud dan Perseqen No. 4 Tahun 1019 im adalah unluk d1Jadikan 
pedoman bag, ASN di Lingkungan Seijen dan BK DPR RI d�am m�aksanakan tugas dan fungsi serta 

pergaulan hidupnya sehari-hari. T ujuan dari dari Perse�en ini adalah untuk meoingkatkan korps pegawai 

dan menjun1ung tinggi kehormalan serta keteladanan sikap, lingkah laku dan perbuatan ASN dalam 
melaksanakan tugas dan fungs1, serta pergaulan hidupnya sehari-hari. 

Sementara itu, diantara masyarakat ada yang sangat peduli dengan nilai-nilai etika atau mor�. 

dan melakukan pengaduan lentang pelanggaran moral. Mereka adalah pihak yang berani membongkar 
rahasra dan menguj1 bndakan-bndakan pelanggaran morel dao etika. Namun upaya untuk melakukan hal 

mi kadang-l<adang dianggap sebagai upaya tidak te<puJi, bahkan senng dikutuk perbuatannya, dan 

nasibnya bisa menjad1 lerancam. Pengalaman ini cenderung membuat mereka takut dan timbul keb1asaan 

untuk hdak mau 'repot" atau Udak mau 'berurusan' dengan hukum atau pengadilan, yang insentihlya !idak 

Jelas. Akibatnya, peluang dari pihak-pihak yang berpengaruh dalarn pelayanan pu�ik terus terbuka untuk 

melakukan tindakan-lindakan pelanggaran moral dan e!ka. Karena itu, Ye<emias T. Keban, dalarn dalarn 

sebuah tuhsan 1lmiahnya mengatakan bahwa. dalam rangka menmgkatkan moralitas dalam pelayanan 
pu�ik, diperlukan pertindungan terhadap para pengadu, k�au perlu insentil khusus. ss Oleh karena nu, 

untuk menghmdari rasa ketakutan masyarakat untuk mengadukan pelanggaran moral oleh aparatur 
pemeontah, maka pengelola pengaduan masyarakat hendaknya mampu menjaga kerahasiaan 1denbtas 

pelapor, dan menjunjung tinggi praduga tidak bersalah. Hal ini pula yang d,tegaskan dalarn Perpres No. 

76 Tahun 2013, sebagaimana juga secara singkat sudah di jelaskan bahwa dalam Pasal 13 Perpres ini 

yang menegaskan bahwa pengelola pelayanan publlk wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai 
dengan kelentuan perundang-undangan. 

Sedangkan masyarakat yang meoyampaikan laporan ataupun pengaduan berhak untuk 
mendapatkan mlonnasi�awaban mengenai perkembangan masalah yarig dilaporkan baik melalui surat 

60 Y c1 crmas T Kch .. n .. Wu1uhih l'ne11u1u11 /'emhanwmun, Edi.�j . 24, T ahun 200 I 
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maupun media eleklronik. Sel�n ilu, masyarakal juga berhak unluk memantau perkembangan pengaduan 
yang disamp�kan melalui tracking pengaduan. karena pada hak1katnya tracking pengaduan merupakan 
sarana bagi masyarakat untuk memantau pengaduan yang disampaikan oleh pelayanan publik. 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Amanat konstitus1 meoekankan suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara atas 

barang publik, jasa publik, dan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik memang sangal diharapkan 
oleh masyarakat, dan kualitas pelayanan St:!klor publik akan sangat terkait dengan eksistensi intansi publ1k. 
Pelayanan publik akan sangat terkait dengan perilaku pelayan publik yakni aparatur pemerintah. Untuk 

1lu. lahilah UU No. 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, 
Kolus, dan Nepotisme (KKN), dan UU No. 31 Tahun 1999 lenlang Pemberanlasan Tindak P1dana Korupsi 
Kedua UU ini menJadi dasar untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang 
baik yang bebas dan benluran kepentingan yang berdampak pada terg111ggunya pelayanan kepada 
masyarakat. 

Pelayanan yang lidak atau kurang b�k akan berdampak pada ketidakpuasan pu�ik yang 
sehingga akhimya mendapatkan kntik dari masyarakat. Pelayooan publik dan ketidakpuasan publik secara 

nasenel lertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 lenlang Kelerbukaan lnfonnasi Publik 
(KIP), UU No. 25 Tahun 2009 lenlang Pelayanan Publik; Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik; Permenpan/RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan 
Pengaduan Masyarakal bagi lnslans, Pemennlah; Pemenpan/RB No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pengaduan P�ayanan Publik Secara Nasional. 

Sementara itu, kritik masyarakat kepada pemerintah dalam bentuk keluhan atau aduan 

merupakan bentuk kontrol masyarakat. dan pertangung jawaban pemerinlah kepada masyarakat 
merupakan salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik sebagai pelaksana admimstrasi publik. 
Karena pada hakekatnya, kualitas pelayanan publik akan dapat d1tingkatkan jika ada mekanisme exit dan 

voice yang memungkinkan rakyat untuk menulih jems pelayanan yang diinginkan serta adanya kesempatan 
untuk mengungkapkan kelidakpuasan terhadap pelayanan publtk yang diberikan pemenntah. Kemampuan 
untuk memilih dan mengungkapkan keUdakpuasoo terhadap pemerintah merupakan partisipasi 
masyarakat dalarn rangka marnbangun p�oyanan pu�ik agar lebih b�k. Partisipasi masyarakat dalam 
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menyampaikan keluhan atau pengaduan hendaknya dapat diben akses yang cukup. Oleh kaena ilu setiap 
instansi pemerintah memertukan lembaga atau badan khusus yang mampu menjadi tempat untuk 
menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. 

Seljen DPR RI sebag� lembaga p�ayanan publ1k telah memilik1 unit pengaduan masyarakat ba1k 
pengaduan tangsung yang ditangani oteh Biro Protokol maupun pengaduan bdak langsung ditangani oleh 
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Namun unit im lebih banyak yang berkaitan dengan keg1atan 
Pimpinan dan AKD, dan hanya sedik1t pengaduan yang ditujukan kepada Seljen DPR RI. Karena 

jumlahnya yang sed1kit dan mekanisme penanganannya lebth cenderung kepada persoalan kmeqa 
pegawai, maka surat-surat pengaduan tersebut dileruskan ke lnspeklorat Utama (lttama} Setjen DPR RI 

Karena berdasarkan Persek1en No. 6 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Perse�en No. 7 Tahun 2018, 

fimgsi ltlama salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit. revu evaluasi, pemantauan, dan k�1atan pengawasan lamnya. 

Selam itu, dalam upaya mendukung kegatan pelayanan kepada publik, Seljen DPR RI telah 

mengeluakan mak.lumat dan standar pelayanan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 
1803/SEKJEN/2019. Maklumat pelayanan lersebut yang bensi standar pelayanan yang dibenkan oleh 

Setjen DPR RI kepada masyarakat dalam hal mi Anggola DPR Anggota DPR. Tenaga Ahli (TA}, Stal 

Administras, Anggota (SAA} dan masyarakat larnnya. Stander pelayanan tersebut menjadi ukuran penilaian 
baik atau buruknya pelayanan yang diberikan olah Seljen DPR RI. Apabila nggota DPR Anggota DPR, 
Tenaga Ahli (TA}, Stal Administrasi Anggota (SAA}, masyarakat lamnya menilai pelayanan yang dibenkan 
Setjen DPR RI dinilai buruk, maka mereka berhak untuk membuat pengaduan. 

Untuk mendukung kelancaran pengaduan tersebut, Seljen DPR RI telati memlliki pedoman 
pelaporan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR RI No. 9 Tahun 2015 lentang Pedoman 
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Sys/em-WBS) Tmdak P1dana Korups, d1 lJngkungan 
Setjen DPR RI. Meski demikian setelah terbentuk sejak tahun 2015, pengaduan yang masuk ke system ini 
j\Jmlah nya tidak tenalu banyak. 

8. Rekomendasi 

1. Pelayanan publlk yang d1laksanakan oleh SetJen DPR Rl harus mengedepankan transparansi, bers1fat 
terbuka, mudah dan dapat diakses; dapat dipertanggunQJawabkan; berpegang pada prinsip efisiensi 
dan efektifitas; mampu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pubhk 
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baik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; tidal< diskriminatif; dan 

pernoeri dan penerima pefayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

2. Perlunya segera dibuat pusat pengaduan masyNakat terhadap kinerja pefayanan Setjen OPR RI, 

sehingga mekan,sme pengefolaan pengaduan masyarakat terhadap Setjen DPR RI dapat tertaksana 

dengan baik Sebab dengan adanya k�efasar, mekanisme pangelolaan pengaduan masyarakat 

terhadap Setjen OPR RI akan memberikan kepastian penyetesaien persoafan yang disampaikan 

pengadu berkaitan dengan kinerja Setjen OPR RI. 
"l. Jika Persekjen tentang pengefaaan pengaduan Setjen OPR RI akan dibentuk sebaiknya didasarkan 

pada UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU RI Nomor 14 tahun 2008; UU RI Nomar 

25 Tahun 2009; UU RI Nomor 5 Tahun 2014 ; Perpres RI Nomor 76 Tahun 2013; Permenpan No. 

5 Tahun 2009; Permenpan Nomor 24 tahun 2014; dan al\Jran yang terkatt lainnya. 
4. Membangun suatu pusat yang metayani pengaduan kepada Seljen OPR RI akan memooukan waktu 

dan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, untuk memportanca," pefayanan pengaduan terhadap 

Setjen DPR RI, kiranya untuk sementara poou penambahkan peran di Bagian Pengaduan Masyarakal, 

sambil menunggu tertientukriya unit baru yang khusus menangani pengaduan masyarakat lerhadap 

Setjen DPR RI. 
6. Unit kerja lttama yang saat ini sebagai pengetota Whistle Blowing Sysfem-WBS, harus lebih 

ditingkatkan perannya dan kemcrnpuan (cspability) serta kualitas dan kuanlitas aparaturnya, jka 

kedepannya harus menjadi pusat pengaduan masyarakat Setjen DPR RI. 
6. Poou adanya penegasan terhadap pengaduan yang berkadar pengawasan dan pengaduan yang tidak 

berkadar pengawasan, dengen melihat pada substansumaten pengaduannya Pengaduan yang 

bukan berkadar pengawasan menekankan pada beberapa hal diantaranya, pengaduan harus obyektif 
den tidak mengedepankan unsur fitnah kepada seseorang atau kelompok yang dibuktikan dengan 

adanya name dan alamat yang jefas, lebih bersifat kontruktn, sena adanya sumbang saran yang 

tujuannya untuk membangun organisasi atau mernperbaiki pefayanan di masa depan. Sedangkan 
infomiasi dengan indikasi pelanggaran, peoyimpangan, penyeleweogan, penyalahgunaan wewenang 

yang dilakukan peiebat atau pegawai adalah sebuah berituk pengaduan dalam kadar pengawasan. 
7. Keberadaan portal internal Setjen DPR RI portu dipertimbangkan sebagai wadah menampung kefuhan 

dan internal Pegaw� Setjen DPR RI sehingga dapat d1pertimbangkan sebagai pintu masuk pengaduan 

yang berkadar pengawasan maupun noo pengawasan. 
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il Untuk pengaturan dalam Persekjen yang akan tahir nanti, berkaitan dengan jangka waktu 

penyelesaian pengaduan, maka sebaiknya mengikub Pem,enpan No. 29 Tahun 2014 dan 

PeITT1enpanlRB No. 76 Tahun 2013 serta Pe<menpan/RB No. 24 Tahun 2014. yang membenkan waktu 

penyelesaian pengaduan paling lama 60 (enam puluh) han kalender. 

!l. Pertu dilakukan sosialisasi keberad""1 lttama sebagai peng�ola Whistle Blowing System (WBS) 
Setjen DPR RI kepada semua stak.e holders (anggota OPR RI, Tenaga Ahli, Stal Administrasi Anggota. 
dan masyarakal umum lainya). sehingga keberadaan lttama sebagai pengel�a Whist� Blowing 
System- WBS Setjen DPR RI dapat berfungsi dengan baik. 
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JUD UL: 

RANCANGAN PERATURAN SEKJEN DPR RI TENTANG REVISI 
PERA TU RAN SEKRET ARIS JENDERAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TET ANG PEDOMAN SI STEM 

PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI 
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

Disusun oleh : 

Slamet Wldodo, SH., MH. 
Analis Kebijakan Pertama, Sekretanat Jenderal DPR RI 

ABSTRAK 

Pada dasarnya whistleblowing system adatah sebuah sistem pancegahan dan 1dentifikasi terhedep 

kecurangsn yang akan terjadi dalam suatu perosshaanlorganisasi (Davis, 1996). Dangan adanya 

Whistteblowing System yang daerapkan o/eh Sekralariat Jenderal dan Sadan Keahfian DPR RI dapat 

memperl<ecil peluang le,jadinya palanggaran hukum seperti korupsi karena sebap findekan dapat 

lenJetelsi dangan cepel dan dianfisipasi dangan beik oteh tembaga'organisasilparusahean. Sefiap 

karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan melanggar hukum 

korupsi yeng dapat merugikan banyak pihak. Whisltebtowing System terbul<li memiliki benyak manfaat 

dalam mencegah den mengatasi pelanggaran etika di dalam c,rganisasi. Hal ini menyebabkan pemarintah 

mengadopsi sistem ini untuk mencegah dan mengurangi tingkat koropsi di Indonesia. Whist/ab/owing 

System merupekan hei yang baru dalam sislem pancegahan dan pambaranlasan korupsi di Indonesia. 

Direklorat Jendaral Pajak adelah organisasi finglcat eselon 1 yang parlama maleksanekan dan 

mew�udkannya dalam bentuk aturen. Namun fakla menunjukkan banyak pa/aku whist/ab/owe, di 
Indonesia yang juslru menjadi pihek yang salah dan menjatani hukuman. Pelaku whisllebtower juga balum 

memifiki tandesan hukum yang kuat unluk melindungi nndakan mereke 
Naskah Kebijakan ini diharapkan dipergunakan da/am panyusunan Persekjen dan dapal 

menambah pamahaman dan pengetahuan yang berhubungsn dengan profesionalisme, komitmen 

organisasi inlemal auda dan ffndakan whislleblowing. Salain au juga diharapkan dapal mengelahui 

seberapa besar pengBruh profesionahsme, komitmen Sekretmiat Jenderal Dan Bedan Keahlian Dewan 

Perwakitan Rakyat Republik Indonesia lerhadap llndakan whistlebtowing. 
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BABIPENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik illegal, tidak bermoral alau melanggar hukum 

yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik manlan pegawai alau yang masih bekorja) yang lerjadi di 

daam organisasi lempal mereka bekerja Pengungkapan dilakukan kepada seseorang alau organisasi lam 

sehingga memungkinkan dilakukan sualu lindakan (Miceli & Near, 1985). Berdasarkan pihak yang dilapori, 
whistleblowmg d1bag1 men1adi internal wh1stleblowing dan ekstemal whistleblowing. Internal whistleblowmg 
adalah whistleblowing kepada pihak di dalam organisas1 atau melalui saluran yang disediakan organisas1 
(Miceli, Near, Dworkin, 2009). Sedangkan ekslernal whislleblowing adaah pengungkapan kepada pihak di 

luar organisasi (Kaptein, 2011 ). Pad a dasamya whislleblowing system adalah sebuah sis I em pencegahan 

dan identifikasi terhadap kecurangan yang akan terjadi dalam suatu perusahaanlorganisasi (Da�s. 1996). 
Dengan adanya Whislleblowing System yang diterapkan oleh Sekretariat Jendera den Sadan 

Keahl1an DPR RI dapat memperkecil peluang terjadmya pelanggarao hukum seperti korups, karena sebap 
bndakan dapat terdeteks1 dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh lembaga/organisasi/perusahaan. 
Sebap karyawan Udak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan melanggar 
hukum korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. 

Saal ini wh1slleblowing sysf9m sudah banyak diterapkan di berbaga1 organisasi dan negara di 
dunia (Vandekerhove & Lewis, 2012). Hal im karena perusahaan yang gagal menciplakan siluasi yang 
memungkinkan pelaporan pelanggaran secara internw, akan tertibat bencana (Callahan, Dworkin, Fort, 

Schipam, 2002). Untuk ilu organisasi harus menciptakan suasana yaig mendorong pegawai untuk 
melaporkan bndakan yang s�ah (Kaptein, 2011), sehingga bisa membuat bndakan yang salal1 lesebut 

dihenUkan dan dikoreksi secepatnya (Miceli et a, 2009). Melaporkao tindakan yang tidak benar adaah isu 

sosial yang penling dan merniiki maofaat yang banyak bagi berbagai stakeholder (Burton & Near, 1995). 
Penghargaan terhadap pelapor (whislleblowel) dan prosedur yang efekbl untuk menangani laporan 
whistlebJower oleh organisas1, dapat memberikan manfaat yang besar bagi organisasi dan para 
pegaw�nya (Miceli & Near, 1992). 

Penerapan wtustfeblowing system di Indonesia dihadapkan pada fakta buruknya nasib para pelaku 
(whisfleblowerj. Banyak pelaku yang dikeluarkan dari organisasi, dikualkan atau berakhir menjadi tahanan. 
Beberapa contoh kasus seorang wtustlebloweryarg 1ustru menjad1 tahanan dan sempal ramai dibentakan 
di media massa, antara lain kasus Susno Duaji, VicenUus Amin Sutanto, dan Agus Condra. Susno yang 
mengungkapkan dugaan korupsi di kepolisian akhimya dipecal (Kertapat,, 2009) dan dihukum 3,5 tahun 
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(Daan. 2011). Vincentius Amin Sutanto d�am kasus Asian Agn dihukum 11 tooun (Lismawali dkk, 2010). 

Agus Condro dalam kasus Cek Pelawat Dewan Perwalilan Rakyat (DPR) (antaranews.com, 1 Juni 2011) 

Khainansyah Salman, dalam kasus korupsi di Kom,si Pemilihan Umum (KPU), adalah pelaku 

whistleb/owing yang kemudian 
keluar dan institusinya (Suara Merdeka, 20 M� 2005). Wa Ode Nurhayati, seorang anggota Sadan 

Anggaran (BMggar) DPR yang m�orl<an dugaan penyimpangan di organisasinya, kemudian juga 

menjadi tersangka. 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban (LPSK) memaparkan, koodisi tersebut dikarenakan 

p,hak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk mencegah 
whistleblower membefikan laporan dan kesaksian (LPSK, 2011 ). Penelitian Rothschild (2002) menemukan 

fakta bahwa 69% whislleblower dipecet karena melaporl<an tindakan tidak etis secara intern�. 80% dipecat 
karena melaporkan tindakan lidak etis secara ekstemal. Sedangkan dari sisi perlindungan hukum, sampai 
saat mi belum ada peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur keberadaan 

whistleblowerdi Indonesia. Pengaturan whistleblowerdimasukkan dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Perlakuan terhadap Pelap<> Tindak Pidana (whislleblowery dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama Uuslice 

co/laboratory. 

8. Rumusan Masalah 
Akhir-akhir ini kasus whist/eblowing banyak diperbmcangkan. Whistleb/owing dianggap sebagai 

suatu sstem yang bermc11faa1 memperkuat sstem pengendalian internal. Manfaat tersebut antara lain 

tersedianya cara penyampaiar. informasi yang penting dan krilis. tersedia11ya mekanisme deteksi dini atas 

kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, adanya kesempatan untuk menangani 
masalah pelanggaran secara internal sebelum meluas, dan mengurang1 adanya resiko dari dampak 

pelanggaran. Kecurangan keuangan harus diatasi secara cepat supaya tidak semakin banyak di 
Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar 
Abubakar menyatakan lemahnya pengawasan internal menjadi sebab banyak pejabat tersangkut kasus 
hukum sepert, korups: (Bisniskeuangan.kompas.com, 2014). 

Whistleblowing System terbukti memiliki banyak manfaat dalam mencegah dan mengatas1 
pelanggaran etika di dalam organisasi. Hal ini menyebabkan pemenntah mengadops1 sistem mi untuk 
mencegah dan mengurangi tingkat korupsi d1 Indonesia. W1'11stleblowing Sysfem merupakan hal yang baru 
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dalam ssten pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia Direklorat Jenderal Pajak adalah 

organisas1 tingkat eselon 1 yang pertarna melaksanakan dan mewujudkannya dalam bentuk aturan. 

Namun fakta menunjukkan ban yak pelaku whist/et tower di Indonesia yang juslru menjadi pihak yang salah 

dan menjalani hukumcii. Pelaku whistleblowsr juga belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk 
melindung, bndakan mereka Tindakan seseorang untuk menjadi whisteblower dipengaruhi oleh kondisi 
ethical culture organisasi lersebut. Muel Kaptein (2011) mengembangkan suatu teori yang meqelaskan 
pengaruh aspek ethical culture: kejelasan, kesesuaian, dukungan, dan berdampak terhadap tmdakan 
pegawai apabila mengetahui bndakan yang salah. Fakta adanya risiko bag, pelaku, landasan hukum yang 
belum jelas, serta sistem yang relaLif baru d1lerapkan, menimbulkan pertanyaan terhadap tanggapan para 
pegawai pada pemberlakuan whistleblowing system di organisasinya. 

Berdasarkan latar belakang dan fakta serta fenomena yang lerjadl, maka permasalahan Sistem 
Pelaporan i'elanggaian (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsr, Kolusi dan Nepobsme d1 
Lmgkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahhan OPR RI adalah : 
I. Sistem Pelaporan Petanggaian (Whistleblowing S,stem) 

2. Kapabilitas Whistleblowing Sistem Sekrelariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

3. Pembmaan P�aporan Petanggaran (Whisttebtowing Sistem) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahhan 
OPRRI 

4. Prosedur ssrem Pelaporan Pelanggaran (Whislleblowmg Sistem) 
5. Sarana/Media Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowmg SIS/em) 

6. Sanksi 

7. Perlindungan T erhadap Petapor Atau Pihak T erkait 

C. Maksud dan Tujuan serta Kegunaan 
Maksud d1tulisnya naskah akademik im adalah sebagai 'arahan dan pedoman" yang dapat 

d1pertanggung jawabkan secara ilmiah (teori) dan peraturan (norma) perundang-undangan yang berlaku 
untuk pembentukan kebijakan peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan tujuan penulsan 

na.skah akademik ini adalah sebagai 'da.sar" yang kuat untuk pembentukan kebijakan berupa Peraturan 
Sekretans Jenderal DPR RI tentang Pedornan Sistem Pelaporan Petanggaran {'Mlistle Blowing Sys/em) 

Tindak Pidana Korupsr, Kolusi dan Nepobsme di Lmgkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan kegunaannya secara teoritis untuk 
memperkaya prins1p serta nilai (norma) yang pedu diperhatikan dalam pembentukan peraturan hukum, 
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dengan kegunaan praktisnya sebaga1 bahan masukan dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan 
Sekrel"" Jender� OPR RI lenlang Pedoman Sistem Petaporan P�anggaran (Whistle Blowing System) 

Tindak Pidana KOOJpsi, Kolusi dan Nepobsme Di Ungkungan Sekretariat Jenderal Dan Sadan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Repu�ik Indonesia. 

Tujuan serta Kegunaan Naskah Kebijakan. 
Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam Naskah Kebijakan ini diantaranya: 
1. Kegunaan Teorltls 

Naskah Kebijakan ini diharapkan dapal menambah pemehaman dan pengelahuan yang 

berhubungan dengan profesionalisme, komitmen organisasi internal audit dan tindakan 

whistteblowing. Selain itu juga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 

profesionalisme, komibnoo Sekretariat Jenderal dan Badoo Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik lndonesta tefhadap lndakan whistteblowmg. 

2. Kegunaan Praktls Bagi Penulis 
Naskah Kebi1akan ini dapal menambah wawasan berpikir dalam memperluas 

pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penel1tian ini menambah wawasan mengenai 

pengauh profesionalisme dan korrntrnen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Keb,jakan ini diharapkan dapal menambah 

pengetahuan khususnya dalam hal profesionabsme dan komitmen Lembaga sebagai sarana untuk 
melakukan bndakan whistleblowing dan menjadi bahan referensi bagi pihsk-phak yang mengkaji 

lopik-lopik yang berk�tan dengan masalah Naskah Kebijakan ini. 

0. Metode dan Pengumpulan Data 

3. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan akademik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif (Nasir, 1988.1998: Sugiyono,2006). Teknik penehtian yang digunakan, perlama 

adalah penelttlan kepustakaan, terkait berbagai peraturan perundang-undangan yang ber1aku 
dan bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai dasar berfikir secara teoritik, normatir 

(peraluran) dan konseplual. Kedua, dilengka� dengan leknik penelitian empirik di lingkungan 

Seljen dan BK DPR RI lerk�I dengan unrt p�aksana dan unit pengguna penelilian ini. Sebagai 

benluk pendekatan 'deskriplif ku�itatir, tentu juga lidak meninggalkan dala sekunder, baik dala 
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kualitatif maupun data kuantitatif sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara evidence- 

based ataupun data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kabijakan. Hal ini 

sabag� konsekuensi alas penutisan naskah kabijakan dengan pendekatan kabijakan pu�ik 
(public policy) untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi bagi para penentu 
kab,jakan. 

Penelitian kebijakan menjadi bidang yang sangat panting dalam dekade terakhir, 

adalah penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi 
kabijakan, kinerja kebijakan, dan tingkungan kabijakan, (Nugroho, 1013; 43-44) Dalam hal ini 

penelitian irn membatasi berokus pada bagaimooa perumusan kebijakan, dalam bentuk 
pembuatan Peraturan Se�en DPR RI tersabut diperiukan, dan bagaimana pengaturannya. 
Selanjutnya dikatakan oleh Meyer dan Greenwood (1964) penel,ban kabijakan adalah peneloian 
emprrik yang dilakukan untuk memvenvikasikan proposisi-proposisi meogenai beberapa aspek 
hubungan antara alal tu]Uan dalam pembuatan keb11akan'. Dan tentu saja penelitian kebijakan 
ini bertujuan praktis dan empink untuk memecahkan masalah (problem soMng), ya1tu tata cara 
pengangkatan jabatM administrasi, yang selama ini belum diatur. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

T eknik pengumpulan data dan informas1 yang digunakan adalah dangan studi pustaka 
atau lrterature, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkail dengan tema yang d1kaJ1 
Untuk mafengkap, studi pustaka dimaksud, ditakukan wawancara dan survey serta FGD (Forum 

Dlscusion G,up) dengan pemangku kepenbngan (stalceholders) unluk konfirmas, data dan 

infoonasi dimaksud. Wawancara diper1ukan unluk melakukan konfirmasi dan cross-check data dan 
informasi yang dibutuhkan. Survey terkalt dengan data kualitabf dan kuantitatif yang diperiukan 
untuk memperkuat karian Naskah Akademik 

BAB II LANDASAN TEORt 

A. Pelaporan Pelanggaran (Whislleb/owing) 

Menurut Brandon (2013), whistleblowing merupakan tmdakan yang ditakukan oeh 

seseorang atau bebel'apa Ofang kary�an unluk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan 
oleh perusahaan alau alasannya kepada pihak lain. 

M"1urut Brandon (2013), terdapaf dua tipe whistleblowing, y�tu. 
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I) whistloblowmg internal 

Te�adi ketika seseorMg atau beberapa orang karyawan mengetahu1 kecurangan yang 

dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagia1inya, kemudian melapoikan kecurangan itu 

kepada pimpinan perusahaan yang leb1h tinggi. 

2) whist/ob/owing ekstemal 

Whistleblowing ekslemal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui 

kecurangan yang dtlakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena 

dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. 

Menurut Willian J dan Rama (2003) dalam Sagara (2013), ingkat kecurangan yang 

terjadi dalam sebuah lernbaga/organisasi/porusahaao dapat menurun apabila setiap lapisan di 

perusahaan tersebut dapat menerapkan whistleblowing system. William J dan rama (2003) 

dalarn Sagara (2013) menyebulkan bahwa Chief Internal Auditor menenma Whistleblowing 

Complaint dalaM 1angka waktu dua tahun terakhir. 

Namun sebelumnya, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepobsme dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden 

selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem Whist/ab/owing Sis/em 

di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Langkah yang dilakukan whistleblower 

bukannya tanpa risiko. Sebagai saksi kunci, keduanya mengalam1 bga ancaman sekabgus. 

Pertc1T1a. ancaman dari orang-orang yang mereka beberkill namanya. Berbagai macam 

lntmldas bisa tefjadi, termasuk yang terburuk berupa penghilangan nyawa din atau keluarga 

seorang whislleblower. Kedua, para wh1stleblower bensiko terkeoa efek "senjata makan tuan" 

dari pengakuc11 dan informasi yang mereka berikc11 kepada media masa, lembaga anlikorups1, 

pengacara, peoyidik Kom,si Pemberantasan Korupsi (KPK), atau aparat hukum lainnya. 

Ucapan mereka kerap dijadikan sasaran dehk pencemaran nama baik oleh nama-nama yang 

mereka sebutkan. Sehingga tak jarang whistleblower justru dijebloskan ke pen1ara. Ketiga, 

ancaman yang juga bakal dihadapi oleh whistleblower datang dari kalangan internal 

perusahaan atau instilusi. Whistlebfower menghadap, risiko penurunan pangkat, skorsmg, 

intimidas1, atau diskriminas1 dari institusi tempatnya bekerja yang merasa dirugikan dan 

diperm�ukao atas pelaporannya. (tempo.co, 2008). 
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Hasil penehtian yang dilakukan �eh Dyck dkk antara tahun 1996 hingga 2004 

menunjukan, 18,3% kasus kewrangan yang dilakukc11 perusahaan di Amerika Serikat dideleksi 
dan dilaporkan �eh pegawainya (Dyck, Morse, Zyngales, 2008). Has! analisis KPMG (2007) 
terhadap berbagal organisasi di Eropa, Asia Tengah, dan Afrika menemukan bah,11a 25% 
pelanggaran dilaporkan oleh pegawainya. Berdasarkan hasil survei dan Association of Certified 

Fraud Examinars (ACFE, 2010, dalam Robinsoo. Jesse, Curlis, 2012) diungkapkan bahwa 

wh1stleblowing adalah suatu metode paling umum dalam mendeteksi kecuroogan. 

Dengan adanya Whistleblowing System yang d1terapkan oleh Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahhan DPR RI dapat memperkec,I peluang te1admya pelanggaran hukum seperti 
korupsi karena setiep tindakan dapal terdeteksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh 
lembaga/organisasi. Setiap karyawan bdak measa tertekan tagi dan melakukan pembenaran 
teihadap tindal<an melanggar hukum korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. 

a. Petapor Petanggaran ((Whistteblower) 

Moourut Tuanakotta (2010), menyatakao bahwa pada dasarnya whistloblower adalah 

karyawan dan organisasi itu sendin (pihak internal), akan tetap, tidak tertutup adanya pelapor 

berasal dan p,hak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor setidaknya diharusksn 

untuk memberikan bukLi, hformasi, atau indikasi yang Jelas atas terjadinya pelanggaran yang 
ditaporkan, sehmgga dapat dit�usuri atau ditindaklanjuh. 

Whistleblower harus memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya, dimana data 
tersebut akan digunakan sebagai bukli tentang kasus kecurangan d1 perusahaan. Menurut 
Anfin (2005) d�am Nixson (2013), berdasarkan survey terhadap 233 wh,stleblowers, 90 persen 

dan mereka harus kehilangan peksnaan setelah mengungkap fakta kepada publik dan hanya 
16 persen yang menyatakan berhenli untuk menjadi wh1stleblower, sementara s1sanya 
mengungkapkan akan tetap menjadi whis//eblower, telapi me,eka ad�ah para pegawai yang 
berprestasi, dan memiliki komitmen tingg, dalam bekerja. 

Dalam lembaga/organisas1, audit internal merupakan ala! bantu bagi manajemen untuk 
mengamankan akuntabibtas pengelolaan keuangan negara, dan sampai sejauh mana hal 
tersebul d1taati oleh lembaga. Menurut American Accounting Associa/ion dalam Sawyer,s 
(2005:8) audit internal adalah proses sistematis untuk secara objektif memper�eh dan 

mengevaluasi asersi mengenai Undakan dan kejad1an-kejadian ekonomis untuk meyakinkan 



derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikmnya 
ke pengguna Y""l berkepeotinga,. Audil Internal haus memiiki pengetahu8f1, keterampot8f1, 
d8f1 kompetensi lain yang dibutuhk8f1 dai¥n metaksanak8f1 tugas clan tanggung j,,oabnya. 
Aktivitas audit internal, secara k�ektif, harus memifiki atau mernper�ell pengelahuan, 
keteramplan, dan k�ensi lain yang dibutuhkan 1R1tuk melaksanakan langgllng jawallnya. 
The inslilute of In/ems/ Auditor(2012:12). 

Audit internal memifiki beberapa peran, salall satu per8f1 audit intemal ialah sebagai 

�stleblower, di mana �- bertugas untuk metakukan Whisl-ng (pefaporan 
yang dilakukan �ell anggota organisasi mengenai petanggaran, tindakan ilegal atau tidak 

bennoraf kepada pllak <I dafam ma,pun di fuas oiganisasi. Ter• 3 (tigo) laktor yang 

mempengaruhi internal au�tor untuk melakukan whislleblowing yaitu inlernal audrtor sebagai 

penerima keluhan yang berasal dan �ternal maupun el<sternal. Tetapi berdasal'<an penelitian 

tersebut. pelaku whistleblowing lebih banyak dai internal. Kedua pnnsip dasar organisasl iet;h 

mempengaruhi inlemal auditor untuk melakukan whistleblowing ditiandingkan dengan 
peraturan dasar organisasi. Ka-ena pnnsi> dasar orgamasi dibut1'lkan ootuk menerapkan 

keseluruhan prinsip untuk keputusan etika, ketiga powerfu/1 dari wrongdoer. Semakin set1ior 
auditor, maka kecende!Ungan untuk metakukan whistleblowing semakin besar. Internal audit 

harus mempematkan prinsip.prinsip etil<a yang tercantum dalam kode etit< akuntansi Indonesia, 

salah satunya adalah seorang au<ltor harus mernpunyai �kap profesional. Tindakan diam 

terhadap segala bentuk lra,xJ bertenlangan dengan prdesiaraisme int<JTiaf audilor. 

Profesionalisme auditor mengacu pada kernampuan dan penlaku profesional. Baotham (2007) 

dalam Fubi (2014). 

Seseor1119 Y""l memiif<i ptolesionalisme (dalam dimen� dedlkas terhadap prof�) 
yang b�k cenderung akan memiliki keyakinan yang tidak goyah dalam situasi apapun. Persepsi 

korrtr" periaku bisa saja benA>all S<Wak1u-waktu bergootung pada situasi saal itu clan apa 
perilaku yang akan dilakukan, karena kontrol penlaku didasan dengan jenis penlaku yang akan 
dilakukan dan situasi yang ada maka set,agai seorang ptofesional Y""l berdedlkas terhadap 
profesi atau pet<erjaan harus meniai sagala jeois periaku dengan menggunakan peraturan dan 

kode etik yang bertaku dafem profesinya. 

Internal audrt dengan �kap ptolesionalnya • metakukoo whist1e/Jlowing untuk 
mengungkepkan sebagal bentuk kecurengan yang terjedi diperusahaan. (Sagara 2013). 



Kwyaw"' Y"'9 memiliki kornilmen temadap org"1isasi memiliki potensi unluk mempert,aiki I 

kinerj.a bail< ,-a in<ividual, kelompok maupun orga,sasi. K;rya,an yang memiliki komilmen 

Ofllanisasi yang tinggi akal memberikan usaha yang maksinal &eea'B sukarela untuk 

kemajuan orga'lisasi. Mereka akan beruscila menr.apai tujuM organisasi dan menjaga nilai· 
niai Olganisasi . Selain i\\J. m ... eka akan berpar1isipasi dan leflibat '*1if untuk mem..,kan 

organisasi. Karyawan yang memHiki korn1lmen Y"19 linggi akan bertanggung jawab dengan 

b&'Sedia mambefikan salunil kemampuannya kwena m«asa memilki orgil'lisas,. Rasa 

memiliki yang kuat ai<an mambuat iwya,"1 merasa berguna dan nyaman berada dalam 

organisas1. 
Kornilmen organisaSi merupakan s.U. saw laklor penentu dalam keputusan 

seseorang unluk melaporkan penlaku tidak etis yang mereka temukan. Au�I yang prolesional 

<ihaapkiJ, men,iiki komilman organosasi yang tinggi sehingga lebih mengulil'nakan 
profesionalome dan alika prolesi yang mB<Bka miiki. 

C. Sistom Polapotan Pefangga,1n (WlllsUtblowing Sistom) 

Wlistfeblowing system merupakal �i y..,g belguna untuk melaporlcan pelaporan 
pelanggaran. 

Adapun mailaat whistleblowing system menurut Tuanakolta (2010), antaa Ian. 

1. Tunbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan sema.\in meningkatnya 

kesediaan untul< melaporlcan terjadinya pelanggaran, kwena kepercayaan terhadap sistem 

pelaporan ya,g elel.li. 
2. T"5edianya mekanisme deleksi dini (early warning system) atas kemungkinan l81Jadinya 

mas.U. akibat suatu pelanggaran. 
3. T1nedianya kesempatan unluk menangani masalah pelanggaril'l secara internal lerlebih 

dah�u. sebelum meluas menja<I masalah pelanggar"' y..,g b1nifal publik. 
4. Mengurangi resiko yang tflhadapi orgarisasi, akibat dan pelanggwan bail< dan segi 

keoangan, operasi, hukum, keselematan kerja, dan rapulasi. 

5. Mengurangi biaya dalam menangarii akibal dan lerjadinya pela,ggaran. 

6. Memngkatnya reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masy.Yakal 
umom. 



• 

7. Memberikan masukan kepada 01ganisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses 

kerja yang mem!iki kelemahan peogendalian internal, serta untuk merancang lindakan 
perbaikan yang dipenukan. 

l\!Jisffel>looojng sys/em memungkinkan penyalahgun""1 weweoang dapat dengan 

cepat diidentifika.si dan dikoreksi sehingga bisa meningkalkan efisiensi, meningkatkan moral 
pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan menghindari citra negatif (Mcei & Near. 1992). 
Namun whislleblowing system tidak akan bemasl jka hanya d!bual aturan dan tidak 

d1praktikkan (Lamb, 2009). Untuk menjalankan sistem ini �penukan peran aktil pegawai. Hal in, 

dis-kan orang biasa tidak bisa menjadi whislleblower, hanya orang di daiarn organisasi 

yang mampu metakukannya (Da,;s, 1996). Anggota organisasi merupakan sumber daya yang 

bemarga untuk meminimalisasi kecurangan (Kaplan, Pope, Samu�. 2010. Tre,;no & v1ctor, 

1992). Pegawai memtki peranan penting daiam whistlebiowing system (Mice! dan Neai, 1005), 
karena pegawai adaiah sumber untuk mendeteksl ha�al yang s1iah (Miethe, 1999). Jika 

pegawai lidak peduli dengan program iri maka pelal<salaimya pun akan gagal (Lamb, 1009) 
Dengan demikian ha-us ada orang di dalam organisasi yang mau melapor',,;an jika menemukan 
penyalahgun""1 wewenang alau kecurangan di organisasi (Tracy, 2009). 

R�et menunjukkan bahwa motivasi orang untuk menjadi seorang whistleblower 
bermacam-macam (Kaplein, 1011). Keputusan seseorang unlui< menja<i whislleblower 

mungk� lipengaruhi variabel indi•du atau konteks organisasi. Valiabel indriidu misalnya biaya 

dan manlaat (cos/ and benefiQ (Miceli dan Near. 1985), usia, status perkaw•an, pendidikan 

(Mceli dan Near, 1992). Kooteks 019ansisasi sepeni misalnya laktor budaya etis (elllka/ 

cuffure) (Kaptein, 2011), i�im etis (elhicel climate) (Vte!OI & Cunen. 1998 : Rothwen & BaldWin, 

2007: Chung el a, 2004 dalam Kap/�n 2011), ukuran organisasi (Mceli & Ne¥. 1992), slruklur 

organisasi clan saluran ktmooikasi (King, 1999). Narnun pene/ilian yang dlakukan Mceli dan 

Near (Miceli dan Near, 1984, 1991) menunjukkan bahwa pengaruh konleks 0111anisasi lebih 

banyak menenlukan keputusan seseorang menjadi wtlistleblower, jika dbandrlgkan dengan 
pengaruh variabel individu. Konteks organisasilah yang membuat whistleblowing menjadi 
pennasalahan moral (Da,;s, 1996). 

Meoorul Kaplein (1011) lindakan seseorang dal...n organisasi apabila lerjadi perilaku 

yang melanggar etika orgamsasi, adalah mengabaikan (inacfion), menegur langsung atau 
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berl<on�ontasi dengan pelaku (confronting with the wrongdoer), lapor pada atasan (reporling to 

managemenQ, lapor melalui salura, internal organisasi (calling internal hothne), dc11 lapor melalui 

sauran di luar organisasi (external whistleblowing). Menurut Kapt�n (2011) kelima bndakan 

tersebut dipicu oleh adanya faktor dalam orgamsasi yang disebul EthJcal Cunure. Ethical culture 
dapat d1ketahui dengan empirical tesled study menggunak"1 Corporate Ethical V1rlues Model 

(CEV) (Kaptein, 2007). Corporate Ethicel V1rlues Model (CEV) disusun berdasarkan virlue basic 

theo,yyang dikembangkan oleh seomon (Solemon, 1992, 1999 dalam Kaptein 2011). Model mi 

meliputi tujuh variabel yaitu clarity. congruency senior management and local management. 
feastbilty, supporlabitity, transpa,ency, discussabikty, dan sanctionabitity. Variabel kejelasan 
(clarity) adalah bcl!Jaimana ocganisasi membuat aturcV1 etika, seperti nilai, norma atau prinsip 
menjadi sesuatu yang nyata dan dipahami oleh karyawan. Derajal kejelasan menunjukkan 
tmgkat pemahaman para pegawai pada perilaku yang diharapkan oleh organisasi terhadap 
mereka (Kaptem, 2007). Kesesua1an (congruency) senior management and local management, 
adalah peran atasoo sebagai role model atau menjadi contol'l penerapan standar ebka di 

organisasi atau sejauh mana atasan menerapkan slandar etika dalam perilaku mereka sehan- 
hari. Pelilaku atasan diharapkan bisa menguatkan standar etika yang benaku dan meningkatkan 
kepercayaan karyawan temadap atasan. 

Saat ini whistleblowing system sudah banyak diterapkan di berbagai organisasi dan 

negara d1 durna (Vandekerhove & Lewis, 2012). Hal ini ka1ena perusahaan yang gagal 

menciptakan slluasi yang memungkinkan pelapo,an pelanggaran secara mternal, akan terlibat 

bencana (Callahan, Dworkin, Fort, Schipani. 2002). Untuk itu organisasi harus menciptakan 

suasana yang mendorong pegawa, unluk mataporkan Undakan yang satah (Kaptein, 2011 ), 
sehingga bsa membuat tindakan yang salah lersebut dihentikan den dikoreksi secepatnya 

(M,celi et al .. 2009). M�aporkan tindakan yang tidak benar adalah isu sosial yang penting dan 

memiliki manfaat yang banyak bagi berbagai stakeholder (Burton & Near, 1995). Penghargaan 
temadap pelapor (whistleblower) dan prosedur yang efekt1I untuk menangani laporan 

whistleblower oleh organisasi, dapat memberikan manfaal yang besar bagi organisasi dan para 
pegawanya (Miceli & Near. 1992). 

Organisasi bisa saja membuat kode etik yang jelas untuk mengaralkan perilaku 
anggotanya. tetapi Jika atasan sebagai sumber perilaku normatif yc11g panting dalam organisasi 

"' 
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(Ciulla, 1998 dalam Kaptein, 2007) menunjukkan penlaku berlawanan, maka para pegawai akoo 

dihadapkan pada ketidaksesuaiM atau pesan yang tidak konsisten. Kemungkinan dilaksanakan 

(feasibility) adalah ketersediaan waktu, anggaran, peralatan, infonnasi, dan wewenang di daJam 

organisasi yang memungkinkan karyawan m�aksanakan lugas-tugas mereka Feasibility juga 

ler'<ail dengan faklor sumber daya perusahaan yang mernbual whistleblower system mi berJalan. 

Sebagai conloh, karyawan yang leialu sibuk dengan pekerjaan cenderung tidak peduli dengan 

l1ngkungan sehingga memperkecil kemungkinan menjadi whist/eblower. Dukungan 

(supportability) adalah sejauh mana organisasi menciplakan suasana yang mendukung Undakan 

etis. Dukungan bisa berupa suasana yang kondusif di dalam Ofganisasi sehingga karyawan 
merasa nyaman untuk bertindak etis. Organisasi bisa memperkuat aspek dukungan ini antara 
lain dengan mengadakan intemalisasi kode etik kepada para karyawan di dalam organisasi, 

sehingga membuat karyawan makin berkomitmen deogan kode etik org�1sasi. Sedangkan 

transperancy adalah Ungkalan dimana tindakan bagi pelaku pelanggaran elika atau 

konsekuensinya dapat dilihat secara nyala oleh internal perusahaan. Karyawan akan melaporkan 

kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan, apabila mereka merasa akan 

ada hasilnya. 

Dapal didiskusikan (discussabi/ily) adalah peran organisas, dalam merntasiilasi sualu 

diskusi inlemal bagi karyawan unluk mernbahas haf-tial yang berlenlangan dengan kcxle etik. 

Organisasi yang mernmki tingkat discussabillly linggi dapal mendiskusikan adanya harapan 

nonnalif yang tidak jefas, dilerna moral, dan penlaku yang tidak sesuai etika. Varia� lerakhir, 

berdampak (sanctionabi/ily) adalah tingkal keyakinan karyawan bahwa perilaku yang 

bertentangan dengan kode elik akan d1hukum, sedangkan yang sesuai dengan kode elik 

perusahaan akan mendapalkan imbalan. Keberhasilan penerapen whist/eb/owing system di 

berbag� organisasi dan negara di dunia untuk mencegah dan mengungkapkan lindakan yang 

Udak sesuai kode etik, membual pemerintah Indonesia tertarik untuk mengadopsi sistem ini. Hal 
ini ddalarbefakangi oleh tianyaknya kasus pefanggaran etika lerulama korupsi di seklor 

pemerinlahan. Dala Transpa-ansi lnlemasional (www.tranpanency.org) lahun 1011 

menunjukkoo, Indonesia menduduki penngkal 100 dili 183 negara dalam haf korupsi (Kompas, 1 
Desember 2011). Oalam survei tersebul, Indonesia menempati skor lndeks Persepsi Korupsi 

(Corrupllon Pereepffon Index/CPI) sebesar 3,0 alau naik 0,1 poin dibanding lahun sebefumnya 

sebesar 1,8. Ken�kan angka CPI tersebut befum sesuai dengan harapan, karena pernerintah 
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l�ah menargelkan mendapal skor 5,0 pada lahun 2014 (Kompas. 1 Desember 2011). Hal ini 

menonjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bellll berflasi seperu yang 

d'11araplun Upaya untuk menurunkan bngkal korupsi � instansi pemelintah diakukan dengan 
dik�uarlrannya lnstruksi Presiden (lnpres) Republ1k Indonesia Nomor 17. 

Tallun 20111..,lang Alt.Ii Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi T""n 2012, pada 

langgal 19 Desember 2011. lnstruksi presiden lersebul anlara l�n berisi lenlang pembelakuan 

whistie!J/owing system <I beberapa instansi pemelinlall pada lallun 2012 Mesl<il>Un sudah d1buat 

aturan resmi oleh pemerintah, namun penerapan whistleb/owing system di Indonesia masih 
lergolong baru. Laporan Lembaga Perlndungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebulkan bahwa 
sislem �i masih dalam lahap pengembangan sislem �aporen oleh bebe<apa organisasi di 

Indonesia, sedangkan beberapa organ,sasi lain baru dalam lahap pengembangan sislem (LPSK, 

2011, Sementaa <I nega-a l�n seper1i Amenka Serikal (AS), Ausualia. dan beberapa negara di 

Eropa. sislem p�aporan kecurangan alau prakbk buruk dan pelfindungan whislleblower sudah 

1'"11a rlilerapkan (Vanrlec.lemove, w..,, Levis, 2010). Nega-a-negara di Asia, sepero Jepa,g, 

Korea Selalan, dan Fiij,i,a t>Mkan 1elah sampai ke lahap membual al1<an yang memben<an 

�mdungan dan imbalan (financial benefit) bagi para whis/leblower (Hill Governance Centre n.d 

da'"11 L'"11b, 2009, 

Sebagai contoh, Departemen Keuangan meluncurkan program whistleblowing system 
pada 5 Oktober 2011 (www.wise.rlepkeu.goJd). Di Indonesia. l\ementenan Keuangan adalah 

instansi pemell'ltah kedua yang menjalankan sistem ini setelah Kormsi Pemberan�c11 Korupsi 
(KPK) (The Jrkarta Globe, 2011 ). Dasar hukum whist,.blowing system � Departemen 

Keuangan adalah Pera!uran Meoten Keuangan N001or 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara 

Peng�olaan dan Tindak Lan1ut Pelaporan P�anggaran (Whislleblowing) di Lmgkungan 
K"11entenan Keuangan. Priontas pelaksanaan whistleblowing system menuru1 lnpres Nomor 17 
reum 2011 adaeh insli1usi yang ber1<aitan dengan pengadaen barang dan jasa serta �ayanan 

masyaraka1 seperti sektor perpajakan yang dik�aa oleh Dire�orat Jenderal Pajak (DJP) 
Duektorat Jenderal Pajak (DJP) merupakao ooit o,gallisasi terbesar di Kementerian Keuangan 

dengan jumlah pegawai bdak kurang dan 31.000 pegawai (Dire<lorat Jenderal P�ak, 2012). 

DJP bert&,ggung jawab terhadap peoerinaan negara dari sektor perpajakan. P"'erimaao dari 
seklor pajak merupakan sumber utana penerimaan negaa Target penerimaa, pajak tahun 



2012 yang befjumlah Rp.1.019 lrihun rupiah merupakan 78% dan s�uruh panefimaan negara 

IRAPBN 2012). Keterganlungan pada sekl0< pajak sebag� penyumbang ulama penefimaan 

negara diperkirakan akan terus naik dari tahun ke tahun. Namun upaya OJP untuk mencapai 

target penenmaan negara terhambal oleh beberapa oknum Petugas Pajak dan Wajib Pajak yang 
melakukan praklik korupsi. Berbagai kasus korups1 yang terjadi di DJP lelah menjadl perhallan 

masyil"akat dan diliput luas oleh media massa. Kasus korupsi yang menimpa pegawai akan 
menurunkan kepercayaan masyarakat dan memberikan citra nega�f terhadap orgamsasi (Miceli 
& Near, 1992). Dalam sistem perpajakan self assesment yang berlaku di Indonesia, kesadaran 

membayar pajak memengaruhi kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul perseps 

posilif lerhadap pajak IHardiningsih, 2011). Sal� satu upaya untuk maningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan menekan tingkat pelanggaran o, DJP adalah pembertakuan kebijakan 

whistfeblowing system. Pelaksanaan sistem 111i berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor PER-22/PJ/2011 langgal 19 Agustus 2011 lenlang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran 

dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran IWhisffeb/owing) di Lingkungan Direkloral Jenderal 

Pajak IPerdirjan N0<nor PER-22,l'J/2011). D)P menjadi instilusi Ungkal eselon I yang pertama 

bsa merealisasikan dan secara konkret mewujudkan whistleblowing system menjadi suam 

peraluran IDJP, 2011b). 

D. Fraud 
The Associa�on of Cerofied Fraud Examiners (ACFE) 12006) d,iam Rukmawati 12011). 

mandefinisikan Fraud sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan 

sengaja untuk tujuan tertentu, dilakukan orang-orang dari dalam atau luar orgamsasi untuk 

mendapatkan keuntungan pibadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung 

merug,kan pihak liin. Association of Cerofied Fraud Examina�ons 12000) dalam Devi 12011 ), 

mengklasifikasikan fraud ke dalam tiga kelompok, antara lain kecurangan laporan keuangan, 
penyalallgunaan asset. dan korupsi. 

E. Pihak yang melaporkan pelanggaran IWhisfieblowing Sistem) 

Sislem pelaporan pelanggaran IWhisf/ablowing Sisfem) tersebut dibenluk dalam rangka 
memberikan kesempatan khususnya kepada seluruh pemangku kepenbngan di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI pada umumnya untuk dapat memonilor dan menyampaikan 
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laporiYI atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinslp-prinsip Good Corporate 
Governance, serta ndai-nilai etika yang berlaku khususnya yoog berkaitan dengan mlegritas dan 

transparansi, berdas.rl<an bukti-bukti yang dapat dipertanggung1awabkan serta dengan nial bak 

dan d1harapkan dapal mencegah dan mendeteksi potens, terjadnya pelanggaran. 

Menurul Arnn (2008) perbuatan yang dapal dilaporkan (pelanggaran) adalah perbualan 

yang daam pandangan pelapor dengan ikt1kad taik adalah perbuatan korups1, kecuroogan, 
kebdakjujuran, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran kelentuan perpajakan, atau peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

F. Dampak Penerapan Whistleblowing System Dal am Organi&asi 

Dari data ACFE (1008), dapat dikelahui bahwa dampak dan penarapan whistleblowing 

�ysfem dapat dikatakan cukup efektif dan memuaskan. Hal 111i dapat ter1ihat dari jumlah kerugian 

yang ditimbulkan dari organisasi yang memiliki aplikas1 whist/ab/owing system menjadi lebih 
sedikit, whistleblower yang ingin mengungkapkan adanya kecurangan di dalam organisasmya 

menjadi semai<in banya� dan jangka waklu pendeleks,an dan pencegahan fraud yang lebih cepat. 

Hal tersebul karena sudah diterapkannya whist/ab/owing system. 

BAB Ill ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whlsttablowing SistemJ 

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whisttobtowing System) adalah sislem yang meng�cla 

atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu penlaku melawan hukum, 
perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan, 

perbuatan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dengan tujuan unluk 

mengopbm�kan peran serta para Stakeholder dan p1hak lainnya d�am mengungkapkan 

pelanggaran yang terjadi di organisasi, lembaga, perusahaan atau instansi. Oengan demiklan, 
sudah selayaknya Sekretanal Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerapkan Whistleblowmg 

System. 

Akh1r-akh1r inl kasus wh1stleblowing banyak diperbincangkari. Whist/ab/owing dianggap 

sebagai suatu sistem yang bermanfaat memperkuat sistem pengendalian internal. Manfaat 
tersebut. antara lain tersedlanya cara penyampaian infoonasi yang peoting dan kriUs, tersedianya 

96 



mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, adanya 

kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal sebelum meluas, dan 

mengurang1 adanya resuo dari dampak pelanggaran. 
Sislem Pelaporan Pelanggaran merupakan solem yang mengelola Pengaduan/ 

Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan lidak etis/ lidak semestinya, 

pelanggaran terhadap kebijakan danf atau peraturan, perbuatan atau perilaku yang dapat 

menyebabkan kerugian baik bersifat materiil maupun 1materiil, yang meliputi hal-hal sebagai 

benkut: 
1 Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku; 

2. Pelanggaran lerhadap kebijakan dan peraluran; 

3. Penyalahgunaan jabatan untuk kepenlingan lain di luar: 

4. Pemerasan, 
5. Perbuatan curang; 
6. Benluran Kepentingan; 
7. Gralifikasi alau Tindakan Penyuapan; 

B. Ruang Ungkup Pelaporan Pelanggaran dalam Revisi Whistleblowing Sistem 

Ruang lingkup dalam Perse�en No 9 Tahun 2015 adalah bndak pidana korupsi. Namun sejalan 

dengan perjalmannya masih diperlukan penambahan dalam revisi pedom1n pelaporan 

pelanggaran whisl�biowing system, yakni Kolusi dan Nepotisme. 

1. Korupsi 

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana 

korupsi. 

2. Kolusi 
Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar 

Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang 

merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara. 

3. Nepotisme Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara 

melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau 

kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 
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C. Kend•la Whislleblowinfl S/stem Sel<rearial Jender,I clan &clan Kuhllan OPR RI 

Komitrnen SekreUVial Jend8!al dan BK Of'R RI merupal<an salal1 sau 1ak10! penenlu dam, 

keputusan seseo<ang untuk melapor'<an pefiaku tidal< elis yang m01eka lemukan. Whist/ob/owing 

Slslem yang prolesiooal <iharapkan m8!nifiki kll!nitrnen organisasi yang linggi sehmgga lebih 

mengutamakan profesionalisme dan etika prolesi yang mereka miliki. 

Berdasarloln lalar belal<ang dan fakla serta f8!11l!nena yang le,jadi, l8!dapal kendala Sisl01n 

Pelaporan Pelanggn, (Wlistle Blowing System) Tindal< Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepolisme 

o; Lingkung"' Sekretaria\ J8!1deral Dan Sadan Keallflan Dewan P81Wakilan Rakyat Repubiik 

Indonesia adalal1 : 

Kurangnya pemahaman Whistle Blowing System 

2 Masih !erlalu beresiko (merasa !akul) sebagai whistteblower, sehingga belum maksrmalnya 

Sislem Pelaporan Pelanggaran (Whislle Blowing System) 

O. Pombinun Pelaporan Polanggaran (Whislleblowing S/stem) Stlrelarial Jencleral clan Btdan 
Ktahlian OPR RI 

Unluk mempencuat dan menunjang wlistteblowing di Sekrelanat Jendefal dan BK DPR RI, 

maka 11susun pe,ill!nan sislem peiil!>Olan pelanggaran (Wllisl/eblowing SislemJ. Oengan m�akukan 

pa,,p,·..,..,. pei!oo1an ,mom palaporan Wlll.<tll!IJ/alliilg Sal,m dihQpl<mT dap;,t menjliarl,an 

k� <l!!r!ga, eltl:� . .rt11on. !nr!ip,n'I, dan ahimliDll. ""'"' t.l:t1l(l'J sollsl "1 nepoil1111�. ' 
Panllt!IR)B .Wem 11t1ai«·an Whi•l!!olo"DJI SWem, set\111Q!11 p,,neiinllh menbo« k�.,·,.=• 
klfa!a >;wot ""1ll"""""' r!lan p,,,1llHlliil ·� � .. ,� Apnl p!Ilg"""'"' ,olern 
pemerintah sebagaimana d1maksud tercin alas: 1) BPKP, 2) lnspektorat Jenderal, 3) lnspeklorat 

Utama atau narna lam yang secara lungsooal melal<sanal<ai peoga,,asan intern; 4) lnspel<lorat 
Proonsi; dan 5) lnspekloral Kabupatenll(ola 

Op,, ,ptya �..., s11ila111 �-· 1\18'1.li II )ll1JlJl!llM llPR RI d.ir] 

Sekr-a Jf!!10\Jlll DP!l Rl tadll>al'<arl Pe,allna, Of'R RI P11>nt< llAlPR Rl!V'200'J.2Cl0 
la!\lang p� i\w"'"' Slrar,s,1 Ol'R RI Tli,11n 20ll).l!l!I pada la);u,1 llll4 1l110,1t« 

'"'1J'ltltllill ow.i, )� � iial,,moy, 18!"""" 1IIJII -..-- - Hli *'I - .... 
gombo,an hinsi� ptngaw.,an mremnl al:M d\j;od.u,I d.,iar., ,µya mnglo� Iwata, 
_ ... ....,. ,kurllOl>llle, don iEl)WUk "sif1'1 pe1apa,.., �an tW� Simm) G 



fingkungan Sekretaial Jenderal serta Sadan Keahlian DPR RI. Penekanan pelaporan 
pelanggaran (Whistleblowing Sist•m), yailU: 

I) Membantu Pimp,nan OPR RI dalam mmyelenggarakan pelaporan pelanggaran 
(l'.!lisllebloloing Sistem) di ingkungirl Sekretaial Jende!al dan SK DPR RI; 

� Melakukan tindak larjut alas pelaporan pelangga,an (Whis/le/Jlowing Sislem) di lingkungan 
Sekretarial Jenderal; 

E. Prosedur Sistem Peilporan Pelangglran (Whl,_ng Silllm) 

Penyampaian Pengaduan/ Penyi,gkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-llal sebag� 

berikut: 
1. Pelapor wajib 111e111berul indikasi awal y,r,g dapat dipeffangglllgjawabl<an, meiputi: 

a Pelanggaran yang diadukan, matiputi jumlah ken,gian (apabila dapal ditentukan). 1 (salu) 

Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelangg"an ag" 
ponang,r,annya dapat lebih fokus. 

b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab alas pelanggaran 

tersebul. termasuk saks•saksi dan pillal'. y,r,g diuntungkan atau dirug;kan atas pelangga,an 
tersebut. 

c. Lokast pelanggeran, yaitu melipuH name, tempat. atau fungsi ter}<tdrlya pelanggaran 
lerse!ltil 

d. WaklU pelangg,.an, y�tu periode pelanggaran baik berupa han, minggu, bulan, tahun atau 

tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi. 
e. SagairM>a terjadinya pei,r,ggaroo te<sebut dan apakM terdapat bukli-bukli pendukung telal 

lerjadinya pelanggaran. 
f. Apakah pel,r,ggaran tersebut pemah �kan kepada �hak lain. 

g. ,l,pai<al pet,r,ggaran tersebul pemah terjadi sebelumnya 
1. Untuk mampercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka 

Pelapor di"1jurkan unluk membenkan infoonasi mengenai data din, y,r,g sekurang-kurangnya 

memuat alamal/ nomor telepon/ hMdphone/ laksimili/email. 



F. Sarani/Media Pelaporan Pelanggaran (Whisaeblowing Sistom) 

Pelill)OI menyarnpail<an Pengaduan/Penyi19� pelanggaan kepada Pengelaa 

Adrrumwasi Pelajloran Pea,ggaran (whistleblowrng sistem) melaloi 5"analme<la khusus Y"'il 

telM <lsedial<an oleh Sekretariat Jendera QPR RI dan �perunlukkan bagi Sislem Pengelaaan 

Peiarlgga"an. Pengaduan/Penyingkapan dilujukan ke Kotak Pengaduan (Wtis/Jeblowing Si,iem) 

melalui email dengan alamat: www.wb5.dpr.go.ig 

G. S.nksi 

Bentuk sanksi tefhadap "T eflapor Pelangga,an· yang tel"1 temukti melakukan pelangg,ran 

akan d1tentukan sesuar dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingku,1gan Sekretar1at 
Jende<.i dan Badan Kea>loan QPR RI. Pelangg,ran yang dlkategoolcan masuk k,d.i,m pefbuatan 

melawan hukum danlatau melanggar PeratlJ(an Perundang-undangan yang berlaku akan 

d1tilldaklanju1 dan diproses sesuao dengan proses hokum. 

H. Perlindungan Terhad1p Pelapor At1u Pihak Ttrkait 

Seseo<ang pelapor pelanggaran atau whisl/6blowe( bukannya taripa risiko. Sebaga cootoh, 

apabila pcsisi sebaga pelapor dan saksi kunci. Keduanya mengalam, bga ancaman sekal�us. 

Perloma, ancaman dai orang-<><ang yang mereka bebe!1<an narn111ya. Berbaga macan intirridasi 

bisa terjad,, temasuk yang terburuk berupa penghilangan nyawa din atau kefuarga seorang 

wtristleblower. Kerlva, para wtristleblower bensiko terl<ena efek 'senjata makan luan' dari 

pengakuan dan informasi yang mereka berikan kepada media masa, lembaga ant1korup51, 
pengaca-a, penyi<ik KPK, atau apa-al hukum lainnya. Ucapan mereka kerap dijalikan sasaran 

delik perice!lla"an nan,a t,,;k oleh narniHloma yang mereka 5fllulkan. Sehingga lak ja'ang 

wh1slleb�wer juslru dijebloskan ka pen1ara. Ketiga, ancaman yang juga bakal lihadapi oleh 

whistleblowet datang dai kalangan internal lembaga atao insti1lisi. Wlistloblo•er menghadapi 
risiko penurunan pangkat, skorsing, intimidasi, atau diskriminasi dari inslilusi lempatnya bekerja 
yang me<asa cllrugikan dan diperm�ukan alas pclaporannya. (tempo co. 2008). 

Berdasa,kan uraian dlatas, sudall menjadl kewajibat unlllk memberi<an petlindungan bagi 

p�apor p�anggaran (whisllebtower), drantaranya: 

,oo 



1. Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI akan menjamin lll{ii\asiaan \ethadap 
identilas Pela!J<>'. maupon pihak-pihak yang mempuny� keterl<ailan dengan pelaporan 

pelanggaran 1ersebu1. 
2. Sekretatiat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI menjamin pe!lindungan temadap Pelapor 

da<i segala bentuk ancaman. intimidasi, ataupun lindakan bdak menyenangkan dari pihak 

mMapun. 
3. Kerahasiaan terhadap krentilas dan pe<lindungill temadap Pelapor tersebul juga be!laku bagi 

para p1hak yang melaksanakan investigasi maopun pillak-pitlal< yang member�an �formas, 

terl<�t dengan Pengaduan/Penyingkapan le<sebut. 

4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap 
beffal<u selarna Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadokan kepada pihak 
manapun. dengan cara, bentuk dan koodisi apapun, dan Udak/ belum menjadi koosums, pu�ik 
baik sebelum atau setelah pengaduan/ penyillgkapa,. 

I Penyim�an d · · �·, an peraturan dan l)efUl1dangan yang berlaku; 

2. Pelanggaran tertiadap kebijakan dan peraturan Perusahaan, 

3 Penyalahgunaan iabatan unM kepeningari lain di luar Perusal> aan, 
4. Pemerasari; 

5. Perooatill curang; 

6 Senlurill Kepenlingan, 

7. Glatilikasi atau Tmdak;» Penyuapan, 
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Dalar, memudaik.r, ' " · 
J fiqx)rifl /Jfilangga-an (wllislfebkwr, · 

ender;; daJ BK DPR RI .n ..i., ..... , . . ng SIS/em) di lingkungan Sekretaiiat ""� ··-•"'ii bO!ll,apa �er Yli>li, 
1. Tersedianya media •""-111,=•· 

-.. - �� PBi'YillffQ;JJBll l.,ROfdll, l)ellgadoan · 
kritis bagi seluruh pegaw,, � ling• ·--s.;, . �formasi J>enling dan 

2 ·--· W!\ill .lono,,ai dan BK DPR RI 
· T erseclianya mekanisme d"1el:� <!ml ( rly · 

i"""" ""'=· .. Wilm/Jig ,Y.ilrm) sebagai sarana """"""ahan -,..,nya ,_.,,,,,.an petaporan. ·--• 
3. Mendoroog lingkunga, Sekretatial Jenderai dan BK DPR RI k ah . . 

mengulamaka, . . . . • " yang lebrh ba,k dengan 
PMSrp.ponsrp dasar dalam mengelola good 90""1lance ••• ..,_ 

publikmelalui . =·��anan 
, . penerapan srstem yang mencerminkan PllnSl/rPfVISlp keterbukaan inloonasi 

akunlablrlas. tanggung jawab uld-d-• ,.� •. ,_ . · 
• �· -·� . ._, -• kew�arm,. 

Denga, adanya Whislleb/owing System yang dilerapkan oleo S..relaiiat Jenderai dan 
BK DPR RI, dapat memperkecit peluang lerjadir!ya pelalggaran hukum seperli korupsi. kolusi 
dan nepotisme karena se''= tim!akan .,.� t · . ....,. ...,,.. e<delel<st dengan cepat dan dianlisipasi dengan 
bail< oleh �blusil,em� Setiap pegawai Sekretarial Jendera/ dan BK OPR RI bdat< me<asa 
lef\ekan lagi dan melakukan pembenaran te<hadap tindat<an melangg" hukum korupsi yang 
dai,at merug,t<an balyal< pi!lalt 

Whislleblowing System alao dikenat dengan 'panggilan akrab' WiSe sudah ada pada 
RB (relormasi beokrosi) yang t�ah 5 lahun lebih adaksanakan oleh Kernentenan/Lembaga. 
yang rupanya masih men�sakan peluang unluk terus disern!)umal<&'l. Whist,.blowing System 
ook.Jllah sel<adir aplikasi, melaiokan sau�. Sau� Ya!!' �lawarl<an tnspel<torat Utama 
(trtama) d�am mengeliminasi cetah-celah kecil dan kelemahan integntas yang mungkin masil 

tersis& Peran sef\a dan ketef\ibatan berb.gao piha� yang dengan mudahnya metaporkan 

dugaa> petanggaran kapanpun, dmanapun, <>h"apkan meningkatl<an eworeness k!a semua. 
bahwa petanggaran tidak lagi mendapat tempal di Lingkungan Sekretariat Jendera/ dan BK DPR 

RI. 

Whisllebl0111ing System menjedi ;,at komumkasi yang etexbf dafa'n rangka metaporkan 

berbag� dugaan pen�pangan yang terjadi di Ungkungan Sekretm Jende!ii dan BK DPR 

RI, dan le<dapat tindak lanjul yang tepat dan cepat. sehrngga citra Sekretariat Jenderal dan BK 
DPR RI sebagat ins ti tu� yang bebas KKN dapat terjaga T erkait p<oses bisni<, disampajkan 

jllga -· pengetolaan Whi�lob/owing System tidak hanya �laksanakan oleh ltjen saja. tetapi 



., 
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oleh seluruh unit esolon I secaa eleldif dan penuh integritas. Pangelaaai 'Mlislleb/owing 
System baik dari sisi proses bisrnsnya merupakan saluran pengaduan yang telah meng,kuti 
prinsip-pmsip best praclice. Sejalan den!Jdfl merebal<nya berbagai issue k�adian risiko terkai: 
adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan KKN (fraud). 

Adapun tindaklanjul Whistlebtowing Sis/em Sekretariat Jenderal dan BK OPR RI, antara 
liin: 

a Petangg'""' yang dikategorikill masuk kedalilll perb\Jatan metawan hukum dilllatau 

metanggw Peraturan Perundang-undangan yang tielaku alan ditindallanjuti dan diproses 
sesuai dengan proses hokum. 

b, Sankst terhadap Tertapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan 

sesuai dengan kelenluan dan peraruran yang bertal<u d liflgkungan Sekret,viat Jenderal dan 

Badan Keahlian OPR RI. 

BAB IV PENUTUP 

A. Keslmpulan 
o..; berbagai takta dan uraian di alas dapat kami sinP"kan betierapa hal sebagai tiefikut 

I. Oalam memperkual dan menunjang whistteblowing di Set<retarial Jenderal d"1 BK DPR 

RI, revisi pedoman sislem pelaporan pelif199•"'" (Whistfeblowing Sis/em), yang 
cakupannya tindak pidana korupsi saja pertu penambahan nomenklatur kolusi dan 

nepotisme. 
� Pedoman sislern petaporan petaoggaran Whistleblowing Sistam diharapkan •' 

berlungsi, dalam menjalankan kegialan dengan eleklif, efisien, transparan, dan akuntabel, 

tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Seluelalia! Jenderal d"1 BK OPR RI. 
3. Pedoman tentaog petaporill pelanggaran (whislteblowing) ini dipelukan karena 

<l/la"apl<an mamfl<I mengungkap kesalallan dan peoyinpanga, tatakelaa di lngkuogan 

Setjeo OPR RI temedap dugaan adanya tiodak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme oleh 

ASN Sel<retariat Jeoderal (Setjeo) dan Badan Keallian (BK) DPR RI, selliogga meojamin 

latakelola cl lingkungan Setjen OPR RI lebih sehat dan bersih dari nndak pidana korupsi, 

kolusi dao nepotisme. 



B. Rekomendasi 

1. Adanya peoodungan dan kerahasiaan lemadap seseo1ang yang m�apooan pelanggaran 

(Whistlebfowing Sisllll7l) b,;k tindak pidana, kolusi dan nepotisme yang dilemukan cl 

lingkungan Sekrelarial Jenderal dan BK DPR RI. Kerahasiaan jati diri pelapO! sangal 

penUng unluk menj",ja keseia'nalan jiwa dari ancanan �hak terlapor. Jika lenapor 

tersebul adaah ASN pejabat yang mempunyai pengaruh di Seljen DPR RI. ka1er dan 

masa depan pelapor dapat terancam al<ibat tindai<al pelaporannya sehingga pemberian 

jan�an pe<lndungan hukum dari Sekjen DPR RI sebagai �mpin111 puncak di Setjen DPR 

RI temadap k�atan diri pelapo< meojadi wajib. Pemberian jaminan p8ffindungan 

hukum ini juga bertujuan ",jar sistem pelapO!an Y"'9 diben!Uk akan berjatan elektil 

dunanlaalkan,b�k oleh ASN di Setjen dan BK DPR RI maupun anggote masyarakal 

lainnya, sebagai mekanisme konlrol dan pengawasan lerkait peny�enggaraan 
pemennlahan d1 Setjen DPR RI. 

2. Un!Uk memperkuat dari menun1ang 1/ihislJBblowing sistem � Selcretaiat Jenderal dan BK 

DPR RI. diper1ukan revisi pedoman sistem pelaporan pelanggeran (l\!JsllebkMing 
Sis/em}. bert<iuan untuk menyempumai<111 Persekjen WBS yang sebelumnya. 
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